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Bersambung ke Hal.2

Desil Kuantil
DENGAR heboh ‘’desil’’ saya ingat ‘’desi’’:  

--desimeter. Sudah begitu lama istilah 
desimeter meninggal dunia. Orang lebih 

suka menyebut ‘’10 sentimeter’’. Tidak mau lagi 
bilang ‘’satu desimeter’’. Mirip orang tidak mau 
lagi bilang ‘’satu yard’’ melainkan pilih bilang 
‘’90 cm’’. Maka di mana-mana saya mendapat 
pertanyaan ini: apa itu desil. Kok heboh banget. 
Desil adalah per sepuluh. Maksudnya, masyarakat 
dibagi 10: sepuluh persen pertama, kedua, ketiga, 
sampai kesepuluh. Pembagian itu berdasar 
tingkat kesejahteraan. Lebih tepatnya: berdasar 
banyaknya pengeluaran setiap bulannya.
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Oleh: Dahlan Iskan
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GORONTALO -GP- Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea 
kembali mengambil sikap kontroversi. Dia menegaskan 
akan melaporkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Mabes 
Polri terkait pernyataannya mengenai eks Rumah Jawatan 
Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo.
Langkah tersebut diambil Adhan karena merasa dirugikan 
oleh pernyataan Fadli Zon yang menurutnya menyudutkan 
dirinya dalam persoalan bangunan yang dikaitkan dengan 
cagar budaya.
“Saya akan laporkan ke Mabes Polri. Saya ingin persoalan 
ini jelas dan ada kepastian hukumnya,” tegas Adhan 
saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu 
(5/9/2026). Polemik eks Rumah Jawatan Kepala Kantor 
Pos dan Telegraf Gorontalo kembali memanas setelah 
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti pembongkaran 
bangunan tersebut dan mengaitkannya dengan persoalan 
cagar budaya.

BAKAL LAPORKAN KE MABES POLRI

Adhan Lawan Fadli Zon

:ALI Kota Gorontalo, Adhan Dambea saat menunjukkan foto peristiwa sejarah 
23 Januari 1942 di Kantor POS Gorontalo. 

JAKARTA -GP- Kementerian Perhubungan sempat mengambil 
langkah menutup enam bandara selama empat jam. Menyusul masih 
terdeteksinya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdasarkan hasil 
paper test. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan 
siap memberikan kompensasi atas penutupan delapan bandar udara 
di Indonesia. Menhub Dudy menginstruksikan pemberian fasilitas 
transportasi darat dengan cuma-cuma kepada 170 ribu penumpang 
penerbangan yang tertahan akibat perpanjangan penutupan delapan 
bandara hingga Ahad (6/9) pukul 24.00 WIB, dini hari tadi. 

Penerbangan Gorontalo 
Ikut Terdampak

JAKARTA - GP - Efek penutupan bandara Internasional Soekarno 
Hatta Jakarta, akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) 
berdampak para jadwal penerbangan di Gorontalo. Sejumlah maskapai 
yang melayani rute Gorontalo - Jakarta, dan sebaliknya membatalkan 
jadwal penerbangan, kemarin. Misalnya, maskapai Lion Grup, yakni 
penerbangan Batik Air dari Jakarta dengan nomor penerbangan ID 6242 
Jakarta - Gorontalo dibatalkan, begitu pun sebeliknya penerbangan ID 
6243 Gorontalo - Jakarta turut dibatalkan. Sama halnya dengan Lion Air 
penerbangan Jakarta - Gorontalo via Makassar juga ikut direscedulle. 

1.558 Dibatalkan, 
170 Ribu Penumpang 
Terdampak

DELAPAN 
BANDARA 
DITUTUP
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JAKARTA - Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali mengalami erupsi pada Ahad 
(6/9) pukul 20.23 WIB malam. Erupsi itu melanjutkan rangkaian aktivitas vulkanik 

yang terjadi sepanjang akhir pekan ini. Meski tinggi kolom abu tidak teramati 
secara visual, getaran erupsi terekam kuat di seismograf selama puluhan detik 

dan memaksa otoritas menetapkan batas jarak aman yang ketat. Selain GAK, tiga 
gunung api lainya ikut meletus, kemarin. Yakni, gunung Ibu di Halmahera, gunung 

Ilo Lewotolok di Lembata NTT, dan gunung Semeru di Jawa Timur.  

Empat Gunung 
Erupsi Bersamaan
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mpat GEmpat mpat 

Gunung SemeruGunung IBU Gunung 
IL LewotolokHalmahera Barat,

Malut
Erupsi Tercatat
04.55 WIT
Status: 
Level III (Waspada)

Lembata, NTT
Erupsi Tercatat
06.11 WIT
Status:
Level III (Siaga) 

Erupsi Tercatat 
07.51 WIB
Status: 
Level III (siaga)

Jawa Timur

Selat Sunda

Erupsi Tercatat 
03.53 WIB
07.10 WIB
20.23 WIB

Status:
Level III (Siaga)

Gunung
Anak Krakatau 

(FOTO: ISTIMEWA) 

PEN8MPANG pesawat udara menunggu kepastian penerbangan di Bandara 
Internasional Soerkarno Hatta, Jakarta, Ahad (6/9). Otoritas Bandara memutuskan 
penutupan aktivitas penerbangan akibat rrupsi gunung anak krakatau, kemarin. 
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Delapan Bandara Ditutup

Adhan Lawan Fadli Zon

Penerbangan Gorontalo Ikut Terdampak

Desil Kuantil

Empat Gunung...
dari halaman 1

Kalau Anda tergolong desil 1 berarti Anda tergolong 
10 persen termiskin di Indonesia. Itu untuk menghin-
darkan sebutan ‘’kelompok sangat miskin’’. Kalau 
Anda disebut sebagai orang desil 1 rasanya lebih 
sopan dibanding Anda disebut sebagai kelompok 
orang sangat miskin.

Ups... Bukan itu tujuannya. Istilah desil diciptakan 
untuk menstandarkan pengelompokan di masyarakat. 
Selama ini kita hanya mengenal istilah sangat miskin, 
miskin, hampir miskin, kelas menengah, dan kaya. 
Setiap lembaga bisa membuat pengelompokan yang 
berbeda. Kini hanya satu istilah: desil. Tinggal menye-
but: desil berapa.

Misalkan Anda disebut desil sepuluh, itu berarti 
Anda tergolong patriot –layak mengutangi Danantara 
lewat Patriot Bond. Maka setelah Anda membaca 
Disway hari  ini coba-cobalah Anda memperkirakan 
tergolong di desil berapa.

Bagi negara seperti Indonesia desil lebih diang-
gap penting terkait dengan bantuan sosial. Misal: 
masyarakat desil 1 layak dapat lima jenis bantuan 
dari negara: uang tunai, subsidi listrik, subsidi elpiji, 
subsidi iuran BPJS, dan subsidi rumah lewat KPR. 
Kelompok desil dua mungkin hanya berhak atas 
empat dari lima itu. Desil tiga mendapat tiga dari lima. 
Desil empat hanya dapat dua jenis. Dan seterusnya. 

Tidak seperti itu beneran, tapi begitulah kira-kira cara 
berpikir para pembuat desil.

Itu tergantung pada kebijakan pemerintah. Maka 
penerapan desil itu sendiri mestinya baik. Langkah 
maju. Bahwa akan heboh pasti tidak bisa dihindari. 
Problem utamanya adalah orang yang ada di ‘’per-
batasan desil’’. Misalkan Anda masuk desil tiga, tapi 
di posisi Anda paling bawah. Hampir saja Anda sulit 
dibedakan dengan anggota desil dua yang posisinya 
paling atas. Ibarat nilai Anda 5,9. Itu hampir saja 
enam, tapi tetap bukan enam.

Pakai sistem apa pun pasti ada hebohnya. Sistem 
pengelompokan yang lama pun punya kelemahan. 
Pernah juga heboh. Berkali-kali. Yang penting, set-
elah pakai sistem desil teruslah lakukan evaluasi: 
kelemahan yang muncul segera diatasi.

Persoalannya di pendataan yang membuat 
seseorang masuk dapil berapa. Pemerintah punya 
banyak versi data ekonomi. Salah satunya berdasar 
kemampuan belanja Anda setiap tahun. Ada juga data 
berdasar pendapatan setahun. Di zaman Orde Baru 
pernah ada ukuran tidak lagi miskin: kalau lantai ru-
mahnya sudah diplester dengan semen. Pernah juga 
ada ukuran: kalau tembok rumahnya sudah terbuat 
dari bata.  Kelak, kalau sistem desil ditolak, mungkin 
salah satu ukuran yang akan dipakai: rumahnya pakai 
genteng atau seng.

Sistem desil di Indonesia hanyalah meniru apa 

yang dilakukan negara lain. Kita termasuk yang 
ketinggalan. 

Negara maju juga punya cara untuk menentukan 
pengelompokan masyarakatnya. Bukan berdasar 
kemampuan belanja, tapi berdasar kemampuan 
mereka membayar pajak. 

Di sana tidak ada desil. Yang ada kuantil. 
Masyarakat hanya dibagi lima: miskin, menengah 
bawah, menengah atas, kaya, dan super kaya.

Kegunaan yang lebih penting dari sistem desil dan 
kuantil adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan 
di masyarakat. Dengan potret desil yang ada, pemer-
intah harusnya prihatin: kok ketimpangan ekonomi 
begitu besar. Untuk itulah ada desil. Bukan ‘dibelok-
kan’ hanya untuk bantuan sosial.

Jangan-jangan heboh desil sekarang ini justru 
membuat orang melupakan tujuan perumusan de-
sil. Jangan-jangan justru lupa terhadap kenyataan 
adanya kesenjangan. 

Mungkin saja di negara seperti Denmark pembagi-
annya hanya tiga: mampu, kaya, kaya sekali karena di 
sana tidak ada lagi yang miskin. Baiknya kita tunggu 
komentar dari ‘’perusuh kaburan’’ seperti Bung Liang 
yang sekarang tinggal di Denmark.

Tentu yang penting bukan pakai desil, kuantil, atau 
tidak pakai apa-apa sama sekali. Yang penting itu 
kapan tidak ada lagi desil dua dan satu –setidaknya 
hilangkan yang 1 dulu. (*)

Adhan menilai seorang pejabat negara, terlebih 
Menteri Kebudayaan, semestinya memahami ter-
lebih dahulu asal-usul, status hukum, kepemilikan 
hingga proses penetapan objek sebelum memberikan 
pernyataan kepada publik. Adhan menilai persoalan 
Rumah Jawatan tidak sesederhana menyebut bangu-
nan tersebut sebagai cagar budaya yang kemudian 
dirusak atau dibongkar. Menurutnya, ada rangkaian 
persoalan hukum dan administrasi yang harus dilihat 
secara utuh, termasuk keputusan yang pernah diter-
bitkan Pemerintah Kota Gorontalo. “Di video tersebut 
itu bukan lagi diduga, tapi langsung menuduh pengru-
sakan. Kapan saya bikin pengrusakan? Sementara 
mengenai pembongkaran, saya sama sekali tidak 
tahu kapan mereka membongkarnya,” kata Adhan.

Wali Kota Gorontalo dua periode itu mengatakan 
dirinya memahami persoalan Rumah Jawatan karena 
telah mengikuti rangkaian persoalan tersebut, ter-
masuk menyangkut status tanah dan keputusan 
pemerintah daerah. Menurut Adhan, keberadaan 
bangunan yang sudah berusia lama tidak otomatis 
membuat bangunan tersebut dapat disebut sebagai 
cagar budaya. Ada proses, dasar hukum dan keten-
tuan yang harus dipenuhi. Ia juga mempertanyakan 
dasar yang digunakan untuk mengaitkan eks Rumah 
Jawatan dengan peristiwa sejarah tertentu.

Adhan menyebut tidak ada peristiwa sejarah 
penting yang menurutnya berlangsung di bangunan 
eks Rumah Jawatan tersebut sebagaimana narasi 
yang berkembang. Untuk itu, ia meminta persoalan 
tersebut tidak dilihat hanya dari usia bangunan, tetapi 
juga dari dokumen penetapan serta sejarah objek 
yang sebenarnya. Salah satu dasar yang digunakan 
Adhan dalam menjelaskan persoalan tersebut adalah 
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.10/PW.007/MKP/2010. Persoalan lainnya yang 
menjadi sorotan Adhan adalah status kepemilikan 
tanah. Adhan mengatakan eks Rumah Jawatan 
tersebut telah dibeli dari pemerintah pada 2005 
dan kemudian menjadi milik pribadi. Tanah tersebut 
GisHEut mHmiliki sHrtifikat atas nama /iG\a 3ranata 
Widjaja dengan luas 2.625 meter persegi.

Adhan menilai fakta kepemilikan itu tidak bisa 

diabaikan ketika pemerintah menetapkan sebuah 
bangunan sebagai cagar budaya. “Kalau itu ditetap-
kan sebagai cagar budaya, mestinya itu merupakan 
tanah pemerintah,” ujar Adhan.

Ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut 
menurutnya dibeli dari pemerintah pada 2005, ketika 
pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, 
melalui Kementerian BUMN. Dengan status terse-
but, Adhan berpandangan bahwa persoalan Rumah 
Jawatan harus dilihat pula dari sisi hak kepemilikan, 
bukan hanya sejarah bangunannya.

Adhan juga meluruskan persoalan mengenai kepu-
tusan pemerintah daerah yang selama ini dikaitkan 
dengan status Rumah Jawatan. Pada 2020, Wali 
Kota Gorontalo saat itu, Marten Taha, menerbitkan 
Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 126/10/
II/2020 yang menetapkan Gedung Kantor Pos dan 
eks Rumah Jawatan Pos dan 

Keputusan tersebut kemudian menjadi persoalan 
setelah pemilik lahan menggugatnya. Berdasarkan 
keterangan Pemkot, proses tersebut berujung pada 
kewajiban pemerintah daerah melakukan kajian ter-
hadap keputusan tersebut. Hasil kajian itu kemu-
dian menjadi dasar bagi Adhan untuk menerbitkan 
Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 350/34/
IX/2025, yang mencabut Keputusan Wali Kota Nomor 
126/10/II/2020.

Adhan menegaskan, keputusan yang dibuatnya 
hanya mencabut SK sebelumnya. “Saya sudah sam-
paikan bahwa SK yang saya buat mau membatalkan 
SK yang dibuat oleh Wali Kota Marten. Tidak ada 
perintah untuk membongkar,” kata Adhan.

Dengan demikian, Adhan membantah jika kepu-
tusan yang diterbitkannya dapat dimaknai sebagai 
instruksi kepada pihak tertentu untuk membongkar 
Rumah Jawatan. Ia bahkan mengatakan tidak meng-
etahui kapan pembongkaran dilakukan dan siapa 
yang melakukan pembongkaran tersebut.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti pem-
bongkaran eks Rumah Jawatan tersebut dalam 
taklimat media mengenai penetapan cagar budaya 
peringkat nasional pada Rabu (2/9/2026).

Fadli menyatakan bahwa pengalihfungsian lahan 
dapat dilakukan, tetapi menurutnya tindakan merusak 
atau menghancurkan objek yang telah ditetapkan se-

bagai cagar budaya merupakan persoalan hukum.
Ia juga menyebut Wali Kota Gorontalo tetap 

pada pendiriannya sehingga persoalan tersebut akan 
berurusan dengan hukum. Pernyataan inilah yang 
kemudian dipersoalkan Adhan. Menurut Adhan, Fadli 
Zon seharusnya mengetahui terlebih dahulu rang-
kaian persoalan sebelum menyampaikan tuduhan 
yang menurutnya dapat membentuk persepsi publik 
bahwa dirinya merupakan pihak yang melakukan 
pengrusakan. Adhan mengaku merasa dirugikan oleh 
pernyataan Menteri Kebudayaan yang dinilainya telah 
menyudutkan dirinya. Karena itu, ia memilih mem-
bawa persoalan tersebut ke jalur hukum untuk men-
dapatkan kejelasan dan kepastian hukum. “Saya akan 
laporkan ke Mabes Polri. Saya ingin persoalan ini jelas 
dan ada kepastian hukumnya,” tegas Adhan.

Bagi Adhan, langkah tersebut bukan semata-mata 
untuk menghadapi Menteri Kebudayaan, tetapi juga 
untuk mendapatkan kejelasan mengenai tuduhan 
yang dialamatkan kepadanya. Ia menyatakan siap 
menghadapi konsekuensi apa pun dari langkah 
tersebut. “Saya sudah meyakinkan hati dan ikhlas 
menghadapi semua persoalan ini dengan apa pun 
risikonya,” katanya.

Adhan mengatakan dirinya tidak ingin mundur 
hanya karena persoalan tersebut berkembang men-
jadi polemik nasional. Sebagai orang yang pernah 
memimpin Kota Gorontalo dan kini kembali menjabat 
sebagai wali kota, Adhan menilai dirinya mengetahui 
rangkaian persoalan Rumah Jawatan tersebut, ter-
masuk sejarah keputusan pemerintah daerah dan 
persoalan kepemilikan tanah. Karena itu, ia meminta 
seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan 
bahwa pembongkaran tersebut merupakan tindakan 
pemerintah daerah. Adhan kembali menegaskan 
bahwa SK yang diterbitkannya tidak memerintahkan 
pembongkaran. Menurutnya, yang perlu diuji adalah 
status hukum bangunan, dasar penetapannya se-
bagai cagar budaya, status kepemilikan tanah, serta 
kewenangan masing-masing pihak.

Adhan menyatakan siap menghadapi seluruh 
proses tersebut.  “Bagi saya, saya siap menghadapi 
apa pun yang terjadi. Yang penting pada prinsipnya 
saya berpihak pada hak orang banyak, hak rakyat,” 
ujarnya.(rwf)

Tak hanya Lion Grup, maskapai Garuda Indonesia 
bahkan membatalkan seluruh jadwal penerban-
ganya dari dan menuju Jakarta. Semua penerbangan 
Garuda rute Jakarta dibatalkan hingga Senin (7/9) 
pukul 12.00 WIB siang ini.  “Seluruh penerbangan 
Garuda Indonesia dari dan menuju Jakarta, Bandung, 
serta Lampung yang terjadwal hingga 7 September 
2026 pukul 12.00 WIB dibatalkan,” bunyi keterangan 
yang dibagikan di akun Instagram Garuda Indonesia, 
Ahad (6/9). Adapun operasional penerbangan yang 
terdampak ada di Bandara Internasional Soekarno-
Hatta, Jakarta; Bandara Husein Sastranegara, 
Bandung; dan Bandara Radin Inten ll, Lampung. 
Maskapai Garuda mengatakan penerbangan yang 
terjadwal setelah pukul 12.00 WIB besok akan di-
layani jika bandara sudah beroperasi kembali. Jadwal 
Penutupan Sementara Bandara Imbas Abu Anak 
Krakatau, Soetta Pukul 21.30

“Penerbangan yang terjadwal setelah pukul 12.00 
WIB esok hari (hari ini,red) akan dilayani kembali 
secara bertahap setelah masing-masing bandara 
dinyatakan dapat beroperasi,” tuturnya. Pelaksanaan 
penerbangan itu akan mengacu perkembangan 
situasi yang ada. Para penumpang diminta berkala 
melakukan pengecekan sebelum berangkat ke 
bandara. “Pelaksanaannya tetap mengacu pada 
perkembangan situasi, arahan otoritas, dan pemenu-
han seluruh persyaratan keselamatan,” bunyi keteran-
gan maskapai Garuda Indonesia.

Sementara itu, PT Lion Group mencatat 251 pen-
erbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandara 
Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) dibat-
alkan. Corporate Communications Strategic Lion 
Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan 
pembatalan penerbangan pada Ahad 6 September 
2026, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dan 
perkembangan kondisi wilayah udara dari otoritas 

penerbangan. Erupsi gunung api menghasilkan 
abu vulkanik yang terbawa angin dan menyebar ke 
wilayah udara dilalui pesawat.

Abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang 
dan berpotensi memengaruhi kinerja mesin serta 
komponen pesawat. Sebaran abu vulkanik berubah 
mengikuti arah dan kecepatan angin serta aktivitas 
gunung api. Karena itu, penerbangan yang semula 
dijadwalkan dapat dibatalkan jika kondisi wilayah 
udara di rute tidak aman.

“Keputusan pembatalan mempertimbangkan 
kondisi jalur penerbangan, wilayah udara yang akan 
dilalui, serta informasi keselamatan dari otoritas pen-
erbangan, bukan hanya kondisi di bandar udara,”  ujar 
'ananJ kHtika Gikonfirmasi� AhaG �����. 'ananJ mHn-
yampaikan pembatalan penerbangan dapat memen-
garuhi rencana perjalanan pelanggan. Pembatalan ini 
dampak kondisi force majeure akibat erupsi Gunung 
Anak Krakatau, di luar kendali maskapai dan terkait 
keselamatan penerbangan.(tro/jp/jpnn)

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk GAK yang erupsi 
Ahad malam tadi terekam dengan amplitudo maksimum 
58 milimeter. Proses pelepasan material vulkanik tersebut 
berlangsung cukup singkat dengan durasi 44 detik. “Terjadi 
erupsi G. Anak Krakatau pada hari Minggu, 06 September 
2026, pukul 20:23 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. 
Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 
58 mm dan durasi 44 detik,” tulis laporan Badan Geologi 
ESDM,Ahad (6/9). Erupsi GAK membuat penerbangan 
di bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, lumpuh total. 
Pemerintah bahkan menutup delapan Bandara termasuk 
Bandara Soekarno Hatta yang ikut terdampak erupsi 
GAK. 

Sebelum letusan terbaru semalam, gunung yang ber-
lokasi di perairan Selat Sunda tersebut memang terus 
mHnunMukkan fluktuasi aktivitas. 0Hlalui akun mHGia sosial 
;� #EaGanJHoloJi mHnJonfirmasi EahZa rHntHtan Hrupsi 
menerus sebelumnya sempat terjadi sejak Jumat (4/9) pukul 
23.07 WIB dan baru berakhir pada Ahad (6/9) dini hari pukul 
00.04 WIB. Hanya berselang beberapa jam setelah fase 
letusan panjang itu berakhir, letusan bertipe strombolian 
kembali menyembur pada Ahad (6/9) pukul 03.53 WIB. 
Semburan yang diwarnai lontaran material pijar ini terpantau 
berlangsung selama sekitar 30 detik.

SEMERU ERUPSI PUKUL 07.51 WIB
Erupsi Gunung Semeru pada Ahad pagi menghasilkan 

kolom letusan sekitar 1.000 meter di atas puncak Mahameru 
atau mencapai sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut. 
Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan 
intensitas tebal dan bergerak ke arah timur. Erupsi tersebut 
terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 23 
milimeter dan durasi sekitar 102 detik. Aktivitas vulkanik 
Semeru saat ini masih berada pada Level III atau Siaga. 
Kondisi ini membuat masyarakat di sekitar kawasan Semeru 
perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap 
potensi bahaya material vulkanik dan lahar.

GUNUNG IBU DAN ILI LEWOTOLOK
Dua gunung api lainnya yang masuk dalam daftar erupsi, 

Ahad kemerin adalah Gunung Ibu di Halmahera Barat, 
Maluku Utara, dan Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten 
Lembata, Nusa Tenggara Timur. Keduanya menambah 
daftar gunung api Indonesia yang mengalami aktivitas 
erupsi pada Ahad pagi. Fenomena empat gunung api 
yang mengalami erupsi pada hari yang sama ini menjadi 
perhatian karena terjadi ketika aktivitas vulkanik sejumlah 
gunung di Indonesia memang masih tinggi. Namun, kejadian 
tersebut tidak serta-merta berarti satu erupsi memicu erupsi 
gunung lainnya.

Sebelumnya, PVMBG juga menjelaskan bahwa erupsi 
sejumlah gunung api yang terjadi bersamaan merupa-
kan dinamika vulkanik masing-masing gunung dan tidak 
otomatis saling memicu. Dengan Semeru kembali erupsi, 
masyarakat di wilayah yang berada di sekitar kawasan 
rawan bencana perlu mengikuti informasi resmi dan ara-
han petugas. Terlebih, arah sebaran abu dapat berubah 
mengikuti kondisi angin. Masyarakat juga perlu mewaspadai 
potensi lahar ketika hujan turun di kawasan puncak dan 
lereng Semeru.

8ntuk sHmHntara� inIormasi \anJ tHrvHrifikasi mHnun-
jukkan Semeru erupsi pada pukul 07.51 WIB dengan kolom 
letusan mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak.

Sementara itu, aktivitas Anak Krakatau masih berlang-
sung dan telah memberikan dampak terhadap opera-
sional penerbangan di sejumlah wilayah. Masyarakat tidak 
perlu panik, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan 
mengikuti perkembangan informasi kebencanaan terbaru.

Sebelumnya, PVMBG Badan Geologi Kementerian 
ESDM memastikan pada 31 Agustus 2026 lalu, enam 
gunung api di Indonesia  yang terjadi erupsi secara bersa-
maan. Fenomena itu, murni aktivitas vulkanik independen 
dan tidak saling memicu satu sama lain. Enam gunung 
api yang erupsi serentak tersebut mencakup Gunung Ibu 
di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung 
Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung 
Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di 
Sumatera Utara. 

Kepala PVMBG Badan Geologi, Rita Susilawati, di 
Kompleks Badan Geologi Bandung, Rabu, menegaskan 
posisi ,nGonHsia Gi kaZasan Cincin Api 3asifik �5inJ oI )irH� 
dengan 127 gunung api aktif memungkinkan terjadinya erup-
si pada hari yang sama tanpa adanya keterikatan sistemik. 
“Kalau bahasa sederhananya dapurnya itu masing-masing, 
dapurnya itu sendiri-sendiri, begitu ya, dan proses menuju 
erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu 
juga berbeda-beda. Kami tidak menemukan bukti adanya 
satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut 
secara bersamaan di tanggal 31 Agustus,” kata Rita. Rita 
juga meluruskan persepsi publik terkait gempa bumi yang 
sering dikaitkan dengan erupsi gunung api. Menurutnya, 
gempa tektonik tidak otomatis memicu erupsi kecuali 
terbukti lewat lonjakan data pemantauan internal gunung, 
seperti kegempaan dalam, deformasi tubuh gunung, hingga 
perubahan suhu dan pelepasan gas. (disway/antara)

Sampai pukul 22.00 WIB, semalam, aktivitas erupsi 
Gunung Anak Krakatau belum berhenti. Bahkan arah 
sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berge-
ser ke wilayah timur. “Kondisi debu yang tadi siang 
anginnya mengarah ke Barat, sekarang informasi dari 
BMKG anginnya mengarah ke Timur dengan kecepa-
tan 5 knot pada level 15 ribu feet. Melihat informasi 
tersebut dan koordinasi dengan seluruh stakeholder 
penerbangan, maka kami memutuskan delapan 
bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 
WIB,” ujar Menhub Dudy di Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta, Tangerang, Ahad (6/9) malam.

BERIMBAS PADA 1.558 PENERBANGAN
Kondisi ini berdampak masif pada operasional 

penerbangan di wilayah barat Indonesia. Tercatat 
total 1.558 jadwal penerbangan terpaksa ditunda di 
delapan bandara yang dihentikan operasionalnya. 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi titik 
dengan hambatan operasional terbesar. Laporan 
pemantauan per pukul 17.06 WIB mencatat 963 
penerbangan di Soetta tertunda, yang merangkum 
453 jadwal kedatangan dan 510 keberangkatan. 
Tujuh fasilitas penerbangan lain yang turut ditu-
tup selain Bandara Soetta, adalah Bandara Halim 
Perdanakusuma di Jakarta, Bandara Radin Inten II di 
Lampung, Husein Sastranegara Jawa Barat, Bandara 
Budiarto Curug Kabupaten Tanggerang, Bandara 

3onGok CaEH TanJJHranJ 6Hlatan� %anGara Taufik 
Kiemas Kab Pesisir Barat Lampung, serta Bandara 
Atung Bungsu Kab Pagar Alam Sumatera Selatan.

Menyikapi penumpukan ratusan ribu calon pe-
numpang, Menhub Dudy mengultimatum seluruh 
maskapai untuk segera memenuhi hak-hak kon-
sumen. Maskapai dituntut proaktif memberikan 
informasi perubahan status terbang dan opsi pen-
anganan kompensasi sesuai regulasi. Sebagai ske-
nario mitigasi utama, pemerintah telah menyiapkan 
pangkalan udara alternatif pengalihan. Yaitu men-
cakup Bandara Kertajati Cirebon, Bandara Juanda 
Surabaya, Yogyakarta International Airport (YIA), 
Bandara Ahmad Yani Semarang, hingga Bandara 
Adi Soemarmo Solo. Distribusi penumpang menuju 

lokasi alternatif tersebut akan diakomodasi sepenuhnya 
tanpa biaya. “Transportasi alternatif gratis. Bandara mana 
yang mau digunakan, InJourney akan menyediakan, den-
gan berkoordinasi bersama Angkasa Pura dan airlines. 
Penumpang akan diinfo oleh airlines jika airlines mau take 
off landing di bandara alternatif,” tegas Menhub Dudy.

Sementara itu, kondisi penyeberangan Merak-Bakauheni 
hingga saat ini disebut belum terdampak oleh erupsi Gunung 
Anak Krakatau. Pemerintah juga belum menambah jumlah 
kapal yang melayani rute Merak-Bakauheni karena jumlah 
penumpang justru mengalami penurunan. “Sejauh ini penye-
berangan belum terdampak,” ujarnya. Menurut dia, penuru-
nan jumlah penumpang terjadi karena sebagian masyarakat 
membatalkan perjalanan penyeberangan dari Merak menuju 
Bakauheni maupun sebaliknya setelah erupsi Gunung Anak 
Krakatau. “Penambahan kapal penyeberangan belum kami 
lakukan, belum kami pandang perlu mengingat jumlah 
penumpang juga berkurang,” katanya. (jp)
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Pasokan BBM Gorontalo Normal
Antrian Jadi 
Sorotan, 
Pertamina 
Gandang Aparat 
Awasi SPBU

G O R O N T A L O â € ” 
Pertamina Patra Niaga 
R e g i o n a l  S u l a w e s i 
memastikan stok Bahan 
Bakar  Minyak (BBM) 
termasuk BBM subsidi 
jenis Pertalite di Gorontalo 
masih aman dan normal, 
meski antrean kendaraan 
terjadi di sejumlah SPBU.

K o n d i s i  t e r s e b u t 
m e m b u a t  P e r t a m i n a 
m e n i n g k a t k a n 
pemantauan stok dan 
r e a l i s a s i  p e n y a l u r a n 
Pertalite di seluruh wilayah 
Gorontalo. Monitoring 
ju ga  d i a ra h k a n  p a d a 
transaksi BBM bersubsidi 
u n t u k  m e n c e g a h 
p e mb e l i a n  b e r u l a n g , 
penimbunan maupun 
penyalahgunaan.

A r e a  M a n a g e r 
Communication, Relation, 
& CSR Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi, 
L i l i k  H a r d i y a n t o , 
mengatakan antrean di 
sejumlah SPBU menjadi 
perhatian Pertamina. 
â € œ St o k  Pe r t a l i t e  d i 
Gorontalo saat ini aman dan 
normal. Pertamina rutin 
memantau kondisi stok 
dan realisasi penyaluran, 

sekaligus memperkuat 
monitoring transaksi di 
SPBU agar penyaluran 
BBM bersubsidi berjalan 
sesuai ketentuan,â€  kata 
Lilik, Sabtu (5/9).

P e r t a m i n a  j u g a 
berkoordinasi dengan 
p e m e r i n t a h  d a e r a h , 
aparat penegak hukum 
dan instansi terkait untuk 
memastikan distribusi 
berjalan lancar sekaligus 
m e n g a w a s i  p o t e n s i 
penyalahgunaan BBM 
bersubsidi. Di sisi lain, 
Per tamina menyoroti 
penjualan BBM dengan 
harga lebih t inggi  di 
tingkat pengecer. Praktik 
tersebut disebut berada di 
luar rantai distribusi resmi 
Pertamina. Masyarakat 
diminta membeli BBM 
melalui SPBU atau lembaga 
penyalur resmi. Pertamina 
j u g a  m e n g i n g a t k a n 
m a s y a ra k a t  m e m b e l i 
BBM sesuai kebutuhan 
dan t idak melakukan 
pembelian berlebihan. 
Langkah ini dinilai penting 
untuk mencegah panic 
buying yang berpotensi 
memperpanjang antrean. 
M a s y a r a k a t  y a n g 
m e n e m u k a n  k e n d a l a 
pelayanan atau dugaan 
p e l a n g g a r a n  d a l a m 
penyaluran BBM dapat 
melaporkannya melalui 
P e r t a m i n a  Cu s t o m e r 
Solution (PCS) 135 untuk 
ditindaklanjuti. (tro)

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Pera-
turan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengaju-
kan keberatan-keberatan kepada kami disertai alasan dan bukti yang kuat. 
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka 
sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak 
berlaku lagi.

PENGUMUMAN
(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)
NOMOR : 14/DI304-30.05/IX/2026

Nomor HakNo

1. 30.05.06.13.1.
00263

SARIPA ILATI DESA
BONGOIME

13/07/2026

Nama
Pemegang

Hak

Alamat 
Pemegang

Hak
Tanggal

Pembukuan Keterangan

Nomor Berkas     : 5133/2026
Nama Pemohon  : SALMA NASARU
DI 301                 : 1143/2026 

Bone Bolango, 4 September 2026

(FOTO: DOK-PERTAMINA)

PASOKAN AMAN - Distribusi BBM di Gorontalo tetap normal dan lancar, Pertamina memastikan stok BBM termasuk Pertalite di Gorontalo 
aman, dan tidak ada pengurangan pasokan. 

G O R O N T A L O  - 
Perayaan ulang tahun 
ke-6 ASTON Gorontalo 
Hotel  & Convention 
C e n t e r  t a k  s e k a d a r 
seremoni. Sepanjang 
S e p t e m b e r  h i n g g a 

Oktober 2026, hotel ini 
menggelar rangkaian 
promo yang menyasar 
kebutuhan menginap, 
acara keluarga, hingga 
kuliner.

Salah satu penawaran 

utama ialah Special 
A n n i v e r s a r y  R o o m 
Rate dengan tarif mulai 
Rp660 ribu untuk Deluxe 
Room.  Promo tersebut 
dapat dipesan selama 
September 2026 untuk 
periode menginap 1-6 
Oktober 2026. Promo juga 
menyasar masyarakat 
yang tengah menyiapkan 
berbagai kegiatan sosial 
dan acara  keluarga. 
A S T O N  G o r o n t a l o 
memberikan diskon 6 
persen untuk seluruh 
p a k e t  S o c i a l  E v e n t 
selama periode program 
anniversary.

Bagi pencinta kuliner, 
tersedia program BBQ Buy 
6 Get 1 Free yang berlaku 
sepanjang September. 
Sementara konsumsi 
di seluruh outlet Food 

&  B e v e r a g e  A S T O N 
Gorontalo mendapatkan 
diskon 6 persen selama 
S e p t e m b e r- O k t o b e r 
2026. Khusus pemegang 
KTP Gorontalo, diskon 
t e r s e b u t  d i t a m b a h 
6 persen lagi. Dengan 
demikian, masyarakat 
lokal berkesempatan 
memperoleh potongan 
hingga 12 persen, sesuai 
syarat dan ketentuan 
promo. 

A s i s t e n  D i r e c t o r 
of Sales & Marketing 
A S T O N  G o r o n t a l o 
Hotel  & Convention 
Center, Ghina Gerimis 
Bening,  mengatakan 
r a n g k a i a n  p r o m o 
tersebut  mer upakan 
bagian dari perayaan 
enam tahun perjalanan 
A S T O N  G o r o n t a l o 

s e k a l i g u s  a p r e s i a s i 
kepada pelanggan dan 
masyarakat. “Perayaan 
ulang tahun ke-6 ini 
menjadi  momentum 
bagi kami untuk terus 

memberikan pengalaman 
dan pelayanan terbaik 
bagi setiap tamu. Kami 
b e r h a r a p  b e r b a g a i 
p e n a w a r a n  y a n g 
kami hadirkan dapat 

menjadi kesempatan 
bagi masyarakat untuk 
menikmati  berbagai 
f a s i l i t a s ,  k u l i n e r, 
maupun layanan ASTON 
G o r o n t a l o  d e n g a n 
penawaran yang lebih 
spesial,”  ujarnya. 

Enam tahun perjalanan 
A S T O N  G o r o n t a l o 
kini dirayakan dengan 
strategi yang lebih dekat 
ke konsumen: memberi 
ruang bagi masyarakat 
u n t u k  m e n i k m a t i 
akomodasi, fasilitas acara, 
dan kuliner dengan harga 
yang lebih kompetitif. 

S e l u r u h  p r o m o 
anniversar y  b erlaku 
pada periode September 
hingga Oktober 2026, 
d e n g a n  s y a r a t  d a n 
ketentuan yang berlaku. 
(tro)

Rayakan HUT ke-6 ASTON Gorontalo Tebar Promo

(FOTO: DOK-ASTON GORONTALO)

Menyambut ulang tahun ke-6, ASTON Gorontalo Hotel & 
Convention Center menawarkan rangkaian promo yang 
menyasar kebutuhan menginap, acara keluarga, hingga 
kuliner. 

GORONTALO - Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) bukan 
merupakan syarat nasional 
untuk membeli BBM subsidi di 
SPBU. Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi memastikan 
tidak ada kebijakan regional 
yang menambahkan kewajiban 
t e r s e b u t  b a g i  k o n s u m e n . 
Klarifikasi ini disampaikan 
m e n y u s u l  i n f o r m a s i  y a n g 
beredar di masyarakat mengenai 
kewajiban menunjukkan STNK 
saat membeli BBM subsidi.

Area Manager Communication, 
Relations & CSR Pertamina 
Patra Niaga Regional Sulawesi, 
Lilik Hardiyanto, menegaskan 
pembelian BBM subsidi tetap 
mengacu pada regulasi yang 
ditetapkan pemerintah dan 
ketentuan penyaluran yang 
berlaku.“Ketentuan tersebut 
bukan merupakan persyaratan 
nasional dalam pembelian BBM 
subsidi di SPBU,â€  kata Lilik. 
Menurut dia, Pertamina juga tidak 
menerapkan kebijakan Regional 

Sulawesi yang mewajibkan 
konsumen menunjukkan STNK 
sebagai persyaratan tambahan 
di luar ketentuan yang telah 
ditetapkan. 

Penyaluran BBM subsidi tetap 
diawasi melalui mekanisme 
S u b s i d i  Te p a t ,  t e r m a s u k 
penggunaan QR Code untuk 
m e m a s t i k a n  B B M  s u b s i d i 
diterima masyarakat yang berhak.
Pertamina meminta masyarakat 
tidak mudah mempercayai 
informasi mengenai perubahan 

persyaratan pembelian BBM 
subsidi sebelum mendapat 
konfirmasi dari kanal resmi. 
“Apabila terdapat informasi 
atau ketentuan baru terkait 
pelayanan di SPBU, kami akan 
menyampaikannya melalui kanal 
komunikasi resmi Pertamina,” 
ujar Lilik. Masyarakat yang ingin 
memperoleh informasi atau 
melaporkan persoalan pelayanan 
SPBU dapat  menghubungi 
Pertamina Customer Solution 
(PCS) 135. (tro) 

Pertamina: STNK Bukan Syarat Beli BBM Subsidi
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NEGERI ini mengalami lingkaran 
kemiskinan keteladanan. Di 
banyak organisasi, orang-orang 

yang berdedikasi dan lurus antara kata 
dan perbuatannya sepertinya masih 
barang langka. 

Mereka yang lurus dan benar bahkan 
setiap saat dilukai dengan kata-kata dan 
perlakuan. Orang-orang lurus dan teguh 
pemikirannya sering dianggap sebagai 
“orang aneh”. Ia sering dihindari dan 
bahkan kalau bisa dicemooh, “dipukul 
dari belakang”, disingkirkan, di-stigma, 
dan ditekan sedemikan rupa dengan 
tujuan agar ia cepat frustasi, mengalah, 
lelah, dan akhirnya dimatikan. 

Dengan begitu, contoh baru tentang 
keburukan berubah menjadi “rujukan”.

Untuk disebut merdeka sepenuhnya, 
sebuah bangsa membutuhkan nalar 
dan nurani yang berani.Jika kedua hal 
ini ditempa oleh sejarah, pengorbanan, 
konsistensi kerja, dan cita-cita kokoh, 
maka berubahlah ia menjadi ‘karakter’, 
bahkan wujudnya bisa berupa “ideologi 
merdeka”. 

Di manakah tempat belajar agar 
kepekaan nalar dan nurani (merdeka) 
terbangun? 

Bagi bangsa merdeka, apa gunanya 
nalar dan nurani itu? Jawaban tegasnya: 
agar bangsa itu tidak mudah ditipu oleh 
(perubahan) keadaan dan manusia-
manusia pecundang di sekitarnya. 
Dengan itu juga, agar bangsa itu (selalu) 
terbantu melihat bagaimana konsistensi 
jalan-jalan perbaikan yang sering 
dipidatokan atau dikampanyekan oleh 
para penguasa dan elite-nya. 

Negeri kita saat ini sepertinya tengah 
dikepung oleh parade “bahasa tinggi” 
oleh mereka yang merasa “orang 
penting”. Kemampuan kita melihat 
sesuatu secara utuh masih harus 
ditempa dengan kesungguhan. Tabiat 
kita adalah “menyicil” setiap upaya 
menjawab permasalahan kemudian 
“memecahnya” ke dalam tindakan dan 
pikiran yang terpisah-pisah. 

Kita cenderung menghindari sesuatu 
yang kompleks. Sistem di berbagai 

tingkatan belum sepenuhnya menjadi 
“infrastruktur yang memaksa” kepada 
setiap tata-kelola organisasi (kerja) di 
negeri ini. Sebagai hasilnya, tabiat-
tabiat lama yang lebih mencari aman 
dengan kepentingan diri-sendiridan yang 
berjangka pendek masih kuat berpoles 
diri dan diam-diam mengamankan diri 
di banyak tempat. 

Nasehat konyol lebih banyak dianut: 
Anda tampil biasa-biasa saja! Terbiasalah 
berbasa-basi! Anda harus pandai 
‘mencari muka’! Jangan berani dengan 
kebenaran! Ambillah setiap kesempatan! 
Tunduklah kepada kemuna�kan agar 
Anda “selamat” dan bisa bermewah-
mewah dengan fasilitas!

Apa hasilnya? Pelan-pelan tapi pasti, 
keburukan menjadi rujukan. Padahal, 
pernah sekian tahun negeri ini dijejali 
dengan istilah Revolusi Mental. Apa 
hasilnya? Aksi nyata entah kemana. 
Orang setengah hati dan sepertinya 
waswas. Padahal, setiap saat memang 
mestinya kata pamungkas Mentalitas
perbaikan bangsa harus diwujudkan. 
Kata ini juga mestinya mewarnai setiap 
judul kegiatan kita, bahasa pembukaan 
acara-acara publik, ritual rapat di kantor-
kantor, kegiatan pembelajaran, bahasa 
jajaran pemerintah dan semua elemen 
yang komit untuk perbaikan “martabat 
bangsa”. Belakangan, kata istimewa itu 
menghilang baunya dan tak ada lagi 
ujung-pangkalnya.

Mentalitas adalah tantangan terbesar 
negeri ini. 

Tentu tak bisa dipukul rata, tetapi fakta 
umumnya adalah bangsa kita belum 
berdaya saing. Kualitas pekerjaan kita 
di berbagai bidang selalu kalah dengan 
bangsa-bangsa lain. Padahal, mutu 
manusia Indonesia tidak kalah pada 
tingkat mikro dan pada segmen-segmen 
tertentu. 

Masalahnya terletak pada tata-kelola, 
kepemihakan, gagasan dan nilai yang 
membumi, serta etos kerja yang benar-
benar tertanam dalam kerja-kerja 
keseharian kita. Energi bersama kita 
sering terbuang begitu saja dengan sia-

sia karena mentalitas jangka pendek 
terlalu mendikte nalar dan laku kita. 
Setiap kali muncul masalah besar atau 
pun kesempatan besar, penyikapan kita 
cenderung alakadar-nya. 

Sayang sekali karena mekanisme 
(kekuasaan) yang ada selama ini masih 
menampilkan dominannya pola 
“permainan”. Kebenaran substansi dan 
tujuan luhur dari tata-kelola kekuasaan 
dan keteladanan tampaknya makin 
mudah dikalahkan. Budaya “bermuka 
dua” makin laku di masyarakat. 

Demikian pula dengan kinerja 
pemimpin kita sepertinya biasa-biasa 
saja: pemain berganti, permainan tak 
banyak berubah! 

Ritual ‘pergantian pemain’ lebih 
banyak muncul di permukaan. Soal 
isi, aksi dan imajinasi, biarlah berjalan 
seadanya. Di lapangan lain, guncangan 
moral di masyarakat belum otomatis 
mendorong suatu kemurkaan kolektif. 
Keadilan kemudian dipertanyakan 
setiap saat. 

Dalam ketidakpastian seperti itu, 
saya teringat cuplikan sebuah dialog 
dalam novel “Pengemis” Naguib 

Mahfouz (1986): “...kita tidak banyak 
berubah sebanyak perkembangan 
yang terjadi”. 

Suara dari bawah tidak perlu diwakili 
sepenuhnya. Yang kita butuhkan adalah 
ruang yang lebih banyak untuk saling 
bicara dan mendengar satu-sama 
lain, tanpa prasangka, tanpa klaim 
pengetahuan dan pemenggalan hak-
hak. Faktanya, kita amat sering bosan 
dengan “suara dari bawah”. Kita mudah 
merasa sudah (sangat) tahu apa yang 
terjadi melalui jalur “politik representasi”, 
apa pun itu ukurannya. 

Kita menyikapi setiap keluhan 
dengan jawaban, tanpa peduli tentang 
kebohongan yang berulang-ulang 
dilakukan. Dan tanpa peduli tentang 
“resiko” yang melilit orang-orang di 
pinggiran. Mereka menjadi korban 
karena jeritan hidup mereka tak pernah 
bisa dipahami oleh tabel-tabel statistik, 
demikian juga dengan bahasa mereka 
yang tak pernah nyaman dengan teori 
di buku-buku dan jargon manajemen 
di organisasi-organisasi. 

Kini kita membutuhkan “bahasa 
bersama”,  sebuah bahasa yang 
menempatkan semua kosa kata tidak 
terpisah dari keadaan manusia, yakni 
tentang nasib, harapan, dan hak-hak 
untuk makmur. Lihatlah, di beberapa 
tempat, kaum muda kita melemah 
kapasitasnya. Bisa dibayangkan kalau 
kalangan muda kita makin terperosok 
dalam kubangan kebiasaan yang 
membenarkan “kedangkalan” dalam 
bekerja dan bernalar. 

Dari sinilah benih-benih jalan 
pintas dan ketidakjujuran, lemahnya 
watak dan persistensi kerja, rendahnya 
tanggung jawab dan etos mencipta. 
Dalam hitungan 10-15 tahun, bangsa 
kita akan menampung “tenaga kerja” 
yang lemah daya saingnya. Karena 
mereka membangun pengalaman masa 
mudanya dengan tradisi “serba cepat 
dan mudah”.Enteng!

Lingkungan pembelajaran dan 
kehidupan seharian yang serba on 
line nyaris tidak memberi ruang yang 

cukup untuk “menata” nalar yang lebih 
utuh-terpola, terhayati dan melintasi 
cakrawala (pengalaman) dan pemikiran 
yang lebih luas. Dampaknya mulai 
kelihatan. Bahkan di tingkat universitas, 
dengan segala hormat dan cinta, saya 
harus katakan bahwa “mahasiswa” kita 
mengalami krisis dalam menuliskan 
pikiran-pikirannya dengan solid, serta 
mengalami fakta-fakta lapangan secara 
cermat. 

Perangai meng-copy tanpa sikap kritis 
dan selektif dengan sumber-sumber 
pengatahuan makin meluas. Kita belum 
merdeka belajar! Kita (belum) tuntas 
“belajar merdeka”...untuk bisa merdeka, 
tak ada jalan pintas.

Di negara-negara yang maju, justru 
masa kehidupan orang-orang mudanya 
amatlah bergegas dengan cita-cita tinggi 
yang ekspansif, bukan yang defensif. 
Mereka amat biasa terkaget-kaget 
dengan kreativitas orang mudanya. 

Mereka dilatih untuk “meledakkan” 
pikiran-pikiran yang hebat dan mimpi-
mimpi yang melintasi teritori yang lebih 
luas. Mereka ditempa untuk terbiasa 
mengajukan pertanyaan, menguji 
pernyataan dengan nalar cermat dan 
selanjutnya mempertanyakan sesuatu 
dengan mendalam. 

Dasar dari semua etos bernalar 
dan pencarian itu adalah “keraguan” 
positif atas keberadaan semua hal di 
lingkungan sekitar, termasuk bagaimana 
menghadirkan masa lalu dan pilihan 
masa depan menjadi sesuatu yang 
hadir dan tak terpisah dari kehidupan 
sehari-hari. 

Saya khawatir, kita hanya keasyikan 
melatih kaum muda dan pelajar-pelajar 
kita ber-upacara yang herois di bulan 
Agustus tetapi kita abai menempa nalar 
dan nurani kebangsaan mereka yang 
progresif di tengah lajunya perubahan 
dunia di abad ini. *** 

Penulis adalah Anggota Indonesia 
Social Justice Network (ISJN)
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Ke b a ka ra n  hu t a n  ke mb a l i 
menjadi berita pada 2026. Data 
SiPongi Kementerian Kehutanan 

mencatat 107.465 hektare (Ha) hutan 
dan lahan terbakar sepanjang Januari 
hingga Juni. Sebanyak 54 persen 
berada di kawasan hutan. Memasuki 
Agustus, titik panas kembali meningkat 
di sejumlah wilayah dan operasi 
pemadaman diperkuat.

Kita mengenal betul pola sesudahnya. 
Manggala Agni bergerak, tim gabungan 
turun, water bombing dilakukan jika 
diperlukan, lalu penegakan hukum 
mengejar siapa yang bertanggung 
jawab. Negara sebenarnya tidak 
kekurangan pengalaman menghadapi 
api. Yang mengusik saya justru hal lain. 
Pada saat kebakaran kembali terjadi, 
DPR sedang memproses perubahan 
keempat Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil 
harmonisasinya telah disetujui Badan 
Legislasi (Baleg) pada 20 Juli 2026 
dan RUU ini sedang bergerak menuju 
pembahasan bersama Pemerintah.

Momentum keduanya seharusnya 
bertemu. Saya membaca draf RUU hasil 
harmonisasi dengan satu pertanyaan: 
Setelah lebih dari seperempat abad, 
apakah cara hukum kehutanan kita 
menghadapi kebakaran juga sedang 
diperbarui? Jawabannya belum 
meyakinkan. RUU ini memang tidak 
mengabaikan api. Pasal 50 tetap 
melarang pembakaran hutan. Pasal 
65A yang baru bahkan memasukkan 
keamanan dan kebakaran hutan ke 
dalam basis data kehutanan. Ada 
pula Pasal 58A tentang pendanaan 
penyelenggaraan kehutanan, serta 
penguatan rehabilitasi dan reklamasi. 
Namun, dalam draf yang sedang 

dibahas, Pasal 47 sampai Pasal 49 
justru tidak termasuk ketentuan yang 
diubah.

Pa d a h a l  d i  s a n a l a h  f o n d a s i 
perlindungan hutan kita berada. 
Sejak 1999, Pasal 47 sudah menyebut 
kebakaran sebagai ancaman yang 
harus dicegah dan dibatasi. Pasal 48 
membagi tanggung jawab perlindungan 
hutan antara pemerintah, pemegang 
izin, dan pemegang hak. Artinya, 
persoalan kita bukan karena UU 
Kehutanan tidak mengenal kebakaran. 
Persoalannya adalah apakah arsitektur 
yang dibangun lebih dari dua dekade 
lalu masih cukup untuk menghadapi 
risiko hari ini. Pertanyaan itu terasa 
lebih penting ketika api muncul di 
kawasan konservasi. Kebakaran Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru pada 
Agustus lalu ditangani Manggala Agni 
bersama Balai Besar TNBTS, TNI, Polri, 
BPBD, relawan, dan masyarakat. Kerja 
bersama seperti ini tentu diperlukan. 
Tidak masuk akal berharap satu institusi 
menghadapi kebakaran besar sendirian. 
Tetapi kasus itu juga memperlihatkan 
sesuatu yang jarang dibicarakan.

Pengelolaan kawasan konservasi 
berada dalam struktur konservasi 
sumber daya alam dan ekosistem. 
Sementara fungsi khusus pengendalian 
kebakaran hutan, termasuk Direktorat 
Pengendalian Kebakaran Hutan, Balai 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Manggala Agni, berada dalam struktur 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Kehutanan. Pembagian fungsi tersebut 
tidak otomatis bermasalah. Yang perlu 
diuji adalah apakah ia membuat 
kemampuan respons cukup dekat 
dengan kawasan ketika api pertama kali 
muncul. Sebab api tidak terlalu peduli 

pada bagan organisasi.
Di taman nasional, persoalannya 

bahkan lebih rumit. Ada habitat yang 
harus dilindungi, medan sulit, sumber 
air terbatas, masyarakat sekitar kawasan, 
aktivitas wisata, dan pengunjung yang 
juga harus diselamatkan. Kesiapsiagaan 
di  kawasan semacam itu t idak 
semestinya baru dibicarakan ketika 
asap sudah terlihat. Di sinilah RUU 
Kehutanan masih mempunyai ruang 
untuk diperkuat.

P a s a l  6 5 A  j a n g a n  b e r h e n t i 
menjadikan kebakaran sebagai 
data. Data itu harus menjadi dasar 
penentuan risiko kawasan. Dari sana 
pemerintah dapat menetapkan standar 
kesiapsiagaan yang berbeda sesuai 
karakter kawasan: kebutuhan personel, 

sarana pemadaman, jalur evakuasi, 
sistem komunikasi, akses air, sampai 
kemampuan memperoleh dukungan 
udara.

Pasal 58A juga membuka ruang yang 
menarik. Pendanaan penyelenggaraan 
kehutanan tidak harus dibaca sebagai 
kewajiban APBN dan APBD semata. 
Terutama pada kawasan konservasi 
yang sekaligus menghasilkan nilai 
ekonomi.

Saya kira kita perlu mulai berani 
membicarakan ini. Negara tidak boleh 
menyerahkan otoritas konservasi 
kepada swasta. Zonasi, perlindungan 
biodiversitas,  pengawasan, dan 
penegakan hukum harus tetap menjadi 
tanggung jawab negara. Tetapi pihak 
yang memperoleh manfaat ekonomi 
dari kawasan tidak seharusnya hanya 
menikmati pendapatan sementara 
seluruh biaya risiko ditanggung 
publik.

Ada pelajaran sederhana dari Kanada. 
Parks Canada pada 2026 mengontrak 
operator helikopter swasta untuk 
mendukung pengelolaan kebakaran 
di kawasan taman. Helikopter tersebut 
digunakan untuk membawa personel 
dan peralatan, pengiriman air, hingga 
operasi penyelamatan di medan 
pegunungan. Negara tidak kehilangan 
kewenangannya.  Negara justru 
memastikan kapasitas yang mahal 
tersedia ketika dibutuhkan tanpa harus 
memiliki semuanya sendiri. Indonesia 
tidak perlu menyalin model itu mentah-
mentah. Tetapi prinsipnya relevan.

Pada kawasan konservasi dengan 
kegiatan wisata atau pemanfaatan 
ekonomi, pelaku usaha dapat diwajibkan 
ikut menyediakan atau membiayai 
kapasitas tanggap darurat sesuai skala 

usaha dan risiko kawasan. Bentuknya 
bisa berupa peralatan, personel terlatih, 
komunikasi darurat, dukungan patroli, 
sistem evakuasi, hingga kontrak akses 
helikopter untuk penyelamatan dan 
pemadaman. Beberapa operator bahkan 
dapat berbagi satu sistem tanggap 
darurat kawasan di bawah komando 
pemerintah. Hak ekonomi harus datang 
bersama tanggung jawab terhadap 
risiko. Karena itu, pembahasan RUU 
Kehutanan sebaiknya tidak berhenti 
pada larangan membakar dan sanksi 
setelah kebakaran terjadi. Pasal-pasal 
mengenai perlindungan hutan perlu 
ikut dievaluasi. 

RUU perlu memberi mandat yang 
lebih jelas tentang kesiapsiagaan 
berbasis risiko, pembagian tanggung 
jawab antarpengelola, serta pembiayaan 
pencegahan dan tanggap darurat. Kita 
sudah punya Manggala Agni. Kita punya 
sistem pemantauan titik panas. Kita 
punya aturan, personel, pengalaman 
panjang, dan setiap tahun memperoleh 
pelajaran baru dari lapangan. Yang 
belum cukup terlihat dalam RUU ini 
adalah keberanian menyusun semua 
itu menjadi tata kelola risiko yang lebih 
baru. 

Perubahan keempat UU Kehutanan 
masih sedang dibahas. Artinya, ruang 
koreksi belum tertutup. Sayang jika 
setelah momentum ini Indonesia 
memiliki UU Kehutanan yang baru, 
tetapi masih menggunakan cara lama 
menghadapi api. (*) 
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Api yang Belum Dijawab RUU Kehutanan

DI TENGAH tingginya ekspektasi 
publik terhadap kehadiran negara 
dalam menjamin keadilan, 

perlindungan hukum, dan kepastian 
hak-hak warga negara sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar 1945, setiap langkah lembaga 
negara yang menunjukkan keberpihakan 
terhadap rasa keadilan tentu patut 
diapresiasi.

Dalam konteks itulah, langkah Komisi 
III DPR RI belakangan ini layak mendapat 
perhatian serius. Bukan semata karena 
posisinya sebagai alat kelengkapan 
dewan yang membidangi hukum, hak 
asasi manusia, dan keamanan, melainkan 
karena peran pengawasannya mulai 
terasa lebih nyata di tengah keresahan 
publik terhadap praktik penegakan 
hukum yang kerap dianggap belum 
sepenuhnya berpihak pada rasa keadilan 
masyarakat.

Salah satu contoh terbaru adalah 
respons cepat Komisi III DPR RI terhadap 
kasus yang melibatkan Amsal Sitepu, 
seorang pegiat kreatif, dalam dugaan 
tindak pidana korupsi terkait pembuatan 
video profil desa di Kabupaten Karo. 
Respons itu diwujudkan melalui 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang 
digelar untuk menindaklanjuti perkara 
tersebut.

Bagi banyak kalangan, langkah seperti 
ini bukan sekadar prosedur kelembagaan, 
melainkan simbol bahwa negara tidak 
boleh abai terhadap suara masyarakat, 
ter utama ketika muncul  dugaan 
adanya ketimpangan, kekeliruan, atau 
ketidakadilan dalam proses hukum.

Masyarakat Kecil Butuh 

Negara yang Hadir
S eb aga i  p ra kt i s i  hu ku m,  saya 

memandang langkah proaktif dan 
responsif Komisi III DPR RI merupakan 
sesuatu yang sangat  dinantikan 
masyarakat,  terutama kelompok-
kelompok yang selama ini merasa 
posisinya lemah ketika berhadapan 
dengan sistem hukum.

Tidak dapat dipungkiri, di banyak 
kasus, masyarakat kecil kerap merasakan 
bahwa hukum belum selalu hadir 
dengan wajah yang adil .  Ketika 
mereka terjerat perkara, sering kali 
yang mereka butuhkan bukan hanya 
proses hukum, tetapi juga jaminan 
bahwa hukum berjalan secara objektif, 
proporsional, dan tidak melupakan 
dimensi kemanusiaan.

Karena itu, kehadiran Komisi III 
DPR RI melalui fungsi pengawasannya 
menjadi penting. Ia bisa menjadi ruang 
koreksi, ruang kontrol, sekaligus ruang 
harapan bagi publik.

Bukan Kali Pertama
Perlu dicatat, respons cepat seperti 

ini bukanlah yang pertama dilakukan 
Komisi III DPR RI. Dalam sejumlah kasus 
sebelumnya yang menyita perhatian 
publik, terutama yang menyangkut 
masyarakat kecil atau kelompok rentan, 
Komisi III DPR RI juga menunjukkan 
sikap yang relatif konsisten dalam 
menjalankan fungsi pengawasannya. 
Publik tentu masih mengingat beberapa 
kasus yang pernah menjadi perhatian, 
mulai dari perkara yang menjerat ABK 
Fandi Ramadhan dalam dugaan tindak 
pidana penyelundupan narkotika 
golongan I, hingga kasus penyiraman air 

keras terhadap aktivis KontraS, Andrie 
Yunus, serta sejumlah kasus lain yang 
menimbulkan kegelisahan publik.

Dalam kasus-kasus seperti  itu, 
pemanggilan pihak terkait, permintaan 
klari�kasi kepada aparat penegak hukum, 
hingga pelaksanaan RDP menjadi 
instrumen penting agar publik tidak 
merasa dibiarkan sendirian menghadapi 
sistem yang besar dan kerap terasa 
jauh.

Momentum Evaluasi 
bagi Aparat Penegak Hukum

Di sisi lain, semakin seringnya Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) digelar oleh 
Komisi III DPR RI juga seharusnya 
dibaca sebagai pesan penting bagi 
Aparat Penegak Hukum (APH). Semakin 
banyak perkara yang harus diklari�kasi 
di  ruang pengawasan parlemen, 

semestinya menjadi momentum re�eksi 
sekaligus evaluasi. Ini bukan soal 
mencari kesalahan semata, melainkan 
soal membangun kesadaran bahwa 
kepercayaan publik terhadap hukum 
tidak lahir dari slogan, melainkan dari 
praktik yang profesional, transparan, 
dan akuntabel.

Jika terlalu banyak perkara yang 
menimbulkan tanda tanya di tengah 
masyarakat hingga akhirnya harus 
berujung di meja pengawasan DPR, 
maka itu menandakan masih ada 
pekerjaan rumah besar dalam sistem 
penegakan hukum kita. APH perlu 
melihat dinamika ini sebagai cambuk 
untuk berbenah, memperkuat kualitas 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
hingga memastikan bahwa hukum tidak 
hanya sah secara prosedural, tetapi juga 
adil secara substansial.

Fungsi Pengawasan 
yang Harus Dijaga

Secara konstitusional,  langkah 
Komisi III DPR RI ini tentu memiliki 
dasar yang kuat. Pasal 20A ayat (1) 
UUD 1945 menegaskan fungsi DPR 
dalam hal legislasi, anggaran, dan 
pengawasan. Dalam konteks Komisi III, 
fungsi pengawasan itu menjadi sangat 
krusial karena menyangkut langsung 
wajah negara dalam bidang hukum 
dan keadilan. Selain itu, peran tersebut 
juga sejalan dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 
yang menegaskan ruang lingkup kerja 
Komisi III DPR RI di bidang hukum, 

penegakan hukum, hak asasi manusia, 
dan keamanan. 

Artinya, ketika Komisi III DPR RI 
bergerak cepat merespons kasus-kasus 
yang menyita perhatian publik, langkah 
itu bukanlah bentuk intervensi yang 
berlebihan, melainkan bagian dari 
pelaksanaan fungsi konstitusionalnya.

Konsistensi adalah Kunci
Namun demikian, apresiasi tentu 

harus dibarengi dengan harapan. Yang 
dibutuhkan publik bukan hanya respons 
cepat sesaat, melainkan konsistensi. 
Komisi III DPR RI harus terus menjaga 
independensi moral dan keberanian 
politiknya untuk tetap berpihak pada 
keadilan, tanpa pandang bulu, tanpa 
selektivitas, dan tanpa terjebak pada isu-
isu yang hanya ramai secara publikasi. 
Jika pengawasan dilakukan secara 
konsisten, objektif, dan berorientasi 
pada perlindungan hak warga negara, 
maka kehadiran Komisi III DPR RI akan 
benar-benar terasa sebagai bagian 
dari solusi dalam memperbaiki wajah 
penegakan hukum Indonesia.

Pada akhirnya, masyarakat tidak 
menuntut hukum yang sempurna. Yang 
mereka harapkan adalah hukum yang 
jujur, terbuka, dan tidak kehilangan 
nurani. Dan dalam konteks itu, setiap 
lembaga negara-termasuk Komisi III DPR 
RI-dituntut untuk terus membuktikan 
bahwa negara memang hadir, terutama 
bagi mereka yang paling membutuhkan 
keadilan. (*) 

Penulis adalah Sekretaris Jenderal 
LBH Masyarakat Adil Bersatu (LBH 

MABES)

BELAKANGAN ini, publik semakin 
sering menyaksikan pola yang 
berulang dalam penanganan 

perkara hukum di Indonesia: sebuah 
kasus baru benar-benar mendapat 
perhatian serius setelah viral di media 
sosial atau menjadi sorotan media 
massa. 

Dalam situasi seperti itu, Komisi III 
DPR RI kerap tampil cepat-memanggil 
aparat penegak hukum, meminta 
penjelasan, bahkan menjadikan kasus 
tertentu sebagai agenda rapat. Kasus 
Amsal Sitepu dan sejumlah perkara lain 
memperlihatkan gejala tersebut secara 
cukup jelas.

F e n o m e n a  i n i  t e n t u  t i d a k 
sepenuhnya negatif. Respons cepat 
terhadap keresahan publik dapat 
dibaca sebagai bentuk kepekaan politik. 
Namun persoalannya menjadi serius 
ketika perhatian negara, termasuk 
pengawasan parlemen, tampak lebih 
ditentukan oleh intensitas sorotan 
publik daripada oleh urgensi keadilan 
itu sendiri. 

Di titik inilah pertanyaan penting 
harus diajukan: apakah keadilan di 
Indonesia kini harus menunggu viral 
terlebih dahulu untuk dianggap layak 
diperjuangkan?

Fungsi Pengawasan yang 
Seharusnya Sistematis

S e c a r a  k o n s t i t u s i o n a l  d a n 
kelembagaan, DPR-terutama Komisi 
III-memiliki  fungsi  pengawasan 
terhadap jalannya penegakan hukum. 
Fungsi ini sangat penting karena 
Komisi III bermitra dengan institusi 
kunci seperti Polri, Kejaksaan Agung, 
Mahkamah Agung, hingga lembaga 
pemasyarakatan. 

Dengan posisi strategis itu, Komisi 
III semestinya menjadi salah satu 
instrumen demokrasi untuk memastikan 
bahwa hukum ditegakkan secara adil, 
profesional, dan akuntabel.

Masalahnya, fungsi pengawasan 
tersebut kerap tampak berjalan secara 
reaktif, bukan sistematis. Banyak 
perkara baru menjadi perhatian setelah 
ramai diberitakan, memicu desakan 
publik, atau menimbulkan kemarahan 
di ruang digital. Akibatnya, pengawasan 
c e n d e r u ng  b e rg e ra k  m e ng i ku t i 
gelombang opini, bukan berdasarkan 
peta persoalan penegakan hukum yang 
lebih menyeluruh.

Padahal pengawasan yang sehat 
justru menuntut konsistensi. Komisi 
III seharusnya tidak hanya aktif 
ketika sebuah kasus menjadi bahan 
perbincangan nasional, tetapi juga ketika 
ada indikasi pelanggaran prosedur, 
penyalahgunaan kewenangan, atau 
ketidakadilan yang mungkin tidak 
memperoleh eksposur besar.

Bahaya “Politik Atensi”  dalam 
Penegakan Hukum

Apa yang terjadi hari ini dapat disebut 
sebagai gejala politik atensi (politics of 
attention), yaitu situasi ketika perhatian 
lembaga negara lebih banyak diarahkan 
pada isu-isu yang sedang ramai 
diperbincangkan publik. 

Dalam demokrasi modern, gejala ini 
memang sulit dihindari. Media massa 
dan media sosial telah menjadi arena 
penting pembentukan agenda publik. 
Apa yang viral sering kali memaksa 
institusi negara untuk merespons lebih 
cepat.

Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, 
politik atensi berpotensi menciptakan 
standar keadilan yang timpang. Perkara 
yang ramai akan bergerak, sementara 
perkara yang sunyi berisiko tenggelam. 
Akibatnya, hukum tidak lagi bekerja 
berdasarkan prinsip objektif dan 
kesetaraan, melainkan berdasarkan 
visibilitas.

Ini problem serius bagi negara 
hukum. Salah satu prinsip dasar negara 
hukum adalah equality before the law-

setiap orang berhak atas perlakuan 
hukum yang sama. Jika respons institusi 
negara bergantung pada seberapa besar 
perhatian publik yang bisa dikumpulkan 
oleh sebuah kasus, maka diam-diam 
kita sedang bergerak ke arah sistem 
yang tidak adil: yang bersuara keras 
didengar, yang sunyi dibiarkan.

Ketika Media Menjadi 
Alarm Keadilan

Harus diakui, media massa dan 
media sosial dalam banyak kasus justru 
berfungsi sebagai “alarm”  bagi negara. 
Tidak sedikit kasus yang baru terbuka 
karena kerja jurnalistik, investigasi 
publik, atau dorongan masyarakat sipil. 
Dalam konteks ini, media memainkan 
peran penting sebagai mekanisme 
kontrol terhadap kekuasaan dan 
penegakan hukum. 

Na m u n ,  n e g a r a  t i d a k  b o l e h 
menggantungkan re�eks keadilannya 
hanya pada alarm tersebut. Sebab tidak 
semua korban memiliki akses yang 
sama ke media, jaringan advokasi, atau 
kemampuan membangun perhatian 
publik. 

Banyak warga kecil menghadapi 
ketidakadilan secara senyap: diproses 
tanpa pendampingan memadai, 
dikriminalisasi secara diam-diam, atau 
kehilangan akses terhadap keadilan 
karena kasusnya dianggap “tidak 
menarik”  secara politik dan media. 

Jika Komisi III hanya hadir pada 
perkara yang telah viral, maka fungsi 
pengawasan parlemen secara tidak 
langsung justru akan memperkuat 
ketimpangan akses terhadap keadilan. 
Dalam kondisi demikian, viralitas 
menjadi semacam “modal sosial”  
baru dalam mencari keadilan. Ini 
jelas tidak sehat bagi sistem hukum 

yang seharusnya bekerja berdasarkan 
prinsip, bukan tekanan popularitas.

Komisi III Harus Keluar 
dari Pola Reaktif

Karena itu, Komisi III DPR RI perlu 
mengoreksi pola pengawasan yang 
terlalu bergantung pada sorotan media. 
Fungsi pengawasan harus dibangun di 
atas kerangka kerja yang lebih substantif, 
terukur, dan berkelanjutan.

Setidaknya ada tiga langkah penting 
yang perlu dilakukan. Pertama, 
Komisi III perlu menyusun prioritas 
pengawasan berbasis data, bukan 
semata-mata berbasis isu yang sedang 
ramai. 

Misalnya, perkara dengan indikasi 
pelanggaran prosedural, potensi 
k r i m i na l i s a s i ,  p e n y a l a h g u naa n 
kewenangan, atau dampak serius 
terhadap hak warga negara harus 
masuk radar pengawasan meskipun 
belum menjadi perhatian media.

Kedua, pengawasan harus diperluas 
dari sekadar membahas “kasus per 
kasus”  menuju evaluasi yang lebih 
struktural. Banyak persoalan hukum 
bukan hanya soal satu perkara, tetapi 
soal pola: lemahnya akuntabilitas 
penyidikan, disparitas penuntutan, 
problem etik aparat, atau tidak efektifnya 
mekanisme pengawasan internal. Jika 
Komisi III hanya sibuk pada kasus yang 
viral, akar masalah justru tidak pernah 
disentuh.

Ketiga, Komisi III perlu membuka 
kanal pengawasan yang lebih aksesibel 
bagi masyarakat. Aduan publik, temuan 
organisasi masyarakat sipil, laporan 
bantuan hukum, dan data akademik 
harus menjadi sumber informasi yang 
serius dipertimbangkan, bukan hanya 
pemberitaan yang sudah lebih dulu 
meledak di ruang publik.

Pengawasan Hukum Bukan 
Panggung Reaksi

Di tengah tingginya perhatian 
publik terhadap kasus-kasus hukum, 
Komisi III memang dituntut untuk 
responsif. Namun responsif tidak boleh 
berubah menjadi sekadar performa 
politik. Pengawasan hukum tidak 
boleh menjadi panggung reaksi sesaat 
yang sibuk mengikuti ritme media, 
tetapi kehilangan arah strategis dalam 
membenahi sistem.

DPR harus berhati-hati agar tidak 
terjebak dalam logika “kasus populer” . 
Sebab hukum yang sehat tidak dibangun 
di atas tekanan sesaat, melainkan di atas 
konsistensi institusional. Komisi III akan 
jauh lebih bermakna jika mampu hadir 
sebagai pengawas yang bekerja bahkan 
sebelum sebuah kasus meledak, bukan 
hanya setelah publik marah.

Keadilan Tidak Boleh Bergantung 
pada Viralitas

Pada akhirnya, ukuran paling penting 
dari negara hukum bukanlah seberapa 
cepat negara merespons perkara yang 
viral, melainkan seberapa konsisten 
negara hadir dalam perkara-perkara 
yang tidak terlihat. Di sanalah integritas 
hukum benar-benar diuji. Komisi III 
DPR RI memiliki posisi yang sangat 
strategis untuk memastikan bahwa 
penegakan hukum tidak berjalan secara 
selektif dan reaktif. Kasus-kasus yang 
viral memang patut dibahas, tetapi 
yang lebih penting adalah membangun 
s i s t e m  p e ngawa s a n  ya ng  t i d a k 
menunggu sorotan untuk bekerja.

Sebab keadilan yang sehat bukanlah 
keadilan yang baru bergerak setelah 
ramai. Keadilan yang sehat adalah 
keadilan yang tetap bekerja, bahkan 
ketika kamera belum menyala dan 
linimasa belum ribut. (*)
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1.Momen dan Mandat Baru
Pemilihan ketua baru Asosiasi 

Pengajar Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara (APHTN-
HAN) Wilayah Gorontalo bukan 
sekadar pergantian posisi struktural. 
Ia adalah momentum yang memanggil 
tanggung jawab kolekti f  untuk 
memperkuat peran akademisi hukum 
dalam membentuk arah pembangunan 
hukum yang lebih adil, konstitusional, 
dan kontekstual. Di tengah gempuran 
tantangan demokrasi dan kompleksitas 
birokrasi negara, posisi APHTN-HAN 
di daerah harus dilihat sebagai garda 
depan dalam membumikan nilai-nilai 
negara hukum yang sejati.

Dalam konteks demokrasi Indonesia 
yang majemuk dan terdesentralisasi, 
peran daerah tak lagi bisa dianggap 
periferal. Justru di situlah sering 
kita jumpai wajah paling nyata dari 
ketimpangan, pelanggaran etika publik, 
serta kaburnya batas antara kekuasaan 
dan hukum. Maka, kepemimpinan 
baru di tubuh APHTN-HAN Gorontalo 
harus membawa semangat baru, 
tidak hanya menghidupkan diskursus 
akademik, tetapi juga memperkuat 
fungsi kritis dan praksis dari keilmuan 
hukum tata negara dan administrasi 
negara.

APHTN-HAN sebagai organisasi 
kei lmuan memiliki  kedudukan 
strategis: ia bukan sekadar ruang 
diskusi di antara akademisi, tetapi 
juga wadah untuk merumuskan arah 
pemikiran dan praksis hukum yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat. 
Ketika hukum dirasakan jauh dan 
abstrak oleh warga, para pengajar HTN-
HAN memiliki tanggung jawab untuk 
menjembatani antara prinsip-prinsip 
normatif dengan realitas sosial-politik 
di lapangan. Di sinilah pentingnya 
membaca ulang posisi APHTN-HAN 
dari perspektif �lsafat praksis, bahwa 
ilmu tidak selesai di ruang kelas, tetapi 
harus menyentuh denyut kehidupan 
publik.

Kepemimpinan yang baik dalam 
organisasi seperti APHTN-HAN bukan 
hanya soal pengelolaan administratif, 
melainkan soal keberanian membawa 
arah pemikiran ke medan yang lebih 
luas. Kepemimpinan itu harus mampu 
menyuarakan nilai keadilan prosedural 
dan substantif, serta mengangkat 
pentingnya supremasi konstitusi di 
tengah praktik politik yang sering kali 
pragmatis dan oportunistik. Dalam 
hal ini,  Gorontalo bukan hanya 
wilayah geogra�s, tetapi juga simbol 
komitmen bahwa dari manapun, suara 
perubahan hukum bisa bergema ke 
tingkat nasional.

D e n g a n  s e m a n g a t  t e r s e b u t , 
pemilihan ketua baru APHTN-HAN 
Wilayah Gorontalo harus dibaca sebagai 
awal dari gerakan intelektual yang 
lebih terorganisir dan transformatif. 
Sebab, jika hukum hanya dibicarakan 
tapi tak dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, maka yang gagal bukan 
sekadar sistem, melainkan juga para 
pengampunya. Maka, mandat ini 
bukan hanya untuk organisasi, tapi 
juga untuk sejarah: apakah kita akan 
jadi saksi pasif atas dekadensi hukum, 
atau menjadi bagian dari upaya kolektif 
untuk mengembalikan martabat 
negara hukum Indonesia.

2.Tantangan Hukum Tata Negara 
dan Administrasi Negara dari 

Perspektif Daerah
Salah satu tantangan terbesar dalam 

pembangunan hukum tata negara 
dan hukum administrasi negara di 
Indonesia adalah jurang lebar antara 
norma konstitusional dan praktik di 
lapangan, khususnya di tingkat daerah. 
Undang-Undang Dasar 1945 dan 

berbagai perangkat hukum turunannya 
memang telah menjamin prinsip-
prinsip demokrasi, akuntabilitas, 
dan otonomi daerah. Namun, dalam 
kenyataannya, banyak daerah masih 
kesulitan menerjemahkan prinsip 
tersebut ke dalam sistem pemerintahan 
yang bersih, efektif, dan berpihak 
pada rakyat. Hukum yang tertulis 
belum sepenuhnya menjelma menjadi 
hukum yang bekerja.

Di berbagai daerah, termasuk 
Gorontalo, masih sering dijumpai 
p e n y a l a h g u n a a n  k e w e n a n g a n , 
dominasi kepala daerah atas lembaga 
legislatif, serta praktik birokrasi yang 
sarat patronase politik. Ini bukan 
sekadar masalah teknis,  tetapi 
cerminan dari lemahnya pemahaman 
t e r h a d a p  d a s a r- d a s a r  h u k u m 
administrasi negara yang menjunjung 
prinsip legalitas, netralitas ASN, dan 
pelayanan publik yang adil. Ironisnya, 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
ini kerap tidak dibaca sebagai krisis 
hukum, melainkan dianggap bagian 
dari “realitas politik lokal” yang harus 
ditoleransi. Di sinilah letak urgensi 
pembaruan cara pandang dan cara 
kerja.

Secara �loso�s, hukum tata negara 
dan administrasi negara adalah 
alat untuk menata kekuasaan dan 
mengendalikan penyelenggaraan 
negara agar tetap dalam rel moral 
dan rasional. Namun, ketika hukum 
hanya menjadi formalitas, sementara 
kekuasaan dijalankan tanpa kontrol 
etik dan hukum, maka yang terjadi 
adalah banalitas hukum, sebuah 
situasi di mana hukum hadir tapi tak 
bermakna. Ini bukan hanya kegagalan 
lembaga, tetapi kegagalan kolektif 
dalam membangun budaya hukum. 
Maka, tantangan yang kita hadapi 
bukan sekadar teknokratis, tapi juga 
ideologis dan kultural.

Ta n t a n g a n  l a i n n y a  a d a l a h 
minimnya literasi hukum publik di 
kalangan masyarakat. Ketika warga 
tidak memahami hak-haknya, ketika 
prosedur hukum tidak transparan, 
maka kekuasaan bisa beroperasi 
tanpa koreksi. Demokrasi lokal pun 
kehilangan ruh partisipasinya. Dalam 
kondisi ini, para pengajar hukum 
tata negara dan administrasi negara 
memiliki tanggung jawab intelektual 
dan moral untuk menjadi jembatan 
antara dunia hukum dan kebutuhan 
nyata masyarakat. Ini bukan sekadar 
soal mengajar di kelas, tapi soal 
menghidupkan kesadaran hukum di 
ruang-ruang sosial yang lebih luas.

Karena itu, dalam konteks Gorontalo 
dan wilayah lain yang menghadapi 
tantangan serupa, pembangunan 
hukum tidak bisa hanya berpusat di 
Jakarta atau Mahkamah Konstitusi. 
Ia harus dimulai dari penguatan 
aktor-aktor lokal: dari kampus, ruang 
komunitas, hingga ruang birokrasi. 
Tanpa itu, hukum akan terus menjadi 
proyek elite yang tak pernah benar-
b e n a r  m e n y e n t u h  k e b u t u h a n 
publik,dan dengan demikian, cita-cita 
negara hukum yang demokratis akan 
tetap menjadi slogan kosong. Maka, 
inilah panggilan zaman bagi APHTN-
HAN di daerah, untuk mengubah 
keterpinggiran menjadi kekuatan, 
dan menjadikan hukum sebagai alat 
pembebasan, bukan pembenaran 
kekuasaan.

3.Peran Strategis APHTN-
HAN Wilayah dalam Konteks 

Desentralisasi dan Demokrasi
Dalam kerangka desentralisasi, 

daerah memiliki ruang yang cukup 
luas untuk mengatur dan mengurus 
kepentingannya sendiri. Namun ruang 
itu juga datang bersama tanggung 

jawab besar untuk memastikan 
bahwa setiap kebijakan, regulasi, dan 
tindakan administratif tetap berada 
dalam koridor hukum dan nilai-
nilai konstitusional. Di titik inilah 
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara 
(APHTN-HAN) wilayah memegang 
peran penting. Bukan hanya sebagai 
forum akademik, tetapi sebagai aktor 
strategis yang mampu memengaruhi 
arah demokrasi lokal dan memperkuat 
kapasitas kelembagaan di daerah.

APHTN-HAN harus dilihat bukan 
sekadar organisasi profesi, melainkan 
bagian dari infrastruktur intelektual 
demokrasi. Ia menghubungkan teori 
hukum dengan praktik pemerintahan, 
serta menjembatani pemikiran kritis 
dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 
konteks Gorontalo dan daerah lainnya, 
peran ini menjadi sangat signifikan 
mengingat belum meratanya akses 
terhadap sumber daya intelektual 
hukum publik. APHTN-HAN Wilayah 
memiliki peluang besar untuk menjadi 
penggerak perubahan dari bawah, 
dengan cara mendorong tata kelola 
pemerintahan yang berbasis hukum 
dan memperkuat partisipasi masyarakat 
sipil dalam proses demokrasi.

Tantangan besar dalam demokrasi 
lokal adalah dominasi kekuasaan 
yang sering tidak diimbangi dengan 
kontrol hukum yang kuat. Di sinilah 
peran para pengajar hukum menjadi 
penting, mereka memiliki otoritas 
moral dan kapasitas intelektual 
untuk melakukan kritik, menyusun 
rekomendasi kebijakan, dan terlibat 
dalam pendidikan publik. Jika ini 
dilakukan secara konsisten, maka 
APHTN-HAN akan berfungsi sebagai 
penghubung antara ilmu hukum dan 
kehidupan demokrasi yang lebih 
sehat. Dengan kata lain, organisasi ini 
dapat mendorong lahirnya demokrasi 
konstitusional yang tidak hanya 
prosedural, tapi juga substantif.

Secara filosofis, demokrasi tanpa 
nalar hukum adalah demokrasi 
yang rapuh. Hukum tata negara 
dan administrasi negara memberi 
kerangka agar kekuasaan tidak berjalan 
semaunya, dan agar kewenangan selalu 
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 
konteks ini, kehadiran APHTN-HAN 
di wilayah tidak hanya penting, tetapi 
mendesak. Ia harus menjadi ruang 
produksi gagasan dan nilai, bukan 
sekadar tempat mengulang dogma 
hukum lama yang tak lagi relevan 
dengan dinamika lokal. APHTN-HAN 
harus berani keluar dari zona nyaman 
akademik dan terjun aktif ke ruang 
publik untuk mengawal demokrasi 
yang berpijak pada konstitusi dan 
hukum yang hidup.

Maka, transformasi peran APHTN-
HAN dari organisasi keilmuan menjadi 
kekuatan penggerak perubahan 
b u k a n l a h  p i l i h a n ,  m e l a i n k a n 
keniscayaan. Dunia akademik harus 
berhenti menjadi menara gading yang 
sunyi dari realitas. Sebaliknya, ia harus 
menjadi menara pengawas yang siaga, 
kritis, dan berpihak pada nilai-nilai 
keadilan. Dengan posisi ini, APHTN-
HAN Wilayah Gorontalo tidak hanya 
bisa memperkuat demokrasi lokal, 
tetapi juga memberi kontribusi nyata 
bagi pembangunan hukum tata negara 
dan administrasi negara yang lebih adil 
dan kontekstual di tingkat nasional.

4.Jalan ke Depan: Menghidupkan 
Etos Konstitusionalisme dari 

Gorontalo

Menjaga konstitusi bukan hanya 
tugas lembaga-lembaga negara di 
tingkat pusat. Etos konstitusionalisme 
ha r u s  h i d u p  d i  s e t i ap  l ap i sa n 
masyarakat, termasuk di daerah. 
Tanpa kesadaran konstitusional 
yang kuat di tingkat lokal, praktik 
hukum akan terus diliputi kekacauan 
antara formalitas hukum dan praktik 
kekuasaan yang oportunistik. Di 
sinilah peran strategis APHTN-HAN 
wilayah menjadi krusial,  bukan 
sekadar menyebarkan pengetahuan 
hukum, tetapi menumbuhkan budaya 
berpikir konstitusional yang menyatu 
dengan kehidupan publik sehari-hari. 
Gorontalo harus menjadi salah satu 
titik nyala dari gerakan ini.

M e n g h i d u p k a n  e t o s 
konstitusionalisme berarti membangun 
kesadaran bahwa hukum bukan 
sekadar teks, melainkan nilai yang 
mengatur dan membatasi kekuasaan. 
Dalam banyak kasus di daerah, 
ketidaktaatan terhadap hukum terjadi 
bukan karena kekosongan norma, 
tetapi karena absennya rasa hormat 
terhadap prinsip dasar bernegara. 
Misalnya, pengangkatan pejabat 
tanpa prosedur, penggunaan APBD 
untuk kepentingan elektoral, atau 
penempatan ASN atas dasar kedekatan 
politik. Semuanya mencerminkan 
kelumpuhan etika hukum administrasi. 
Tanpa keberanian untuk menyuarakan 
kritik dan membangun pemahaman 
yang benar, pelanggaran-pelanggaran 
ini akan dianggap sebagai praktik yang 
wajar.

Untuk itu, perlu ada strategi kolektif 
membangun kembali kesadaran 
publik dan aparatur terhadap nilai-
nilai dasar konstitusi. APHTN-HAN 
dapat memainkan peran sebagai 
pusat edukasi publik, pelatihan bagi 
ASN dan pemda, serta mitra kritis bagi 
pembuat kebijakan. Akademisi tidak 
boleh puas hanya dengan menulis 
jurnal atau mengajar di ruang kuliah. 
Ilmu hukum harus dibawa keluar: ke 
desa, ke ruang sidang DPRD, ke forum-
forum masyarakat sipil. Di titik inilah 
pendidikan hukum menjadi gerakan 
moral, bukan sekadar transmisi 
pengetahuan teknis.

Tugas ini tentu tidak bisa dipikul 
sendirian. Diperlukan kolaborasi 
yang erat  antara APHTN-HAN, 
pemerintah daerah, media lokal, 
dan organisasi masyarakat sipil. 
Hanya dengan membangun ekosistem 
hukum yang sal ing menopang, 
konstitusionalisme bisa tumbuh 
secara berkelanjutan. APHTN-HAN 
harus menjadi penghubung antar 
elemen ini, menjembatani bahasa 
akademik dengan realitas sosial-
politik di  lapangan. Lebih dari 
itu, organisasi ini juga harus aktif 
menyusun rekomendasi kebijakan 
berbasis riset, agar pengambilan 
keputusan di daerah benar-benar 
selaras dengan nilai-nilai keadilan 
dan kepastian hukum.

Gorontalo memiliki peluang besar 
untuk menjadi model laboratorium 
k o n s t i t u s i o na l i s m e  d a r i  t i mu r 
Indonesia. Bukan karena merasa 
lebih unggul, tetapi karena adanya 
kesadaran bahwa perubahan tidak 
harus menunggu dari pusat. Justru 
dari daerah-daerah seperti inilah 
perubahan bisa dimulai, perubahan 
c a r a  b e r p i k i r,  c a r a  m e n g a j a r, 
ca ra  m e ng e l o la  b i ro k ra s i ,  da n 
cara memahami hukum sebagai 
alat  pembebasan.  Jika APHTN-
HAN Wilayah Gorontalo mampu 
menempuh jalan ini dengan konsisten, 
maka suara daerah akan punya gema 
yang kuat dalam percakapan hukum 
nasional, bukan sekadar ikut bicara, 

tetapi ikut menentukan arah.

5.Dari Pinggiran Menuju Pusat 
Perubahan

Dalam sejarah bangsa, perubahan 
besar tak selalu datang dari pusat 
kekuasaan. Justru sering kali, gagasan-
gagasan segar dan keberanian moral 
lahir dari pinggiran, dari wilayah 
yang tak disorot terang kamera 
nasional. Maka, ketika APHTN-HAN 
Wilayah Gorontalo menatap masa 
depan dengan kepemimpinan baru, 
ini bukan hanya soal mengurus 
organisasi internal. Ini adalah peluang 
untuk membuktikan bahwa daerah 
bisa menjadi pusat gagasan, pusat 
gerakan, dan pusat perubahan dalam 
penguatan hukum tata negara dan 
administrasi negara di Indonesia.

Sudah terlalu lama diskursus 
hukum publik didominasi oleh suara 
dari Jakarta. Seolah-olah hanya 
pusat yang layak berbicara tentang 
konstitusi, sistem presidensial, atau 
reformasi birokrasi. Padahal, akar 
dari banyak persoalan hukum justru 
tumbuh di daerah, di ruang-ruang 
pemerintahan lokal yang jauh dari 
sorotan, di mana praktik kekuasaan 
dijalankan dengan minim kontrol. 
Oleh karena itu, saat akademisi hukum 
di Gorontalo menyuarakan pentingnya 
konstitusionalisme, transparansi, dan 
etika kekuasaan, suara itu bukan 
sekadar pengulangan teori. Ia lahir 
dari pengalaman nyata, dari kedekatan 
dengan praktik birokrasi yang masih 
mencari bentuk idealnya.

K e s a d a r a n  i n i  m e m b a w a 
konsekuensi. APHTN-HAN Wilayah 
tidak bisa hanya berperan sebagai 
p e n g a m a t .  I a  h a r u s  m e n j a d i 
pelaku, mendidik, memproduksi 
pengetahuan, menyusun kritik, dan 
mendorong perubahan kebijakan yang 
berpihak pada kepentingan rakyat. Ini 
bukan tugas kecil, tapi inilah misi yang 
membuat kehadiran organisasi ini 
benar-benar relevan. Di tengah dunia 
akademik yang sering terjebak dalam 
kesunyian menara gading, keberanian 
untuk turun ke medan praksis adalah 
pilihan etis sekaligus politis yang tidak 
bisa ditunda.

Lebih dari itu, komitmen terhadap 
negara hukum bukan hanya soal 
prosedur legal-formal. Ia menuntut 
keberanian moral untuk menyatakan 
yang benar sebagai benar, dan yang 
salah sebagai salah, meskipun itu 
berhadapan dengan kekuasaan. Di 
sinilah urgensi kehadiran akademisi 
yang berani berpikir dan bertindak 
dengan integritas.  Jika APHTN-
HAN Gorontalo mampu merawat 
keberanian itu, maka ia tidak hanya 
mencetak lulusan hukum, tapi juga 
membentuk karakter kepemimpinan 
yang peka terhadap keadilan dan 
tangguh dalam menghadapi tekanan 
kekuasaan.

Dengan demikian, masa depan 
hukum tata negara dan administrasi 
negara di Indonesia tak semata 
d i t e n t u k a n  o l e h  p e r u b a h a n 
d i  Ma h k a m a h  Ko n s t i t u s i  a t a u 
Kementerian Dalam Negeri. Ia juga 
ditentukan oleh dinamika di daerah-
daerah seperti Gorontalo, di kampus, 
ruang kelas, balai desa, ruang sidang 
DPRD, dan kantor pemerintahan 
lokal. Di tempat-tempat itulah cita-
cita negara hukum diuji, dan di situlah 
pula harapan akan Indonesia yang 
lebih adil dan konstitusional bisa terus 
dijaga. Maka, suara dari Gorontalo 
bukan suara pinggiran. Ia adalah 
suara nurani republik.

Ketua Wilayah Terpilih 
APHTN-HAN Gorontalo 

PERSEPSI
RABU, 25 JUNI    TAHUN 2025 10HARIAN GORONTALO POST

OLEH:
Novendri M. Nggilu

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. Pemasaran Koran: Buyung Tanjung, 
Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

Penerbit  : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

GORONTALO POST
HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO DIVISI PRODUKSI

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), 
Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). Mungil: Rp 35.000 
(satu kali muat). Advertorial: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam 
putih/BW). Harga Langganan Koran: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551. 
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id. 
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: 
marketing_gp@ymail.com.

Percetakan: PT GORONTALO PRINTING Jln. Jhon A. Katili (Eks Andalas) No. 144 
Kota Gorontalo, Isi di luar tanggung jawab Percetakan.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat. Perwakilan Manado:
Green Hill Residence Blok KK No01 Jln. Raya Ringroad 1 Manado, Perwakilan 
Surabya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya,Jawa Timur.

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

ALAMAT

DIVISI USAHA

Redaktur Pelaksana : Roy Tilameo, Rahmat Malik. Koordinator Liputan: Hamdan 
Abubakar. Redaktur : Zulkifli Tampolo. Staf Redaksi: Deice Pomalingo, Alosius Budiman, 
Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode. Sekretaris Redaksi: Agustinawaty Said. Koordinator HRD:
Chicilia Noviastuti Arifin. Koordinator IT : Aslan Akuba.

Manager Keuangan: Elvin Ambo. Adriyanti Kadir (adm). Manager Iklan: Hariyanto Hamzah. 
Wakil Manager Iklan: Rahmat Nur Ali, Aminun Humola. Design Iklan: Oman Nasiboe.
Event Organizer: Surya Muhamad.

Risdiyanto Karim, Rizal Tueno, Nasir Hantono, Apri Ahmad, Design Grafis:
Muhammad Syukri

DIVISI ART & PERWAJAHAN

Menguatkan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 
dari Daerah: Suara Gorontalo untuk Indonesia

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. Design Grafis: Muhammad Syukri

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad Design Iklan: Oman Nasiboe.

Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa TImur.

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. Staf Redaksi: Deice Pomalingo, Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, 
Sekretaris Redaksi: Agustina Said. Koordinator HRD: Chicilia Noviastuti Arifin. Koordinator 
IT: Aslan Akuba

Saat Komisi III DPR RI Menjawab Kegelisahan Publik atas Penegakan Hukum

Keadilan yang Menunggu Viral: Catatan Kritis untuk Komisi III DPR RI

SELASA, 7 APRIL    TAHUN 2026

PERSEPSI
HARIAN GORONTALO POST 10

BONE RAYA  -Hujan akhirnya 
turun di tengah kemarau yang cukup 
panjang melanda wilayah Bone 
dan Bone Raya, Kabupaten Bone 
Bolango. Guyuran hujan menyambut 
kedatangan Gubernur Gorontalo 
Gusnar Ismail saat menyalurkan 
bantuan pangan kepada masyarakat, 
Sabtu (5/9). Hujan yang turun di sela 
kegiatan menjadi perhatian warga. 
Setelah cukup lama menghadapi 
kondisi kering, turunnya hujan 
dianggap sebagai berkah yang telah 
lama dinantikan.

Di tengah guyuran hujan itu, 
Gusnar menyerahkan bantuan 
pangan kepada masyarakat di dua 

kecamatan tersebut. Sebanyak 600 
paket bantuan pangan disalurkan 
kepada warga. Kehadiran hujan 
menjadi momentum tersendiri karena 
wilayah Bone Bolango sebelumnya 
mengalami musim kemarau dan 
kekeringan yang cukup panjang. 
Bagi warga, hujan bukan sekadar 
perubahan cuaca, tetapi harapan baru 
setelah menghadapi keterbatasan air 
dan kondisi lahan yang kering.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, 
Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Gorontalo Muljady Mario 
mengatakan penyaluran bantuan 
d i l a k u k a n  u n t u k  m e m b a n t u 
memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat, khususnya di tengah 
kondisi kemarau yang sempat melanda 
wilayah tersebut.  â€œBantuan 
pangan ini adalah bentuk perhatian 
nyata pemerintah provinsi kepada 
masyarakat Bone Bolango, terlebih 
di tengah kondisi kemarau yang 
sempat cukup lama melanda wilayah 
ini,â€  ujar Muljady.Hujan yang 
turun bersamaan dengan penyaluran 
bantuan membuat agenda tersebut 
memiliki cerita tersendiri. Setelah 
lama menunggu hujan, warga Bone 
dan Bone Raya akhirnya mendapat 
dua hal yang sama-sama mereka 
butuhkan: air dari langit dan bantuan 
pangan dari pemerintah. (tro)

Gorontalo Mulai Turun Hujan  

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail harus difasilitasi payung ketika berkunjung 
ke Bone Pesisir, lantaran hujan yang mulai turun di wilayah itu, Sabtu (5/9). 
(foto: dok-diskominfotik)

Buntut Pembatalan 
Penerbangan Akibat 

Erupsi GAK  
JAKARTA - Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) Lukman 
F. Laisa memastikan penumpang 
terdampak pembatalan penerbangan 
i m b a s  e r u p s i  G u n u n g  A n a k 
Krakatau (GAK) akan mendapatkan 
p e n g e m b a l i a n  d a n a  p e n u h . 
“Terkait pembatalan atau refund 
penerbangan itu berlaku 100 persen,” 
kata Lukman di Jakarta, Ahad (6/9). 
Lukman menegaskan pengembalian 
tiket sebesar 100 persen merupakan 
b e n t u k  p e l a y a n a n  k e p a d a 
masyarakat, sehingga penumpang 
tidak mengalami kerugian akibat 
pembatalan penerbangan yang 
terjadi karena faktor keselamatan 
penerbangan.Sebelumnya, dalam 

jumpa pers terpantau di Jakarta, Ahad 
kemarin, Menteri Perhubungan Dudy 
Purwagandhi meminta maskapai 
penerbangan (airlines) segera 

menyampaikan informasi kepada 
penumpang terkait pembatalan 
penerbangan akibat penutupan 
sejumlah bandara yang terdampak 

abu vulkanik erupsi Gunung Anak 
Krakatau (GAK). Langkah tersebut 
dilakukan agar penumpang tidak 
perlu datang langsung ke bandara 
ketika penerbangannya terdampak 
pembatalan akibat kondisi yang 
tidak memungkinkan. â€œMaskapai 
dapat menyampaikan informasi 
pembatalan penerbangan secara 
elektronik melalui kontak pribadi 
penumpang seperti email maupun 
nomor telepon yang terdaftar,â€  
ujar Dudy.

Pembatalan atau refund dapat 
dilakukan secara elektronik dengan 
para penumpang menyampaikan 
informasi data apakah itu email 
ataupun handphone pribadinya 
untuk bisa disampaikan kepada 
pihak airlines. Selain pemberitahuan 
pembatalan, proses pengembalian 
d a n a  a t a u  re f u n d  t i k e t  j u g a 
diharapkan dapat dilakukan secara 
elektronik. â€œSehingga, pelayanan 
kepada penumpang berjalan lebih 

cepat,â€  kata Dudy. Kemenhub 
m e m i n t a  s e l u r u h  m a s k a p a i 
memastikan hak penumpang tetap 
terpenuhi dengan memberikan 
i n f o r m a s i  y a n g  j e l a s  t e r k a i t 
perubahan jadwal, pembatalan, 
maupun mekanisme pengembalian 
tiket.  Adapun sebanyak enam 
bandara ditutup sementara akibat 
terdampak abu vulkanik erupsi GAK 
yang mempengaruhi keselamatan 
operasional penerbangan. Pada 
awalnya, Kementerian Perhubungan 
menutup lima bandara yaitu Bandara 
Radin Inten Lampung, Soekarno-
Hatta Jakarta, Halim Perdanakusuma 
Jakarta, Pondok Cabe Jakarta, serta 
Budiarto Curug Tangerang. Setelah 
dilakukan pengujian lanjutan 
pada pukul 12.00 WIB, Bandara 
Husein Sastranegara Bandung juga 
dinyatakan terdampak abu vulkanik 
sehingga operasional penerbangan 
di bandara tersebut turut dihentikan 
sementara.(antara/jpnn)

Kemenhub: Refund Penerbangan Berlaku 100% 

Sejumlah penumpang melakukan refund tiket setelah ditutupnya oprasional 
penerbangan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Ahad (6/9).

JAMBI - Sebanyak 11 petani telah 
ditetapkan sebagai tersangka kasus 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 
Jambi. Hingga kini, belum ada satu pun 
perusahaan yang ditetapkan tersangka 
dalam kasus kebakaran yang melanda 
wilayah tersebut.Wakil Direktur Reserse 
Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP 
Agung Basuki mengatakan, 11 tersangka 
tersebut ditetapkan melalui penanganan 
kasus oleh Polda Jambi bersama sejumlah 
polres jajaran. Mereka diduga membakar 
lahan pribadi untuk membuka atau 
membersihkan lahan. Total areal yang 
terbakar dalam perkara yang menjerat 
11 petani tersebut mencapai 17,25 
hektare. Dari 11 tersangka itu total luas 
lahan terbakar ada 17,25 hektare,kata 
Agung, Jumat (4/9/2026).Penetapan 
tersangka tersebut menjadi bagian 
dari penanganan karhutla di tengah 
luas lahan terbakar di Jambi yang telah 
mencapai 1.879 hektare berdasarkan 
data terbaru Satgas Karhutla Jambi. Polisi 
masih mendalami 59 laporan terkait 
kebakaran dari total luasan tersebut. 
Sampai saat ini, lokasi kebakaran masih 
di lahan pribadi, yang terkait perusahaan 
belum ada,  ujar Agung. Keterangan Polda 
Jambi itu muncul di tengah pernyataan 
Menteri Kehutanan 

Raja Juli Antoni yang sebelumnya 
menyebut ada tiga perusahaan yang 
tengah diusut terkait karhutla. Polda 
Jambi menyatakan masih berkoordinasi 
dengan penyidik Gakkum Kehutanan 
u n t u k  m e m a s t i k a n  p e n a n g a n a n 
terhadap perusahaan yang disebut 
Menteri Kehutanan tersebut. Terkait 
dengan pernyataan Pak Menteri, kami 
masih mendalami dan berkoordinasi 
dengan penyidik kementerian,â€  kata 

Agung. Menurut dia, jika perkara tersebut 
ditangani PPNS Kehutanan, koordinasi 
akan dilakukan melalui Korwas PPNS. 
Hingga kini, Polda Jambi menyebut 
belum menerima koordinasi dari PPNS 
Kehutanan mengenai penanganan tiga 
perusahaan tersebut.Dua tersangka 
ditangani Polres Muaro Jambi, yakni S 
yang diduga membakar lima hektare 
lahan di Rukam, Kecamatan Kumpeh, dan 
SG yang diduga membakar 0,5 hektare 
lahan di Simpang Bejo, Kecamatan Sungai 
Gelam. Polres Tanjung Jabung Timur 
menetapkan satu tersangka berinisial S 
yang diduga membuka lahan perkebunan 
dengan cara membakar di Desa Teluk 
Dawan, Kecamatan Geragai.Polres 
Tanjung Jabung Barat menangani empat 
tersangka, yakni JS, PS, F, dan SS. Mereka 
diduga membakar lahan dengan luas 
sekitar dua hektare hingga satu hektare 
di wilayah Muara Danau. Dua tersangka 
lainnya, H dan Y, ditangani Polres Tebo. 
Keduanya diduga membakar satu hektare 
lahan untuk perkebunan di wilayah 
Suo-Suo, Kecamatan Sumay. Sementara 
Polres Sarolangun menetapkan B sebagai 
tersangka, sedangkan Polres Merangin 
menetapkan AA. Seluruh perkara tersebut 
masih berkaitan dengan pembakaran 
lahan pribadi.  (*)

Bukan Perusahaan, 
11 Petani Tersangka Karhutla

Tentara Penyiram Air 
Keras Batal Dipecat

Menteri Pigai 
Bereaksi, Minta Andrie 

Yunus Kasasi 
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia 

(HAM) Natalius Pigai mendorong adanya 
upaya hukum kasasi atas putusan banding 
dalam kasus penyiraman air keras terhadap 
Andrie Yunus. Putusan banding Pengadilan 
Militer Tinggi II-06 Jakarta tidak hanya 
meringankan vonis hukuman sebagian 
terdakwa anggota BAIS TNI, tetapi juga 
membatallkan hukuman pemecatan dari dinas 
militer. “Saya minta pengacara ajukan kasasi, 
bahkan kalau bisa sampai di PK (peninjauan 
kembali),” kata Pigai dalam keterangannya 
diterima di Jakarta, Sabtu (5/9).

Menteri Pigai mengaku menghormati 
putusan majelis hakim banding. Namun 
demikian, dia menegaskan rasa keadilan mesti 
diukur dari sudut pandang korban, bukan 
menurut orang lain atau bahkan terdakwa. 
“Perlu kepekaan sosial dan keadilan,” kata 
Pigai. Menurut Pigai, vonis pengadilan 
tingkat pertama telah membuktikan para 
terdakwa bersalah sehingga sudah wajar jika 
mereka yang merupakan anggota Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) itu, dipecat dari 
dinas kemiliteran. Sebab, menurut Pigai, 
para terdakwa telah mencederai kehormatan 
dan harga diri negara serta institusi militer. 

“Semua tindakan itu dilakukan pada saat 
pemerintah berjibaku mempertahankan iklim 
HAM, demokrasi, dan Kedigdayaan sipil,” 
ucapnya. Majelis hakim Pengadilan Militer 
Tinggi II-06 Jakarta memutuskan mengubah 
vonis terhadap dua dari empat terdakwa kasus 
penyiraman Wakil Koordinator Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
(KontraS) Andrie Yunus. Majelis hakim 
banding membatalkan pidana tambahan 
berupa pemecatan dari dinas militer terhadap 
Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto. 
Selain itu, pidana pokok keduanya juga 
dikurangkan menjadi masing-masing 2,5 
tahun dan 2 tahun penjara. Sementara itu, 
terhadap dua terdakwa lainnya, yakni Kapten 
Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka, 
Pengadilan Militer Tinggi Jakarta sependapat 
dengan vonis majelis hakim pengadilan 
tingkat pertama. “Mengubah Putusan 
Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap 
Terdakwa-1 (Edi) dan Terdakwa-2 (Budhi) 
sekadar pemidanaannya dan menguatkan 
putusan terhadap Terdakwa-3 (Nandala) 
dan Terdakwa-4 (Sami),” demikian amar 
putusan banding dikutip dari Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara. Sebelumnya, Pengadilan 
Militer II-08 Jakarta memutuskan terdakwa Edi 
dihukum 3 tahun penjara dan Budhi 2,5 tahun 
penjara dengan pidana tambahan berupa 
pemecatan. Adapun Nandala dihukum 2 
tahun penjara dan Sami dijatuhi vonis 1,5 
tahun bui. (Antara/JPNN)

AKBP Agung Basuki 
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Bersambung ke Hal.2

Gaya Purbaya
Oleh: Dahlan Iskan

SETINGGITINGGI  jabatan direktur 
utama sebuah bank pemerintah, tetaplah 
ia/dia seorang bawahan. Ia/dia masih 

punya atasan. 

BE R B E D A  d a r i  s i d a k 
sebelumnya yang umumnya 
dilakukan subuh hari untuk 

menyaksikan proses memasak, 
dan penyajian MBG. Sidak kali 
ini  dilaksanakan pada siang 
hari sekitar pukul 13.00 WITA. 
Tujuannya, memastikan apakah 
proses pencucian ompreng sudah 
memenuhi standar operasional 
prosedur (SOP).

“Dari hasil peninjauan, saya 
menilai  pencucian ompreng 

b erjalan baik  karena sudah 
menggunakan alat pengering. Ini 
tentu kami apresiasi,-  kata Idah.

Meski demikian, saat sidak, 
Wagub Idah Syahidah dan tim 
menemukan adanya aktivitas 
memasak pada jam distribusi. 
Padahal, seharusnya pada jam - 
jam itu, MBG sudah siap disalurkan 
ke sekolah SMA/sederajat. Setelah 
dikon�rmasi, 

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus 
menunjukkan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG). Tidak hanya fokus pada gizi dan keamanan makanan, kali 
ini Idah menekankan aspek kebersihan Food Tray MBG atau ompreng. 

Sidak digelar di dapur Sentra Penyedia Pangan Gorontalo (SPPG) 
Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (3/10).

WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERUS PANTAU SPPG DI GORONTALO   

Selain Menu, Kebersihan Omprengan juga Diperhatikan

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - FADLY/
DISKOMINFOTIK) 

WAKIL
Gubernur 
Gorontalo 

Idah Syahidah 
Rusli Habibie 
saat melihat 

langsung 
proses 

pencucian 
food tray atau 

ompreng 
atau tempat 

MBG di SPPG 
Tuladenggi, 
Telaga Biru, 

Kab Gorontalo, 
Jumat (3/10). 

SK PPP 
MARDIONO 

DIGUGAT

(FOTO : TANGKAPAN LAYAR) 

API melahap dua rumah di Jln 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Ahad (5/10). 

KEBAKARAN

Dua Rumah dan 
Bengkel Ban Ludes

GORONTALO - GP - Kebakaran hebat menggagerkan warga Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, tepatnya di Jln 23 Januari, Kota Gorontalo, Ahad (5/10) 

pagi. Dua rumah berdekatan  dan sebuah bengkel ban ludes dilalap si jago 
merah. Kebakaran sempat menyedot perhatian warga, yang kebetulan saat itu 

sedang diberlakukan Car Free Day. 

Bersambung ke Hal.2

J A K A R TA  - G P -  P a r t a i  P e r s a t u a n 
P e m b a n g u n a n  a t a u  P P P  ku b u  A g u s 
Suparmanto menyatakan bakal menggugat 
SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono 
yang telah disahkan Kementerian Hukum ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 

2020-2025, M Romahurmuziy menyebut 
pihaknya sedang menyiapkan gugatan tersebut 
untuk segera didaftarkan ke PTUN.“Kita ketemu 
di Pengadilan. Ya, akan kita gugat, segera,” ujar 
Rommy kepada wartawan, Jumat (3/10).

DUALISME PPP

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

SIDOARJO - Tim SAR gabungan 
kembali menemukan 20 korban 
dalam operasi pencarian hari 
ketujuh ambruknya musala 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Al-Khoziny di Sidoarjo, Ahad 
(5/10). 

Kepala Kantor SAR Surabaya 
selaku On Scene Coordinator 
(OSC) Nanang Sigit menjelaskan 
proses pencarian difokuskan di 
sektor A1, A2, A3, dan A4 dengan 
prioritas pembersihan puing di 
sisi utara bangunan yang tidak 
terintegrasi dengan struktur 
utama. 

TRAGEDI PONPES AL KHOZINY

Korban Meninggal jadi 46 Orang

(FOTO : AP/ BASARNAS) 

TIM penyelamat membawa jenazah korban reruntuhan 
bangunan musala runtuh di pondok pesantren Al Khoziny di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada 46 jenazah yang ditemukan 

hingga Ahad (5/10). 

ANISHA APRILIA-DISWAY.ID 

MENKEU Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 
bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 
rencana pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun 
dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.
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J A K A R T A - G P  - 
M e m p e r i n g a t i  H a r i 
Pe l a ng ga n  Na s i o na l 
2026, PT Astra Honda 
Motor (AHM) bersama 
29 jaringan main dealer 
sepeda motor Honda di 
seluruh Indonesia turut 
memeriahkan dengan 
b e r a g a m  a k t i v i t a s 
a p r e s i a s i  b e r s a m a 
konsumen. Kegiatan 
memanjakan konsumen 
ini akan berlangsung 
hingga akhir September 
d e n g a n  m e l i b a t k a n 
ribuan pelanggan melalui 
aktivitas seru yang dapat 
memberikan pengalaman 
y a n g  b e r k e s a n  d a n 
personal.  Melalui tema 
“Satu Hati, Menemani 
Setiap Langkah,”lebih dari 
1.600 dealer sepeda motor 
Honda menghadirkan 
berbagai kegiatan interaktif 
untuk merayakan Hari 

Pe l a ng ga n  Na s i o na l 
bersama konsumen. 
Kegiatan ini beberapa 
diantaranya dilakukan 
bersama dengan jajaran 
m a n a j e m e n  A H M 
maupun main dealer, 
seperti pengantaran unit 
baru maupun service 
visit. Dalam kesempatan 
lainnya,  manajemen 
AHM dan jaringan juga 
melakukan aktivi tas 
rolling city bersama 
dengan customer loyal 
menggunakan jajaran 
sepeda motor Honda 
bermesin 160cc.

Semakin mempererat 
k e d e k a t a n  d e n g a n 
konsumen, Honda juga 
menghadirkan kegiatan 
gathering konsumen di 
berbagai daerah dalam 
rangka memperingati 
Hari Pelanggan Nasional. 
Dalam momen ini juga 

dilakukan sosialisasi 
terkait customer loyalty, 
d i m a n a  k o n s u m e n 
yang telah melakukan 
transaksi dalam nominal 

tertentu dapat memiliki 
keuntungan yang telah 
d i t e n t u k a n  s e p e r t i 
kemudahan layanan 
maupun fasilitas. 

General Manager Honda 
Customer Care Center 
AHM Antok Yuniarso 
mengatakan konsumen 
merupakan inspirasi 
dalam meningkatkan 
kualitas produk maupun 
layanan. Dalam momen 
Hari Pelanggan Nasional, 
AHM bersama dengan 
jaringan memberikan 
b e r a g a m  a k t i v i t a s 
menarik sebagai bentuk 
komitmen Satu Hati untuk 
tumbuh positif bersama 
konsumen. “Kepercayaan 
k o n s u m e n  m e n j a d i 
landasan bagi kami untuk 
ter us  meningkatkan 
kualitas layanan dan 
menghadirkan inovasi 
yang relevan dengan 
k e b u t u h a n  d a l a m 
mendukung mobilitas 
produktif masyarakat. 
Melalui momentum Hari 
Pelanggan Nasional, 

kami bersama seluruh 
jaringan sepeda motor 
Honda berkomitmen 
memperkuat kedekatan 
dengan konsumen melalui 
layanan yang semakin 
responsif, personal, dan 
memberikan pengalaman 
positi f  dalam setiap 
interaksi bersama sepeda 
m o t o r  Ho n d a,”  u ja r 
Antok.

Selain aktivitas seru 
bersama konsumen, 
dalam perayaan Hari 
Pelanggan Nasional ini 
konsumen juga memiliki 
kesempatan mendapatkan 
promo menarik dari 
dealer sepeda motor 
Honda. Dimulai dari 
diskon pembelian produk 
hingga diskon service 
khusus selama bulan 
September. AHM terus 
menghadirkan produk 
dan layanan purna jual 

terbaik hingga ke seluruh 
I n d o n e s i a  b e r s a m a 
dengan jaringannya. Hal 
ini menjadi komitmen 
AHM dalam memastikan 
setiap konsumen sepeda 
motor Honda merasakan 
pengalaman berkendara 
a m a n ,  n y a m a n  d a n 
menyenangkan dalam 
mendukung perjalanan 
sehari-hari. (tro)

LIMBOTO - Pemerintah 
Kabupaten G orontalo 
mulai memperluas fasilitas 
usaha bagi pelaku UMKM, 
tetapi  bantuan booth 
portable datang dengan 
satu syarat tegas: trotoar 
dan bahu jalan bukan 
tempat berjualan. Larangan 
itu disampaikan Bupati 
Gorontalo Sofyan Puhi saat 
menyerahkan bantuan 
booth portable tahap kedua 
kepada pelaku UMKM di 
Pentadio Resort, Sabtu 
(5/9). Sofyan meminta 
penerima menempatkan 
b o o t h  d i  l o ka s i  ya ng 
strategis tanpa mengambil 
ruang yang seharusnya 
digunakan pejalan kaki 
m a u p u n  k e n d a r a a n . 
Menurut dia, sejumlah 
booth yang sudah berdiri 
di jalan utama justru mulai 
menggunakan trotoar 
dan area jalan. Kondisi 
tersebut dinilai berpotensi 
mengganggu fungsi fasilitas 
pu b l i k .  “ Ka m i  i mbau 
agar penempatannya di 
titik strategis dan tidak 
m e n g g a n g g u  f u n g s i 
jalan. Saya perhatikan 
di beberapa jalan utama 
sudah ada booth yang 
memanfaatkan media 
jalan dan trotoar. Ini tentu 
mengganggu pejalan kaki 
dan lalu lintas. Hal itu yang 
kita tata,”  ujar Sofyan.

B u k a n  h a n y a  s o a l 
lokasi, Pemkab Gorontalo 
j u g a  m e m b a t a s i 
perubahan bentuk booth. 
Penerima bantuan tidak 
diperbolehkan mengubah 
booth portable menjadi 
bangunan per manen. 
M o d i f i k a s i  m a s i h 
diperbolehkan sepanjang 
hanya berkaitan dengan 

identitas usaha, seperti 
penambahan merek atau 
nama dagang.  “Kalau 
hanya menambah merek 
usaha tidak masalah. 

Yang tidak boleh adalah 
m e n a m b a h  s t r u k t u r 
l a y a k n y a  b a n g u n a n 
p e r ma n e n .  B o o t h  i n i 
didesain portable agar bisa 
didorong. Kalau ditambah 
bangunan baru, nantinya 
tidak bisa dipindah lagi,”  
jelas Sofyan. Bantuan tahap 
kedua ini memperluas 
program yang sebelumnya 
menyasar pelaku usaha 
d i  k a w a s a n  M e n a r a 
Limboto.

D e n g a n  f a s i l i t a s 
ters ebut,  p emer intah 
daerah ingin memperkuat 
aktivitas ekonomi UMKM 
di tingkat kecamatan. 
Namun, ekspansi usaha itu 
dibarengi penataan agar 
aktivitas perdagangan tidak 
berujung pada penguasaan 
ruang publik. 

Pesannya sederhana: 
UMKM boleh tumbuh, 
tetapi trotoar tetap milik 
pejalan kaki dan jalan 
tetap untuk lalu lintas. 
Penyerahan bantuan turut 
dihadiri  Wakil  Bupati 
Gorontalo Tonny S. Junus 
dan Ketua DPRD Gorontalo 
Zul�kar Usira. (adv) 

BAGIKAN BOOTH UMKM

Bupati : Jangan 
Ganggu Trotoar 

(FOTO: DOK-DISKOMINFO)

Foto bersama penyerahan bantuan fasilitas usaha berupa booth portable tahap kedua kepada pelaku UMKM di seluruh kecamatan, dihadiri 
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo. 

Hari Pelanggan Nasional   

Honda Hadirkan Kejutan Spesial untuk Konsumen 

(FOTO: DOK-HONDA/DAW) 

KEJUTAN HONDA - Honda bersama seluruh jaringan 
main dealer memberikan kejutan spesial bagi konsumen 
pada peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026.

DUNGALIYO - Jalan utama 
Desa Kaliyoso, Kecamatan 
D u n g a l i y o ,  K a b u p a t e n 
Gorontalo, Minggu (6/9/2026) 
pagi, berubah menjadi lintasan 
ribuan pelari. Jaton Fun Run 
5,8K tak sekadar mengajak 
warga berolahraga, tetapi 
membawa peserta masuk ke 
dalam denyut budaya Jawa 
Tondano (Jaton).

Ribuan peserta dari berbagai 
kalangan ambil bagian dalam 
ajang yang menjadi rangkaian 
Festival Jaton tersebut. Wakil 
Bupati Gorontalo Tonny S. 
Junus melepas peserta dengan 
mengibarkan bendera start. 
Anak-anak hingga peserta 
dewasa ikut memeriahkan 
lomba. Namun, ada satu hal 
yang membuat Jaton Fun Run 
berbeda dari gelaran lari pada 
umumnya. Setelah menempuh 
rute 5,8 kilometer, peserta 
tidak hanya menunggu medali 
atau hadiah. Aneka kue khas 
Jaton dibagikan gratis oleh 
panitia kepada peserta dan 
warga. Olahraga pun bertemu 
kuliner dan budaya. Festival 
Jaton menjadikan lintasan lari 
sebagai pintu masuk untuk 

memperkenalkan tradisi serta 
kekayaan kuliner masyarakat 
keturunan Jawa Tondano yang 
telah menjadi bagian dari 
kehidupan sosial masyarakat 
Gorontalo.

Antusiasme peserta terlihat 
sejak garis start hingga rangkaian 
kegiatan berakhir. Gelaran ini 
kemudian ditutup Sekretaris 
Daerah Kabupaten Gorontalo 
Sugondo Makmur. Penutupan 
ditandai dengan penyerahan 

medali, piagam, dan bonus 
kepada para pemenang. Panitia 
juga menyiapkan kejutan lain 
berupa pengundian doorprize 
utama satu unit sepeda motor 
listrik.

Bagi pemerintah daerah, Jaton 
Fun Run dinilai memiliki potensi 
untuk terus dikembangkan 
k a r e n a  m e n g g a b u n g k a n 
olahraga dengan kekuatan 
budaya dan potensi desa. 
Wakil Bupati Tonny S. Junus 

menyebut tingginya partisipasi 
masyarakat menunjukkan 
kegiatan semacam ini memiliki 
ruang untuk menjadi agenda 
tahunan.

“Antusiasme masyarakat luar 
biasa. Kami berharap kegiatan 
i n i  d a p a t  t e r u s  m e n ja d i 
momentum tahunan untuk 
mempererat tali silaturahmi 
dan kebersamaan antarwarga,”  
ujar Tonny. 

Sementara itu, Sugondo 
Makmur menilai kolaborasi 
antara panitia, masyarakat, 
dan sponsor menjadi salah 
satu kekuatan penyelenggaraan 
k e g i a t a n .  Ia  m e n d o ro n g 
olahraga tidak berhenti sebagai 
kegiatan seremonial, tetapi 
menjadi bagian dari kebiasaan 
masyarakat.

Jaton Fun Run 5,8K pada 
a k h i r n y a  m e n a w a r k a n 
formula sederhana: lari untuk 
kebugaran, kue Jaton untuk 
pengalaman rasa, dan budaya 
sebagai identitas. Dari Kaliyoso, 
Festival Jaton menunjukkan 
bahwa tradisi tidak harus 
dipajang di panggung. Ia bisa 
dibawa berlari bersama ribuan 
orang.(adv)

SUZUKI CARRY FUTURA 
1.5 PU 3 WAYS 2018 PUTIH 
DM8180EA, HONDA-BEAT-

FI CW 2016 PUTIH BIRU 
DM2937JD, HONDA-PCX-

150 2018 PUTIH DM2320DO,
YAMAHA-AEROX-155 VVA 

2023 BIRU DM3842EV,
HONDA-WRV-RS 1.5 AT 

2023 MERAH TUA METALIK 
DM1504CB, SUZUKI CARRY 
FUTURA 1.5 PU 2013 HITAM 

DM8079DA
Hubungi :

0435 828080

JUAL MOBIL/MOTOR

Sofyan Puhi

Jaton Fun Run,  Ribuan Pelari Serbu Kaliyoso

(FOTO: DOK-DISKOMINFO) 

KABGOR SEHAT - Pelepasan peserta Jaton Fun Run dilakukan 
Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus, ditandai dengan pengibaran 
bendera start di jalan utama Desa Kaliyoso, Ahad (6/9). 
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Pengawasan MBG Diminta Diperketat

G O R O N T A L O - G P - 
Momentum Ramadan 
d i m a n f a a t k a n  p a r a 
politisi di Kota Gorontalo 
u n t u k  m e m p e r e r a t 
silaturahmi. Lembaga 
Sw a d ay a  Ma s y a ra k a t 
(LSM) Yaphara menggelar 
bu ka  pu a sa  b e r sa ma 
y a n g  d i h a d i r i  l i n t a s 
partai dan tokoh politik 
di Hotel Grand Q, Kamis 
(5/3/2026). 

Memasuki  har i  ke-
15 Ramadan, kegiatan 
tersebut dinilai menjadi 
ruang yang tepat untuk 
m e rawat  ko mu n i k a s i 

politik yang sehat. Selain 
buka puasa bersama, 
p e r t e m u a n  i t u  j u g a 
menjadi wadah bertukar 
gagasan demi kemajuan 
Kota Gorontalo ke depan. 
Ketua Dewan Perwakilan 
R a k y a t  D a e r a h  Ko t a 
(Dekot) Gorontalo, Irwan 
Hunawa, mengapresiasi 
inisiatif Yaphara yang 
berhasil mempertemukan 
seluruh politisi dalam 
s u a s a n a  p e n u h 
keakraban.

“ A l h a m d u l i l l a h 
semua bisa hadir.  Ini 
langkah awal yang baik 

u n t u k  m e n y a t u k a n 
ide dan gagasan bagi 
p e r k e m b a n g a n  K o t a 
Gorontalo,” ujar Irwan.

Menurutnya, dinamika 
dan perbedaan pendapat 
dalam politik merupakan 
hal yang lumrah. 

Namun,  perbedaan 
t e r s ebu t  t i d a k  b o l e h 
berkembang menjadi 
konflik berkepanjangan 
apalagi menimbulkan 
dendam.

Ia menegaskan, politik 
harus dijalankan secara 
dewasa dan profesional. 
K e t i k a  p e r d e b a t a n 

selesai, maka hubungan 
persaudaraan harus tetap 
terjaga. 

“Politik ya politik. Beda 
pendapat itu biasa. Jangan 
sampai  ada dendam, 
karena itu hanya akan 
menjadi penyakit batin,” 
tegasnya.

I r w a n  b e r h a r a p , 
silaturahmi seperti ini 
dapat terus dilaksanakan 
secara berkelanjutan. 
Dengan komunikasi yang 
terjaga, suasana politik 
yang kondusif diyakini 
akan berdampak positif 
terhadap pembangunan 
dan pelayanan kepada 
m a s y a r a k a t  d i  K o t a 
Gorontalo. (Adv)

G O R O N T A L O - G P 
-  P r o g r a m  G e r a k a n 
K e b e r s i h a n  y a n g 
dicanangkan Pemerintah 
Kota Gorontalo mendapat 
dukungan dari Anggota 
D e w a n  P e r w a k i l a n 
R a k y a t  D a e r a h  Ko t a 
( D e k o t )   G o r o n t a l o, 
Alwi Lapananda yang 
menyatakan siap untuk 
mendukung sekaligus 
mengawal pelaksanaan 
program tersebut agar 
berjalan maksimal dan 
berkelanjutan.

M e n u r u t  A n g g o t a 
K o m i s i  I  D e k o t  i t u , 
g e r a k a n  k e b e r s i h a n 
menjadi gebrakan baru 
yang membawa semangat 
perubahan dalam menjaga 

kebersihan di seluruh 
wilayah Kota Gorontalo. 
Ia  menilai  kebi jakan 
y a n g  d i i n i s i a s i  Wa l i 
Kota Gorontalo, Adhan 
Dambea, patut mendapat 
dukungan penuh dari 

seluruh unsur pemerintah 
maupun masyarakat.

“ K a m i  d i  D e w a n 
Perwakilan Rakyat Daerah 
tentu mendukung penuh 
kebijakan Pak Wali Kota. 
Ini semangat baru bagi 
para petugas kebersihan 
s e b a g a i  b a g i a n  d a r i 
gerakan besar menjaga 
wajah Kota Gorontalo,” 
ujar Alwi,   Legislator 
muda partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu 
menjelaskan, program 
k e b e r s i h a n  t e r s e b u t 
s e b e l u m n y a  d i k e n a l 
dengan sebutan pasukan 
kuning. Kini,  melalui 
perubahan nama menjadi 
G erakan Kebersihan, 
p e m e r i n t a h  i n g i n 

menghadirkan identitas 
dan spirit baru yang lebih 
luas serta partisipatif.

“Perubahan nama ini 
bukan hanya simbolik, 
t e t a p i  m e m p e r k u a t 
identitas dan semangat 
baru bagi para petugas 
k e b e r s i h a n  s e b a g a i 
bagian dari gerakan besar 
m e n ja g a  w aja h  Ko t a 
Gorontalo,” jelasnya.

Alwi menambahkan, 
keberhasilan program ini 
sangat bergantung pada 
sinergi  semua pihak, 
mulai dari pemerintah 
k o t a ,  c a m a t ,  l u r a h , 
hingga masyarakat di 
t i n g k a t  l i n g k u n g a n . 
Tanpa keterlibatan aktif 
seluruh elemen, gerakan 

tersebut dikhawatirkan 
hanya menjadi slogan 
s e m a t a .  K a r e n a  i t u , 
pihaknya memastikan 
akan menjalankan fungsi 
p e n g a w a s a n  u n t u k 
memastikan program 
berjalan efektif, termasuk 
dari sisi penganggaran 
dan pelaksanaannya di 
lapangan.

“ Ka l au  i n i  d i k awa l 
b e r s a ma,  mu l a i  d a r i 
p e m e r i n t a h  k o t a , 
kecamatan, kelurahan 
hingga masyarakat, saya 
optimistis wajah Kota 
Gorontalo akan semakin 
bersih dan tertata. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
siap mendukung,” pungkas 
Alwi. (Adv)

Irwan Hunawa Apresiasi Silaturahmi Yaphara Politik

Alwi Komitmen Awasi Program Kebersihan Kota

Dekot Tekankan 
Peran Dinas 
Pangan dan Dinas 
Kesehatan Jaga 
Standar Gizi

G O R O N T A L O -
G P -  P e l a k s a n a a n 
program Makan Bergizi 
Gratis (MBG) di Kota 
Gorontalo diminta tidak 
hanya berjalan secara 
administratif, tetapi juga 
diawasi secara ketat dari 
sisi kualitas dan standar 
gizi. Hal ini disampaikan 
saat rapat Panitia Khusus 
(Pansus) III bersama 
OPD Pemerintah Kota 
(Pemkot) Gorontalo. 

 Ketua Pansus III, Totok 
Bachtiar mengatakan, 
dalam skema pelaksanaan 
MBG terdapat pihak 
penyedia dapur, yayasan 
y a n g  m e n y i a p k a n 
gedung dan peralatan, 
serta Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) 
yang bertugas mengelola 
dan memasak makanan. 
Karena itu, pengawasan 
m e n ja d i  ku n c i  a g a r 
tujuan program benar-
benar tercapai.

“Peran Dinas Pangan 
dan Dinas Kesehatan 
di sini sangat penting. 
Yang pertama diawasi 
adalah ketersediaan 
p a n g a n n y a ,  k e d u a 
kualitas makanannya. 
Apakah benar-benar 
memenuhi standar gizi 
atau tidak,” ujar Totok 

L a n j u t  d i r i n y a 
menegaskan,  jangan 
s a m p a i  p e m e r i n t a h 
menggulirkan program 
makan bergizi  gratis 
k e p a d a  ma s ya ra k at , 
tetapi kualitas makanan 
yang diberikan tidak 
terkontrol. Menurutnya, 
m e m a s t i k a n  m u t u 
dan kandungan gizi 
m e r u p a k a n  b a g i a n 
dari  tanggung jawab 
organisasi perangkat 
daerah teknis. Apalagi 
p r o g r a m  M B G 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Meski 
b e r a s a l  d a r i  p u s a t , 
p e l a k s a n a a n n y a  d i 
daerah tetap menjadi 
o b j e k  p e n g a w a s a n 
legislatif. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah memiliki fungsi 
pengawasan terhadap 
penggunaan anggaran, 
baik yang bersumber dari 
APBN maupun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).

“Penggunaan dana 
tetap harus diawasi. 
Te r m a s u k  p r o g r a m 
MBG ini.  Kami akan 
mengecek dapur-dapur 
yang ada, memastikan 
apakah sudah sesuai 
s t a n d a r,  b a g a i m a n a 
j a m  d i s t r i b u s i n y a , 
d a n  b a g a i m a n a 
pengelolaannya oleh 
SPPG,” tegasnya.

I s u  k u a l i t a s  M B G 
sendiri sempat mencuat 
di media sosial, termasuk 
laporan terkait makanan 
yang dinilai tidak layak. 
Hal tersebut, menurut 
Totok, harus menjadi 
perhatian serius agar tidak 
terjadi kembali. Beberapa 
aduan juga diterima 
dari daerah pemilihan 
Hulonthalangi. Dari dapil 
tersebut, ia mengaku 
telah turun langsung 
melakukan pengecekan 
guna mengetahui sumber 
persoalan.“Dari informasi 
y a n g  k a m i  p e ro l e h, 
persoalannya berada 
pada SPPG, bukan pada 
penyedia dapur. Yayasan 
ha nya  m e nye d i a ka n 
gedung dan peralatan, 
sedangkan pengelolaan 
bahan makanan dan 
p r o s e s  m e m a s a k 
dilakukan oleh SPPG. Di 
situlah letak yang perlu 
mendapat perhatian,” 
jelasnya.

Ia menilai langkah 
P e m e r i n t a h  K o t a 
Gorontalo melalui wali 
kota yang telah menyurat 
langsung kepada Presiden 
terkait persoalan MBG 
merupakan respons yang 
tepat. Ke depan, Dewan 
P e r w a k i l a n  R a k y a t 
Daerah Kota Gorontalo 
m e m a s t i k a n  a k a n 
melakukan pengecekan 
l a n j u t a n ,  t e r m a s u k 
memastikan ketersediaan 
dapur dan jumlah siswa 
yang terlayani,  agar 
program MBG benar-
benar berjalan sesuai 
standar dan memberikan 
manfaat optimal bagi 
masyarakat. (Adv)

Irwan Hunawa 

Alwi Lapananda

(F. DIYANTI/GORONTALO POST)

Rapat Pansus III bersama OPD Pemkot di Aula I Dekot, Selasa (3/3/2026). 

Warga Diminta Waspadai 
Kekeringan dan Karhutla

G O R O N T A L O -
G P -  P e n i n g k a t a n 
m u t u  p e n d i d i k a n 
d i  Ko t a  G o r o n t a l o 
m e m b u t u h k a n 
p e r h a t i a n  d a n 
keterlibatan seluruh 
pihak.  Tidak hanya 
m e n j a d i  t a n g g u n g 
jaw ab  p e m e r i nt a h, 
kualitas pendidikan 
juga membutuhkan 
d u ku nga n  s e ko la h, 
t e n a g a  p e n d i d i k , 
o r a n g  t u a ,  h i n g g a 
masyarakat.

H a l  t e r s e b u t 
d i n i l a i  p e n t i n g 
u n t u k  m e m a s t i k a n 
setiap peserta didik 
m e n d a p a t k a n 
layanan pendidikan 
yang layak sekaligus 
memiliki kemampuan 
u ntu k  m e ng ha d ap i 
perkembangan zaman. 
A n g g o t a  D e w a n 
P e r w a k i l a n  R a k y a t 
Daerah Kota (Dekot) 
G o r o n t a l o ,  R o l i s 
Helingo, mengatakan 
pendidikan merupakan 
s a l a h  s a t u  f o n d a s i 
p e n t i n g  d a l a m 
membangun kualitas 
sumber daya manusia. 
Karena itu, peningkatan 
mutu pendidikan harus 
m e n ja d i  p e r h a t i a n 
yang dilakukan secara 

berkelanjutan.
“Mutu pendidikan 

h a r u s  t e r u s 
ditingkatkan. Anak-
a n a k  k i t a  a d a l a h 
investasi masa depan 
daerah. Karena itu, 
p e m e r i n t a h  h a r u s 
memastikan kualitas 
guru, fasilitas belajar, 
dan sistem pendidikan 
m a m p u  m e n j a w a b 
tantangan zaman,” ujar 
Rolis.

M e n u r u t n y a , 
peningkatan kualitas 
p e n d i d i k a n  t i d a k 
dapat hanya diukur 
dari pembangunan dan 
ketersediaan gedung 
sekolah. Aspek yang 
tidak kalah penting 
adalah kualitas tenaga 
p e n d i d i k ,  m e t o d e 

p e m b e l a j a r a n , 
l ingkungan sekolah 
serta pembentukan 
karakter peserta didik.

Gur u,  kata  Rol is, 
memiliki peran penting 
dalam menentukan 
kualitas pembelajaran. 
Karena itu, peningkatan 
komp e te nsi  te naga 
p e n d i d i k  p e r l u 
terus dilakukan agar 
m a m p u  m e n g i k u t i 
p e r k e m b a n g a n 
i l m u  p e n g e t a h u a n 
dan teknologi serta 
k e b u t u ha n  p e s e r t a 
didik.

Di sisi lain, fasilitas 
pendidikan juga perlu 
mendapat perhatian. 
Ketersediaan ruang 
belajar  yang layak, 
s a r a n a  p e n d u ku n g 
pembelajaran hingga 
f a s i l i t a s  t e k n o l o g i 
d i n i l a i  d a p a t 
m e n u n j a n g  p r o s e s 
belajar mengajar.

“ J a n g a n  s a m p a i 
ki ta  hanya melihat 
pendidikan dari sisi 
fisik. Gedung sekolah 
memang penting, tetapi 
yang lebih utama adalah 
b a g a i m a n a  a n a k -
anak mendapatkan 
p e m b e l a j a r a n 
y a n g  b e r k u a l i t a s ,” 
jpungkasnya. (Adv)

Kualitas Pendidikan Kota 
Gorontalo Jadi Perhatian

(F. ISTIMEWA) 

Dokumentasi rapat kerja Dekot yang digelar di Aula I. 

Supriadi Imbau 
Hemat Air 
dan Hindari 
Pembakaran Lahan

G O R O N T A L O - G P - 
Penetapan status darurat 
siaga bencana kekeringan 
s er ta  kebakaran hutan 
d a n  l a h a n  ( k a r h u t l a ) 
d i  P rov i n s i  G o ro n t a l o 
menjadi perhatian Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota (Dekot) Gorontalo. 
Ko n d i s i  ke ma rau  ya ng 
diperkirakan lebih panjang 
dan kering dibandingkan 
kondisi normal dinilai perlu 
diantisipasi sejak dini.

A n g g o t a  K o m i s i  I 
Dekot, Supriadi Lameo, 
mengatakan penetapan 
status tersebut merupakan 
l a n g k a h  a n t i s i p a s i 
m e n g h a d a p i  p o t e n s i 
kekeringan berkepanjangan. 
Menurutnya, kondisi cuaca 
saat  ini  perlu menjadi 
perhatian bersama, terlebih 
dengan adanya potensi 
fenomena El Niño yang 
dapat memengaruhi pola 
cuaca dan meningkatkan 
risiko kekeringan.

“Informasi BMKG, potensi 
f e n o m e n a  E l  Ni ñ o  i n i 
berdampak terhadap siklus 
iklim kering dan potensi 
kekeringan berkepanjangan 
hingga November 2026 
mendatang,” kata Supriadi.

M e n g h a d a p i  k o n d i s i 
t e r s e b u t ,  S u p r i a d i 
mengimbau masyarakat 
K o t a  G o r o n t a l o 
menggunakan air bersih 
secara bijak. Masyarakat juga 
diminta memaksimalkan 
penampungan air sebagai 
persiapan apabila terjadi 
keterbatasan pasokan.

Selain ketersediaan air, 
kebersihan sumber air 
juga perlu diperhatikan. Ia 
mengingatkan masyarakat 
a g a r  t i d a k  m e l a ku k a n 
aktivitas yang berpotensi 
mencemari sumber air, 
terutama ketika ketersediaan 
air bersih mulai terbatas.

“G u n a k a n  a i r  b e r s i h 
secara bijak, maksimalkan 
penampungan air, serta jaga 
kebersihan dan keamanan 

sumber-sumber air dari 
pencemaran,” imbau ketua 
Fraksi Gerindra ini.

Di  sisi  lain,  Supriadi 
m e m i n t a  m a s y a r a k a t 
meningkatkan kewaspadaan 
terhadap potensi karhutla. 
Kondisi kemarau yang lebih 
kering membuat  lahan 
dan vegetasi lebih mudah 
terbakar.

Ka re na  i tu ,  b e r b aga i 
aktivitas yang berpotensi 
memicu kebakaran harus 
d i h i n d a r i .  Te r m a s u k 
membuka lahan dengan cara 
membakar, membersihkan 
k e b u n  m e n g g u n a k a n 
api, maupun membakar 
sampah.

“Warga dilarang membuka 
lahan, membersihkan kebun, 
maupun membuang sampah 
d e n g a n  c a r a  d i b a k a r,” 
tegasnya.

S u p r i a d i  m e n i l a i 
pencegahan harus dilakukan 
sejak dini. Sebab, kebakaran 
yang bermula dari aktivitas 
masyarakat dapat dengan 
cepat meluas ketika kondisi 
lahan dan vegetasi dalam 
keadaan kering.

Ia berharap masyarakat 
tidak hanya mengandalkan 
l a n g k a h  p e n a n g a n a n 
dari pemerintah, tetapi 
t u r u t  b e r p e r a n  d a l a m 
m e n c e g a h  t e r j a d i n y a 
b e n ca na.  Me nu r u t nya, 
menjaga ketersediaan air 
dan mencegah kebakaran 
merupakan tanggung jawab 
bersama.

Dengan kewaspadaan 
dan partisipasi masyarakat, 
dampak musim kemarau, 
baik kekurangan air maupun 
potensi karhutla, diharapkan 
dapat ditekan seminimal 
mungkin. (Adv) 

Sahlan Berharap Program 
BSPS Terus Diperluas

GORONTALO - GP - Keberlanjutan program 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS) dinilai penting untuk terus diperluas. 
Pasalnya, program tersebut terbukti membantu 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 
memperoleh hunian yang lebih layak, aman, 
dan sehat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Sahlan 
Tapulu mengatakan sebelumnya dirinya telah 
meninjau langsung pelaksanaan program BSPS 
di Kecamatan Kota Timur. Dari pemantauan 
menunjukkan pelaksanaan BSPS di wilayah 
tersebut berjalan dengan baik dan memberikan 
dampak nyata bagi masyarakat penerima 
manfaat.

“Program BSPS ini sangat memberikan 
manfaat kepada masyarakat. Kita bisa lihat 
langsung seperti di Kecamatan Kota Timur, 
bagaimana masyarakat penerima manfaat 
bersyukur atas program BSPS tersebut,” 
ujarnya, Jum’at (24/7) Ia menjelaskan, BSPS 
memang diprioritaskan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Program tersebut 
bertujuan membantu memperbaiki rumah 
tidak layak huni menjadi rumah yang layak, 
aman, dan sehat. “Kenapa program BSPS 
ini diberikan kepada mereka yang MBR, 
sebab bertujuan untuk memperbaiki rumah 
yang tak layak menjadi layak huni, aman, 
dan sehat,” katanya. Sahlan mengapresiasi 
komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam 
menyukseskan pelaksanaan BSPS hingga 
menjangkau masyarakat yang membutuhkan. 
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan 
DPRD perlu terus diperkuat agar program 
serupa dapat berlanjut dan menjangkau lebih 
banyak penerima manfaat. Ia menegaskan, 
kunjungan lapangan saat reses bukan sekadar 
agenda rutin, tetapi menjadi bagian dari fungsi 
pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan 
program pembangunan di daerah.

“Memastikan pelaksanaan pembangunan 
dengan turun ke lokasi pelaksanaan kegiatan 
adalah upaya kami DPRD untuk mengetahui 
sudah sejauh mana pekerjaan pembangunan 
itu berlangsung, dan kendala apa saja yang 
perlu dicarikan solusi bersama,” ungkapnya.

Menurut Sahlan, hasil reses akan menjadi 
bahan evaluasi  bagi  DPRD terhadap 
pelaksanaan program pemerintah daerah. 
Dengan begitu, setiap program yang dijalankan 
benar-benar memberikan manfaat bagi 
masyarakat.

“Reses ini bukan hanya sekadar dokumentasi 
kinerja atau rutinitas. Tetapi tugas yang 
kami jalankan akan menjadi bahan evaluasi 
terhadap kinerja pemerintah daerah atas 
program kegiatan yang diperuntukkan bagi 
daerah dan masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Supriadi Lameo

Rolis Helingo
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GORONTALO-GP- Dinas Pendidikan 
da n  Kebu d ayaa n  Ko t a  G o ro nt a l o 
mendorong lembaga kursus dan pelatihan 
(LKP) terus memperkuat pendidikan 
berbasis keterampilan. Program pelatihan 
dinilai  perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha 
yang berkembang di masyarakat.

Dorongan itu terlihat dalam kunjungan 
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan 
Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Gorontalo, Ningsih 
Amuja, S.Pd., M.Si., bersama sejumlah staf 
ke LKP Andin.

Dalam kunjungan tersebut, Ningsih 
melihat langsung proses pelatihan 
menjahit Tata Busana yang berlangsung 

di LKP Andin. Ia juga berdialog dengan 
peserta dan instruktur untuk mengetahui 
materi,  proses pembelajaran serta 
pengalaman peserta selama mengikuti 
pelatihan.

Penguatan pendidikan nonformal 
dinilai penting karena tidak hanya 
member ikan pengetahuan,  tetapi 
juga keterampilan praktis yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja 
maupun mengembangkan usaha secara 
mandiri.

Ketua Yayasan Putra Putri Kebangsaan, 
Dr. Ir. Trifandi Lasalewo, S.T., M.T., 
mengatakan pendidikan keterampilan 
harus memberikan manfaat yang bisa 
diterapkan dalam kehidupan nyata.

“Kami ingin pendidikan tidak berhenti 
pada pengetahuan, tetapi juga memberikan 
keterampilan yang bisa digunakan dalam 
kehidupan nyata. Karena itu, pelatihan 
menjahit ini diharapkan menjadi bekal 
bagi peserta untuk bekerja maupun 
mengembangkan usaha secara mandiri,” 

ujar Trifandi.
M e n u r u t n y a ,  p e m b i n a a n  d a n 

monitoring pemerintah daerah terhadap 
LKP diperlukan untuk menjaga kualitas 
penyelenggaraan pelatihan. Masukan dari 
pemerintah juga penting agar program 
yang dijalankan tetap relevan dengan 
kebutuhan masyarakat.

“Sinergi seperti ini penting. Lembaga 
kursus membutuhkan pembinaan 
dan masukan dari pemerintah agar 
program yang dilaksanakan benar-benar 
memberikan manfaat dan memiliki 
kualitas yang baik,” katanya.

Pelatihan menjahit Tata Busana di LKP 
Andin merupakan bagian dari Program 
Pendidikan Kecakapan Wirausaha 
(PKW) dengan dukungan pendanaan 
dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, 
Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Kemendikdasmen).

Program tersebut diarahkan untuk 
membekali peserta dengan keterampilan 
yang dapat dikembangkan menjadi 

kegiatan produktif maupun peluang 
usaha. Peserta tidak hanya belajar teknik 
menjahit, tetapi diharapkan mampu 
memanfaatkan keterampilan tersebut 
setelah pelatihan selesai.

Trifandi menilai keberhasilan pelatihan 
tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan 
peserta mengikuti proses pembelajaran. 
H a l  y a n g  l e b i h  p e n t i n g  a d a l a h 
keberlanjutan pemanfaatan keterampilan 
untuk memperoleh penghasilan.

“Yang paling penting adalah bagaimana 
keterampilan yang diperoleh peserta 
dapat dikembangkan setelah pelatihan 
selesai. Mereka harus memiliki keberanian 
untuk memanfaatkan keterampilan itu, 
baik untuk bekerja maupun menciptakan 
usaha sendiri,” jelasnya.

LKP Andin juga memberikan kesempatan 
kepada penyandang disabilitas untuk 
mengikuti pelatihan menjahit. Langkah 
tersebut menjadi bagian dari upaya 
memperluas akses masyarakat terhadap 
pendidikan keterampilan.

“Setiap orang memiliki  potensi. 
Yang dibutuhkan adalah kesempatan, 
pendampingan, dan lingkungan yang 
mendukung. Karena itu, masyarakat 
penyandang disabilitas juga harus 
diberikan ruang untuk belajar dan 
mengembangkan keterampilan,” ujarnya. 
Ia berharap pelatihan yang diberikan 
dapat meningkatkan kepercayaan diri 
peserta sekaligus menjadi modal menuju 
kemandirian ekonomi.

LKP Andin telah berdiri sejak 2003 
dan beralamat di Jalan Meranti Nomor 
6, Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota 
Selatan, Kota Gorontalo. Selama lebih dari 
dua dekade, lembaga tersebut bergerak 
dalam penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan keterampilan.

T r i f a n d i  m e n g a t a k a n ,  Ya y a s a n 
Putra Putri Kebangsaan akan terus 
mendorong pengembangan pendidikan 
yang menghubungkan pengetahuan, 
keterampilan, kompetensi kerja dan 
kewirausahaan.(Tr-76)

Dikbud Dorong LKP Perkuat Keterampilan Warga

KUNKER KOMISI III

Awasi Proyek Pengendalian Banjir
PUNCAK BOTU -GP- Pimpinan dan Anggota 

Komisi III Deprov Gorontalo melakukan monitoring 
lapangan terhadap penyelesaian proyek pengendalian 
banjir Sungai Bone di Kecamatan Suwawa Tengah, 
Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (5/9/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari 
fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan 
proyek strategis,  khususnya pembangunan 
infrastruktur yang diharapkan mampu meminimalisir 
risiko banjir yang selama ini terjadi di kawasan aliran 
Sungai Bone.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi III 
didampingi langsung Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Sungai dan Pantai II Balai Wilayah Sungai 
(BWS) Sulawesi II Gorontalo, Abd. Hamid Muhudin, 
S.T.

Berdasarkan penjelasan pihak BWS Sulawesi 
II Gorontalo, proyek senilai Rp 12 miliar tersebut 
mencakup sejumlah pekerjaan utama, di antaranya 
pembangunan parapet, penguatan tebing sungai, 
pembangunan saluran, jalan inspeksi, serta 
pembuatan pintu air.

Seluruh item pekerjaan dilaporkan telah mencapai 
progres 100 persen. Bahkan, secara administratif, 
kontraktor pelaksana telah menyerahkan hasil 
pekerjaan kepada pengguna jasa pada 3 September 
2026.

Penyelesaian tersebut tercatat satu hari lebih cepat 
dari batas akhir kontrak yang dijadwalkan berakhir 
pada 4 September 2026.

Ketua Komisi III Espin Tulie, memberikan apresiasi 
terhadap kinerja pihak BWS Sulawesi II Gorontalo 
bersama kontraktor pelaksana yang mampu 
menyelesaikan pekerjaan sesuai target, bahkan lebih 
cepat dari jadwal.

Menurut Espin, proyek yang dilaksanakan dalam 
waktu empat bulan tersebut diharapkan tidak hanya 
memberikan manfaat dari sisi pengendalian banjir, 
tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi bagi 
masyarakat sekitar.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja seluruh pihak 
terkait. Selain berharap dampak banjir di kawasan 
Suwawa Tengah dapat segera teratasi, kami juga 
melihat dampak positif lainnya. Infrastruktur jalan 
inspeksi dan tanggul yang dibangun kini mulai 
dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat wisata 
baru,” ujar Espin.

Ia menambahkan, pemanfaatan infrastruktur 
oleh masyarakat menjadi dampak positif yang patut 
didorong. “Infrastruktur tidak hanya berfungsi 
sebagai pengendali bencana, tetapi juga mampu 
menghidupkan perekonomian masyarakat setempat. 
Dampak ganda seperti inilah yang kami harapkan,” 
lanjutnya. Dalam monitoring tersebut, Komisi 
III juga menerima aspirasi dari Pemerintah Desa 
Lompotoo terkait keberlanjutan pembangunan 
tanggul pengendali banjir.

Kepala Desa Lompotoo menyampaikan harapan 
agar pembangunan tanggul yang saat ini telah 
mencapai panjang sekitar 971 meter dapat dilanjutkan 
dan diperpanjang sekitar 1.000 hingga 2.000 meter.

Perpanjangan tanggul tersebut dinilai penting 
untuk memperluas perlindungan terhadap kawasan 
permukiman warga dari potensi banjir sekaligus 
mengoptimalkan fungsi pengendalian Sungai Bone. 
(rmb)

Pelatihan Harus 
Selaras Kebutuhan 

Dunia Kerja

Kunjungan 
Komisi III

Deprov 
Gorontalo 

mengawasi 
proyek 

pengendalian 
banjir sungai 

Bone di 
Kecamatan 

Suwawa 
Tengah, 

Bonbol, Sabtu 
(5/9).

PUNCAK BOTU -GP- Komisi II Deprov 
Gorontalo melakukan kunjungan ke 
sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten 
Pohuwato, Sabtu (5/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian 
dari agenda Komisi II DPRD Provinsi 
Gorontalo untuk memantau secara langsung 
kondisi ketersediaan dan distribusi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah 
di Provinsi Gorontalo.

Da l a m  ku n ju n ga n  ke  Kab u p at e n 
Pohuwato, hadir Anggota Komisi II DPRD 
Provinsi Gorontalo Limonu Hippy, H. 
Suyuti, dan Venny Anwar.

Anggota Komisi  II  tersebut turun 
langsung ke lapangan untuk melihat kondisi 
pelayanan di SPBU, termasuk antrean 
kendaraan, ketersediaan BBM, serta berbagai 
persoalan yang dihadapi masyarakat dalam 
mendapatkan bahan bakar.

Anggota Komisi II  Limonu Hippy, 
mengatakan antrean panjang yang terjadi 
di sejumlah SPBU perlu mendapat perhatian 
serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Menurut Limonu, salah satu faktor yang 
memengaruhi terjadinya antrean adalah 
adanya pengurangan kuota BBM harian di 
sejumlah SPBU. Dalam kondisi tertentu, 
kuota yang sebelumnya mencapai 16 
kiloliter (KL) per hari berkurang menjadi 
8 KL. Sementara SPBU yang sebelumnya 
mendapatkan 24 KL, kini hanya sekitar 16 
KL per hari.

Di sisi lain, jumlah kendaraan yang 
membutuhkan BBM terus mengalami 
peningkatan.

“Data Samsat triwulan III menunjukkan 
adanya peningkatan jumlah kendaraan 
yang menggunakan BBM. Kalau kendaraan 
bertambah sementara kuota BBM berkurang, 

tentu kebutuhan masyarakat tidak akan 
seimbang dan akhirnya menimbulkan 
antrean panjang,” ujar Limonu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, 
Komisi II  DPRD Provinsi Gorontalo 
mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo 
untuk membentuk Satgas Pengawasan 
Distribusi BBM yang melibatkan lintas 
instansi. Satgas tersebut diharapkan 
melibatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo, 
Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, TNI, 
Polri, serta Kejaksaan. Menurut Limonu, 
pengawasan bersama diperlukan untuk 
memastikan pendistribusian BBM berjalan 
sesuai ketentuan sekaligus mencegah 
adanya praktik penimbunan maupun 
pelangsiran oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab.

Komisi II juga meminta BPH Migas 
menambah alokasi kuota BBM untuk 
Provinsi Gorontalo, mengingat kebutuhan 
masyarakat terus meningkat. Selain itu, 
Komisi II mendorong percepatan operasional 
SPBU baru, khususnya di wilayah Marisa, 
Kabupaten Pohuwato. Kehadiran SPBU 
baru dinilai dapat membantu mengurai 
antrean serta memperluas akses masyarakat 

terhadap BBM. “Kami mendorong agar 
perizinan dan kuota dari BPH Migas untuk 
SPBU baru, khususnya di Marisa, dapat 
segera diselesaikan sehingga bisa beroperasi. 
Ini penting untuk membantu mengurai 
antrean yang terjadi,” jelasnya.

Komisi II juga mengingatkan pemilik 
dan pengelola SPBU agar memastikan 
BBM disalurkan secara tepat sasaran. 
Pengisian berulang atau pelangsiran 
yang dilakukan untuk kemudian menjual 
kembali BBM dengan harga tinggi harus 
menjadi perhatian serius. Pasalnya, 
kondisi kelangkaan dan antrean BBM turut 
berdampak pada meningkatnya harga BBM 
di tingkat eceran.

Komisi II menemukan laporan harga 
BBM eceran di luar SPBU yang mencapai 
Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per liter. Bahkan 
di Kecamatan Taluditi, harga BBM eceran 
dilaporkan mencapai Rp 35.000 hingga 
Rp 50.000 per botol atau liter. “Kondisi ini 
sangat membebani masyarakat. Jangan 
sampai masyarakat yang akhirnya menjadi 
korban. Karena itu, distribusi BBM harus 
diawasi dan dipastikan tepat sasaran,” tegas 
Limonu. (rmb)

Komisi II Soroti Antrean BBM

KUNJUNGAN 
Komisi II
Deprov 
Gorontalo 
mengunjungi 
SPBU di 
Pohuwato.



MOTOGP telah resmi merilis jadwal 
tes pramusim untuk musim 2027, 
yang menandai dimulainya era baru 
dengan mesin 850cc. Pengumuman 
ini sangat penting mengingat adanya 
perubahan regulasi teknis yang akan 
diterapkan, yang diharapkan dapat 
mengubah lanskap balap motor 
kelas premier. Para pembalap 
akan menghadapi tantangan 
besar dalam beradaptasi 
dengan motor generasi 
baru ini.

Perubahan regulasi 
mencakup berbagai 
a s p e k ,  m u l a i 
dari kapasitas mesin hingga 
aerodinamika dan jenis ban yang 
digunakan. Tim dan pembalap 
akan memiliki waktu terbatas 
u nt u k  m e ma ha m i  s e r t a 
mengoptimalkan performa 
motor mereka sebelum musim 
balap resmi dimulai.

Rangkaian tes pramusim ini 
akan menjadi kesempatan pertama 
bagi tim dan pembalap untuk 
menguji prototipe baru di lintasan, 
mengumpulkan data penting, dan 
melakukan penyesuaian yang 
diperlukan. Ini adalah fase penting 
dalam persiapan menyambut 
musim yang penuh dengan inovasi 
dan potensi perubahan peta 
persaingan.

Regulasi Baru 
Menyeluruh untuk 

Musim 2027

Mulai tahun 
2027, kapasitas 

mesin MotoGP 
a k a n  d i ku ra n g i 

dar i  1000cc  menjadi  850cc. 
Perubahan ini menjadi inti dari 
regulasi teknis baru yang bertujuan 
u nt u k  m e m b at a s i  p e r f o r ma 
dan meningkatkan keamanan 
balapan.

Selain itu, aerodinamika motor 
akan dikurangi dan dikontrol 
lebih ketat. Lebar bagian atas 
fairing depan akan 50mm lebih 

sempit, dan hidung fairing akan 
didorong mundur 50mm. Tujuan 
dari pembatasan ini adalah untuk 
m e m i n i ma l k a n  e f e k  n e gat i f 
aerodinamika dan mengembalikan 
ko nt ro l  l eb i h  b e s a r  ke p a d a 
pembalap.

Semua bentuk perangkat 
penyesuaian ketinggian (ride-

height devices) dan holeshot juga 
akan dilarang mulai musim 2027. 

Perubahan ini diharapkan membuat 
start menjadi lebih aman dan 
lebih mengandalkan keterampilan 

pembalap.
M o t o G P  j u g a 

akan menggunakan 
100% bahan bakar 
b e r k e l a n j u t a n , 
m e n i n g k a t  d a r i 
minimal 40% yang telah 

digunakan sejak 2024. Kapasitas 
tangki bahan bakar akan dikurangi 
dari 22 liter menjadi 20 liter untuk 
Grand Prix, dan menjadi 11 liter 
untuk balapan Sprint.

Pirel l i  akan menggantikan 
Michelin sebagai pemasok ban 
tunggal untuk semua tim. Semua 
pabrikan akan memulai era 850cc 
dengan peringkat konsesi B yang sama, 
yang berarti Yamaha dan Honda, yang 
saat ini berada di peringkat D, juga 
harus mengunci desain awal mesin 
2027 mereka.(net)

mengubah lanskap balap motor 
kelas premier. Para pembalap 
akan menghadapi tantangan 
besar dalam beradaptasi 
dengan motor generasi 

dari kapasitas mesin hingga 
aerodinamika dan jenis ban yang 
digunakan. Tim dan pembalap 
akan memiliki waktu terbatas 
u nt u k  m e ma ha m i  s e r t a 
mengoptimalkan performa 
motor mereka sebelum musim 

Mulai tahun 
2027, kapasitas 

mesin MotoGP 

Semua bentuk perangkat 
penyesuaian ketinggian (ride-

height devices) dan holeshot juga 
akan dilarang mulai musim 2027. 

Perubahan ini diharapkan membuat 
start menjadi lebih aman dan 
lebih mengandalkan keterampilan 

digunakan sejak 2024. Kapasitas 
tangki bahan bakar akan dikurangi 
dari 22 liter menjadi 20 liter untuk 
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Garuda Muda Lolos 
Piala Asia 2027

K A L A H K A N  A U S T R A L I A  2 - 0

SABAR Karyaman Gutama/Moh. 
Reza Pahlevi Isfahani tersingkir dari 
China Masters 2026 usai kalah dari 
Nur Mohd Azriyn Ayub/Tan Wee 
Kiong. Wakil Indonesia habis di ajang 
ini.Sabar Karyaman Gutama/Moh 
Reza Pahlevi Isfahanimenghadapi 
Nur Mohd Azriyn Ayub/Tan Wee 
Kiong (Malaysia) di perempat� nal 
China Masters 2026. Pertandingan 
digelar di Court 1 Shenzen Arena, 
Jumat (4/9) malam WIB.Sabar/Reza 
mengawali gim pertama dengan 
kurang baik. Mereka tertinggal 1-5.

Unggulan keenam ini kemudian 
bisa mengejar hingga kedudukan 
sama kuat 6-6. Sabar/Reza bahkan 
b e r b a l i k  m e m i m p i n  d e n g a n 
kedudukan 9-6.Sabar/Reza unggul 
11-8 saat interval. Situasi tapi 
kemudian berubah selepas interval.
Azriyn/Tan tampil agresif hingga 
bikin kembali sama kuat 11-11. 
Pasangan Malaysia mendapatkan 
momentum untuk menjauh. Sabar/
Reza tertinggal 11-14 usai terus 
gagal mendulang angka.Sabar/
Reza berusaha bangkit dengan bisa 
menipiskan jarak angka dengan cuma 
tertinggal satu poin saat kedudukan 
15-16.Namun, setelahnya Azriyn/
Tan bisa terus menjaga keunggulan. 
Sabar/Reza harus kalah 17-21 di gim 
pertama.Sabar/Reza tak mengulangi 
kesalahan di awal gim pertama saat 
memulai gim kedua. Mereka bisa 

unggul 6-2.
Sabar/Reza tapi tak bisa menjaga 

keunggulan hingga Azriyn/Tan bikin 
skor sama kuat 6-6. Sabar/Reza 
berbalik tertinggal 6-10.

Namun, Sabar/Reza dengan baik 
bangkit dengan unggul 11-10 saat 
interval gim kedua. Sabar/Reza 
konsisten menjaga keunggulan 
s e t e l a h  i n t e r v a l . S a b a r / R e z a 
mengamankan gim kedua dengan 
skor 21-16. Laga harus ditentukan di 
gim ketiga.Due berlangsung sengit 
di awal gim ketiga hingga skor 4-4. 
Sabar/Reza sempat unggul 9-6 tapi 
Azriyn/Tan mendulang tiga angka 
beruntun hingga skor kembali 
imbang 9-9.Sabar/Reza unggul tipis 
11-10 di interval gim ketiga. Selepas 
interval, Azriyn/Tan kembali bisa 
menyetarakan angka saat 12-12.

Laga terus ketat hingga 16-16. 
Sabar/Reza bisa mendapatkan dua 
angka untuk unggul 18-16. Pukulan 
terukur Tan di depan net dan 
pengembalian Sabar yang melebar 
bikin kedudukan kembali sama 
kuat saat 18-18.Reza melakukan 
kesalahan serve di poin krusial 
hingga Azriyn/Tan mendapatkan 
match poin. Ganda Indonesia ini 
yang menyangkut di net bikin mereka 
kalah 19-21 di gim ketiga.Sabar/Reza 
tersingkir dari China Masters 2026. 
Tersingkirnya Sabar/Reza bikin wakil 
Indonesia habis di ajang ini.(net)

 Sabar/Reza Out, Wakil 
Indonesia Habis

CHINA MASTERS 2026

Hasil Timnas U20 Indonesia vs 
Australia dalam lanjutan Grup H 

Kuali� kasi Piala Asia U20 2027, 
Minggu (6/9) sore WIB, berakhir 

dengan skor 2-0. Matchday ketiga 
Grup H Kuali� kasi Piala Asia 

U20 2027 Timnas U20 Indonesia 
vs Australia berlangsung di 

Stadion Lao National Stadium, 
KM16, Laos. Kemenangan 

Timnas U20 Indonesia atas 
Australia didapatkan berkat 

gol � eodore Leeming (28’) dan 
Amar Brkic (90+1’). 

Hasil tersebut membuat Timnas 
U20 Indonesia finis sebagai 
pemuncak klasemen Grup H 
Kualifikasi Piala Asia U20 2027 
dengan tujuh poin.Sementara 
Australia harus puas tertahan di 
peringkat dua dengan mengoleksi 
perolehan empat poin.

JALANNYA LAGA

 Sejak peluit kick-o�  dibunyikan, 
Timnas U20 Indonesia langsung 
m e n g a m b i l  i n i s i a t i f  u n t u k 
m e l a n c a rk a n  t e k a na n  k e  l i n i 
pertahanan lawan. Sebaliknya, 
kubu Australia memilih untuk 
mengandalkan skema serangan 
balik cepat guna mencari celah di 
lini belakang Garuda Muda. Baca 
juga: Hasil Arsenal vs Manchester 
United 2-0: Skema Sepak Pojok Jadi 
Petaka Setan Merah Pada menit 
ke-11, Timnas U20 Indonesia nyaris 
membuka keunggulan ketika � eodore 
Leeming menerima umpan matang 
dari Fabio Azkairawan di dalam 
kotak penalti. Kendati demikian, 
kontrol bola yang terlalu jauh 
membuat peluang tersebut 
gagal dimanfaatkan dengan 
sempurna dan diamankan 
oleh lini belakang lawan. 
Selepas itu, Australia sempat 
m e mb e r i ka n  a n ca ma n 

melalui umpan silang, tetapi kiper 
Dafa Al Gasemi tampil sigap untuk 
menangkap bola 

dengan mudah.(net)

KUALIFIKASI PIALA ASIA 2027

Tes Pramusim 2027

MotoGP Sambut 
Era Baru Mesin 850cc

Bilal Hasan Inginkan 
Duel Asia Tenggara

Kelas Terbang UFC

PETARUNG asal Indonesia, Bilal 
Hasan, berambisi untuk mewujudkan 
duel sesama petarung Asia Tenggara 
melawan Joshua Van di kelas terbang 
UFC.Bilal Hasan sedang menapaki 
permulaan kariernya di jagat tarung 
UFC.Ia sukses memikat penggemar 
berkat kemenangan KO atas Nilson 
Rojas dalam debutnya di UFC 
Shanghai.

Kini, Bilal menatap masa depannya 
di kelas terbang UFC yang kebetulan 
saat ini dikuasai oleh petarung 
Myanmar, Joshua Van.Van belum 
lama ini sukses merebut sabuk kelas 
125 pound dari tangan Alexandre 
Pantoja di UFC 328.

K e m e n a n g a n  t e r s e b u t 
m e m p e r p a n ja n g  re k o r  t u j u h 
pertarungan tanpa terkalahkan Van.
Ditanya soal peluang menghadapi 
Van, Bilal berambisi suatu hari nanti 
bisa mewujudkannya.dalam sesi 
wawancara dengan awakmedia pada 
Minggu (6/9).Petarung berusia 25 
tahun itu mengaku suka dengan gaya 
tarung Van.Bukan tidak mungkin 
mereka bisa mewujudkan derbi Asia 
Tenggara pertama kali di kancah 
UFC.

“ S a y a  s u k a  g a y a n y a  d i a 
membuat divisi ini menarik, saya 
mendukungnya,” ucap Bilal.Namun, 
pertarungan itu belum bisa terwujud 
dalam waktu dekat karena Van masih 
harus meladeni rematch Pantoja di 
UFC 331.

Menyinggung soal Asia Tenggara, 
Bilal  menekankan pentingnya 
b e b e r a p a  a s p e k  u n t u k  b i s a 
menembus UFC.Sangat menarik 
jika suatu saat duel Bilal dan Van bisa 
terwujud di Indonesia.(net)
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METROPOLIS

Tertangkap di 
Pasar Eks Terminal 

42,  Diancam Jika 
Menolak Perintah

GORONTALO, GP- Suasana Pasar 
Tradisional kawasan eks Terminal 42 Kota 
Gorontalo mendadak memanas, Sabtu 
(19/9/2027). Seorang bocah berusia 
12 tahun tertangkap tangan mencuri 
barang dagangan. Mengejutkan, bocah 
tersebut mengaku aksi itu dilakukan 
atas perintah seorang pria yang disebut 
mengancam akan memukulnya jika 
menolak. Pengakuan bocah bernama Idul 
itu sontak membuat sejumlah pedagang 
mencari pria yang disebut berada di 
balik aksi tersebut. Pria itu akhirnya 
ditemukan di sekitar pasar dan dibawa 
ke salah satu gedung pengelola pasar 
untuk dimintai keterangan. Hampir 
satu jam menjalani interogasi, pria 
tersebut mengakui perbuatannya dan 
berjanji tidak mengulangi tindakan 
serupa. Ia kemudian dilepaskan dan 
diminta pulang. Namun, persoalan justru 
memanas ketika pria tersebut hendak 

meninggalkan pasar menggunakan 
bentor (Becak motor). Sejumlah warga 
yang mengetahui kejadian itu langsung 
mengejarnya hingga nyaris terjadi aksi 
main hakim sendiri. Beruntung, beberapa 
warga lainnya segera melindungi pria 
yang juga didampingi istrinya tersebut. 
Bentor yang ditumpanginya kemudian 
berhasil meninggalkan lokasi setelah 
terjadi aksi kejar-kejaran. 

Kapolsek Kota Utara Iptu Icuk Eka, 
S.H., membenarkan kejadian tersebut. 
Menurutnya, persoalan tidak sampai 
dibawa ke Mapolsek karena telah 
dimediasi oleh pihak Babinsa. “Benar 
itu kejadian kemarin di pasar Sabtu, tapi 
tidak sempat diteruskan karena sudah 
dimediasi pihak Babinsa,” kata Icuk.

Kejadian ini hendaknya menjadi 
pelajaran berharga bagi kita semua. 
Anak-anak seharusnya mendapatkan 
p e r l i n d u n g a n ,  b i m b i n g a n  d a n 
pendidikan yang baik, bukan dilibatkan 
dalam perbuatan melanggar hukum. 
Masyarakat juga diimbau tidak mudah 
melakukan tindakan main hakim sendiri. 
Setiap persoalan sebaiknya diserahkan 
kepada pihak yang berwenang agar dapat 
diselesaikan secara aman, bijak dan 
sesuai aturan yang berlaku. (roy)

Bocah 12 Tahun Disuruh Mencuri

Pria yang diduga menyuruh bocah 12 tahun mencuri nyaris diamuk masa di pasar 
eks terminal 42 Kota Gorontalo,  Sabtu (19/9/2027). (Foto: (Roy/Gorontalo Post). 

LIMBOTO- Sebanyak 8.080,9 liter 
minuman keras jenis Cap Tikus 
dimusnahkan Polres Gorontalo 
setelah disita dalam rangkaian 
Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan 
(KRYD) dan Operasi Pekat Otanaha 
2026. Pemusnahan yang berlangsung 
di halaman belakang Mapolsek 
Limboto, Selasa (1/9/2026), itu juga 
menghanguskan 833 botol minuman 
beralkohol berbagai merek serta 2.584 
kemasan sak/gelon.

Besarnya volume barang bukti 
yang dimusnahkan menunjukkan 
masih maraknya peredaran minuman 
beralkohol yang menjadi sasaran 
penindakan kepolisian di wilayah 

hukum Polres Gorontalo.
Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide 

Bagus Tri mengatakan penindakan 
terhadap peredaran miras akan terus 
dilakukan karena konsumsi alkohol 
kerap berkaitan dengan gangguan 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 
â€œKegiatan ini  adalah bukti 
keseriusan kami bersama instansi 
terkait dalam memerangi penyakit 
masyarakat. Kita tahu bersama bahwa 
minuman keras sering kali menjadi 
akar utama terjadinya gangguan 
kamtibmas, mulai dari perkelahian 
hingga kecelakaan lalu lintas,â€  ujar 
Ki Ide Bagus.

Ia memastikan operasi tidak 

berhenti setelah pemusnahan barang 
bukti. KRYD dan operasi lapangan 
akan kembali  diintensifkan di 
seluruh wilayah Polsek jajaran. Polres 
Gorontalo juga meminta masyarakat 
melaporkan aktivitas peredaran miras 
di lingkungan masing-masing.

Pemusnahan tersebut disaksikan 
unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Gorontalo dan Pengadilan Negeri 
Limboto. Prosesnya diawali dengan 
penyampaian asal-usul barang 
bukti dan pembacaan penetapan 
pemusnahan, kemudian ditutup 
dengan penandatanganan berita acara 
oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan. (tro)

POHUWATO-GP – Diduga menjadi lokasi 
tempat judi, personel Polres Pohuwato 
mendatangi Kecamatan Paguat, tepatnya 
di Desa Maleo. Lokasi tersebut diduga 
menjadi tempat perjudian sabung ayam, 
sebagaimana informasi dan aduan masyarakat 
yang disampaikan melalui layanan call center 
Polri 110.

Menindaklanjuti informasi itu Sabtu (5/9), 
sekitar pukul 14.30 Wita, para personel Polres 
Pohuwato yang tergabung dalam regu siaga 
bergerak menuju lokasi. Sekitar pukul 15.10 
WITA, personel tiba di lokasi yang berada di 
area perkebunan kelapa milik warga, sekitar 
500 meter dari Jalan Trans Sulawesi.

Saat personel tiba, kegiatan sabung 
ayam belum dimulai. Namun, terdapat 
sekitar 300 orang di sekitar lokasi. Melihat 
kedatangan Polisi, masyarakat kemudian 
meninggalkan lokasi dan masuk ke area 
perkebunan. Berdasarkan informasi, lokasi 
tersebut telah beberapa kali digunakan untuk 
kegiatan sabung ayam, dan saat ini dikeluhkan 
masyarakat karena menimbulkan keresahan 
dan mengganggu kenyamanan warga.

Personel selanjutnya melakukan penertiban 
dan mengamankan sejumlah perlengkapan 

yang ditemukan di lokasi. Diantaranya, dua 
lembar terpal berukuran sekitar 50 x 50 meter, 
dua unit genset, serta kabel listrik sepanjang 
kurang lebih 60 meter. Sementara ayam 
jago yang berada di lokasi telah dibawa oleh 
pemiliknya masing-masing sebelum dilakukan 
pengamanan.Kapolres Pohuwato, AKBP H. 
Busroni,S.I.K.,M.H. melalui Kasat Reskrim 
IPTU Renly H. Turagan, S.H. mengatakan, 
penertiban dilakukan dengan menyesuaikan 
situasi dan kondisi di lapangan.

“Saat kami tiba, kegiatan sabung ayam 
belum dimulai. Personel kemudian melakukan 
penertiban dan mengamankan perlengkapan 
yang ditemukan di lokasi,” jelas IPTU Renly.

Terkait pagar arena, personel tidak 
melakukan pembakaran karena lokasi 
berada di area perkebunan warga dan saat 
ini memasuki musim kemarau. Hal tersebut 
dilakukan untuk mencegah risiko kebakaran 
yang dapat meluas ke area perkebunan serta 
membahayakan masyarakat dan lingkungan 
sekitar.“Kami mengimbau masyarakat untuk 
tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian. 
Informasi terkait gangguan Kamtibmas, dapat 
disampaikan melalui Call Center Polri 110,” 
harapnya. (kif)

Miras Masih 
Merajalela 

di Gorontalo 
G O R O N TA L O - G P  –  P e re d a ra n 

minuman keras (Miras) masih merajalela 
di daerah Gorontalo. Ini dibuktikan 
dengan banyaknya Miras yang berhasil 
disita oleh aparat Kepolisian saat 
pelaksanaan patroli atau razia.

Contohnya saja yang dilakukan oleh Tim 
Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Reskrim 
Polres Boalemo dalam menciptakan 
Kamtibmas. Tim yang dipimpin langsung 
oleh Kasatgas URC, Iptu Nurwahid 
Kiay Demak, menggelar patroli cipta 
kondisi secara intensif di sejumlah titik 
strategis Kabupaten Boalemo, pada Sabtu 
malam (05/09/2026). Langkah proaktif 
ini difokuskan pada pencegahan tindak 
pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), 
aksi premanisme, geng motor, serta 
kejahatan jalanan lainnya yang berpotensi 
meresahkan aktivitas warga di malam 
hari. Rute penyisiran mencakup kawasan 
rawan dan pusat keramaian masyarakat, 
mulai dari kawasan Jembatan HM. 
Soeharto di Kecamatan Tilamuta hingga 
arena pasar malam di Desa Bongo II, 
Kecamatan Wonosari. Selain itu, petugas 
menyisir lokasi hiburan malam dan kios 
yang terindikasi memperjualbelikan 
m i n u m a n  k e r a s  ( M i r a s )  s e c a r a 
illegal.“Demi mengantisipasi pemicu 
gangguan ketertiban umum, kami pun 
turut melakukan operasi peredaran 
Miras. Hasilnya, ada puluhan botol dan 
puluhan liter Miras dari berbagai merek 
berhasil kami sita,” kata Kasat Reskrim, 
Iptu Nurwahid Kiay Demak,S.H.

Selain melakukan patroli dan razia 
Miras, para personel Kepolisian turut 
berdialog langsung dengan masyarakat, 
u n t u k  m e n y a m p a i k a n  i m b a u a n 
Kamtibmas secara persuasif.

“Kami mengimbau agar masyarakat 
selalu waspada, menjauhi konsumsi 
Miras, serta tidak membawa senjata 
tajam demi keselamatan bersama. 

Ketika ada gangguan Kamtibmas, tolong 
segera diinformasikan, sehingga dapat 
ditindaklanjuti secapatnya,” harap Iptu 
Nurwahid yang didampingi Kasubsatgas 
IPDA Rifki Miolo, Katim AIPTU Asnawi 
Kadji, beserta segenap personel URC Sat 
Reskrim Polres Boalemo.

Hal serupa pula turut ditemukan di 
wilayah hukum Polres Kota Selatan. 
Dalam Patroli Kegiatan Rutin Yang 
Ditingkatkan (KRYD), yang dilaksanakan 
pada Sabtu (5/9) sekitar pukul 22.30 WITA, 
ditemukan masih adanya masyarakat 
yang memperjualbelikan Miras. 

Kapolsek Kota Selatan, Iptu Dedi 
Maadi, S.Sos. yang memimpin langsung 
pelaksanaan operasi menyampaikan, 
kegiatan patroli ini merupakan bentuk 
ke ha d i ra n  Ke p o l i s i a n  d i  t e n ga h 
masyarakat, sekaligus upaya preventif 
untuk meminimalisir potensi gangguan 
kamtibmas.

“Kegiatan patroli KRYD ini kami 
laksanakan sebagai langkah preventif 
untuk mengantisipasi berbagai potensi 
gangguan keamanan,  khususnya 
yang berkaitan dengan peredaran 
dan konsumsi minuman keras. Kami 
mengedepankan pendekatan yang 
humanis, namun tetap tegas terhadap 
setiap aktivitas yang melanggar ketentuan 

yang berlaku,” terangnya.
Lebih lanjut, Kapolsek mengimbau 

kepada para pemilik usaha maupun 
masyarakat agar tidak memperjualbelikan 
atau mengonsumsi minuman keras 
secara sembarangan, terutama di 
tempat-tempat yang dapat mengganggu 
ketertiban umum.

“Kami mengajak seluruh masyarakat 
dan pelaku usaha untuk bersama-sama 
menjaga situasi kamtibmas. Kami 
berharap para pelaku usaha dapat 
mematuhi aturan yang berlaku dan tidak 
menjual minuman keras tanpa izin. 
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, 
tentunya akan kami tindak sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku,” 
tegasnya.

Kapolsek juga menekankan bahwa 
upaya menjaga keamanan bukan hanya 
menjadi tanggung jawab kepolisian, 
tetapi membutuhkan dukungan dan 
partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban merupakan 
tanggung jawab kita bersama. Kami 
mengharapkan dukungan masyarakat 
untuk memberikan informasi apabila 
menemukan adanya aktivitas yang 
berpotensi mengganggu kamtibmas, 
s e h i n g g a  d a p a t  s e g e r a  k a m i 
tindaklanjuti,” pungkasnya. (kif)

8.080 Liter Cap Tikus Dimusnahkan

Polres Gorontalo Perketat Peredaran Miras

Polres Gorontalo memusnahkan ribuan liter Miras jenis Cap Tikus dan ratusan botol miras berbagai merek, yang disita 
dalam rangkaian KRYD dan Operasi Pekat Otanaha 2026. (foto: istimewa) 

 Berbagai minuman keras (Miras) berhasil disita oleh pihak Kepolisian dari 
sejumlah kios, warung dan juga rumah masyarakat. 

Polres Pohuwato Bongkar 
Lokasi Judi di Paguat

Personel Polres Pohuwato membongkar lokasi yang diduga menjadi tempat 
perjudian sabung ayam, yang ada di Desa Maleo, Kecamatan Paguat. 



SA M PA I  ha r i  i n i ,  m a s i h 
kuat terkesan kita belum 
sepenuhnya menyaksikan 

p e m i m p i n  y a n g  s u n g g u h -
sungguh punya gagasan jernih. 
Pemimpim-pejabat yang konsisten 
menggerakkan loncatan kemajuan 
dan perbaikan di daerah-daerah.

Mereka yang menyatukan “kata” 
dan “perbuatan!”

Jabatan dan citra publiknya 
terlalu sering dirayakan. Publikasi 
sepihak yang rutin meluas karena 
“media-bayaran”. Sistem kontrak-
media online yang sering dipakai.

Pesta demi pesta. Acara ke acara!. 
Baliho ke baliho! Aroma keluarga, 
klik kelompok, kongsi proyek, 
dan perangai “suka enak” dan 
menikmati kemapanan dengan 
fasilitas kekuasaan masih terasa 
di mana-mana. Jauh dari peluh-
keringat dan pengorbanan diri 
untuk orang banyak...

Kantong sendiri dan isinya terus 
bertambah: menganga ke atas 
dan terbuka di bawah; membesar 
ke samping kiri dan melebar ke 
kanan…

Padahal, ketimpangan menganga 
di muka mata. Peminta-minta 
membesar di sudut-sudut jalan. 
Anak-anak (sekolah) kita makin 
“liar” di jalanan. Kelas menengah 
kita makin hipokrit tabiatnya, 
lemah daya saing dan daya kerjanya. 
Mudah narcis dan neces dengan 
gaya-hidup dan kemapanan.

Kita makin jarang menyaksikan 

kepemimpinan yang rela berkorban 
untuk kemajuan bersama. Apa yang 
disasar lebih banyak berupa “gaya 
hidup” dan kenyamanan fasilitas 
di pemerintahan, dari periode ke 
periode.

G e n e r a s i  b a r u  d i  s e k t o r 
k e p e m i m p i n a n  p o l i t i k  d a n 
publik belum bergerak jauh 
dari apa-apa yang begitu heroik 
pertaruhkan di “kotak suara”. 
Mereka bahkan terjegal oleh 
rombongan elite (lokal/nasional) 
yang mapan jar ingan kerja, 
pencitraan publik, dan sebaran 
pengaruh materi-nya dari periode 
ke periode.

E l i t e  y a n g  b a n y a k 
terbentuk adalah elite yang sudah 
lama keenakan dengan “aspirasi 
palsu” dari masyarakat, tetapi selalu 
lihai mendayagunakan “sekian 
persen” saja dari keuntungan 
material pribadinya (melalui) kerja-
kerja politik, gaji/tunjangan, akses 
kebijakan, dan fasilitas (negara) 
yang mengatas-namakan “kerja 
untuk publik”.    

Negeri  ini  t idak mungkin 
berdaya-saing jika pemimpinnya 
berkemampuan alakadarnya. Di 
berbagai tingkatan, kecenderungan 
untuk “memberi ruang” bagi para 
oportunis, penjilat jabatan, dan 
pecundang cita-cita sepertinya 
masih terus dibuka. Nyaris belum 
terbentuk massa krit is  yang 
memiliki daya tahan menolak 
gejala seperti ini.

Nalar kolektif yang mendeteksi 
t ab i at- t ab i at  ke l o mp o k  d a n 
perorangan yang inginnya hanya 
menikmati kesenangan sepihak di 
arena kekuasaan pun belum begitu 
tampak. Keadaan ini sangat jelas 
akan memberi dampak berupa 
hilangnya perdebatan dan daya 
t a w a r m a s y a r a k a t  d a l a m 
memastikan nasibnya, terutama 
nasib dalam arti yang sangat nyata: 
layanan dasar buat mereka, ruang 
publik yang otonom, dan artikulasi 
sumberdaya insaninya untuk 
berkarya dan memberi dampak 
luas bagi keadilan.

Kelas menengah, yang sering 
dilabeli sebagai kelompok yang 
relatif terdidik dan mempunyai 
sumberdaya organisasi, serta 
dianggap memiliki daya tawar 

karena nalar masyarakat sipil-
nya, tampaknya (masih) terjebak 
dengan ritual mereka sendiri.

Tak jarang mereka membentuk 
k e r u m u n a n  o r g a n i s a s i o n a l 
dan yang virtual yang tanpa 
arah. Atau, mereka lebih sering 
memilih budaya “mengapung” 
di antara kekuatan-kekuatan 
(ekonomi/politik) yang ada, sambil 
memproduksi gaya dan wacana 
yang sok kritis dan sok moral, 
padahal  mereka tak pernah 
merdeka dari pola “permainan” 
elite-elite di sekitarnya. Menjadi 
kawanan di antara pertemanan 
– kepentingan.

Mereka, kelas menengah-yang 
pecundang ini, beroleh manfaat 
berlapis karena cerdik “nempel” 
kepada sejumlah tokoh yang 
terlanjur besar (birahi) kuasa-nya 
di sektor-sektor publik.

Dengan pengetahuan teknis 
yang sedang-sedang saja, kelas-
menengah yang hipokrit selalu 
berhasil “menggoda”, tampak 
otentik  “menyodorkan” dan 
cerdas  “melaporkan” kerja-
kerja teknis-nya yang artifisial 
kepada elite lokal/regional yang 
memang sejak awal tak punya 
komitmen tinggi dan integritas 
besar menjadi pembaru kemajuan 
yang sebenarnya.

Sebagai  hasilnya,  keadaan 
kita di alam nyata lebih banyak 
dimanipulasi oleh pemberitaan 
sepihak yang tidak teruji secara 

faktual dan tidak berdampak-
besar bagi kemakmuran yang 
berkelanjutan. Pemberitaan media 
yang distortif kemudian dilapisi 
oleh citra baik melaui acara demi 
acara. Sambut-menyambut dan 
saling memuji. Selebrasi foto dan 
parade pemberitaan!

P e m i m p i n  m a s a  d e p a n 
haruslah memahami postur-
postur pergaulan lintas kelompok 
dan bagaimana komposisi setiap 
profesi produktif di masyarakat.

D a r i  s a n a l a h  b e r a g a m 
kepentingan dan ketimpangan 
kelompok dihayati, selanjutnya 
kebajikan bersama (publik) disusun 
dan perjuangkan. Memang, tak 
mungkin semua bisa terterima 
semua pihak, tetapi yang terpenting 
adalah negosiasi yang konsisten 
mendorong perbaikan.

Di banyak arena perbaikan, 
yang dibutuhkan bukanlah kuasa 
tunggal melainkan “pembagian” 
kekuasaan dalam aksi nyata di 
sektor-sektor yang beragam. Jika 
ini visi kita, berikutnya yang jadi 
pegangan bersama adalah sikap 
sadar bahwa “semua orang adalah 
penting. Semua kelompok adalah 
penentu perbaikan”. Bagaimana 
bentuknya? Sangat ditentukan oleh 
alam nyata yang konsisten kita 
gerakkan. ***

Penulis adalah Parner di 
Voice-of-HaleHepu

Surel: basriamin@gmail.com

ME M A S U K I  b u l a n 
S e p t e m b e r,  t i n g g a l 
m e n g h i t u n g  h a r i 

organisasi Kohati (Korps HMI-
Wati) genap berusia 60 tahun. 
Lahir pada tanggal 17 September 
1966 di Kongres ke-VIII di Solo, 
membuktikan bahwa Kohati kini 
telah melalui waktu yang cukup 
panjang untuk membuktikan 
s e b u a h  o r g a n i s a s i  m a m p u 
bertahan.

Jika dikonversi dalam ukuran 
biologis usia manusia, enam puluh 
tahun menandai kematangan 
dan kedewasaan. Sementara 
jika menarik dalam perspektif 
organisasi, rentang waktu tersebut 
merupakan bukti daya hidup, 
kemampuan beradaptasi, dan 
memiliki akar nilai yang kuat yang 
membuatnya dapat bertahan 
melintasi zaman.

Selama enam dekade, Kohati 
menjadi ruang berproses bagi 
kader-kader HMI-Wati sebelum 
kemudian melangkah ke ruang 
pengabdiannya masing-masing: 
menjadi akademisi, birokrat, 
politisi, professional, pengusaha, 
maupun peranan lain di berbagai 
ruang pengabdian lainnya. Proses 
kaderisasi yang berlangsung turut 
membentuk cara kader HMI-Wati 
membaca dirinya, lingkungan 
ma s ya ra k at  i a  b e ra d a,  d a n 
menerjemahkan masa depan.

Te ntu ,  s e t i ap  g e n e ra s i  d i 
Kohati lahir dari lanskap sosial 
yang berbeda. Tantangan dan 
permasalahan yang ada pada 
suatu zaman tidak selalu identik 
pada zaman berikutnya. Maka 
dari itu, perayaan enam puluh 
tahun Kohati seharusnya tidak 
hanya sekadar seremonial saja. 
Melainkan harus menjadi jeda 
re�ektif untuk mengingat kembali 
apa yang telah Kohati wariskan, 
apa yang belum selesai dikerjakan, 
dan kemana arah energi besar 
pergerakan akan dibawa?.

Z a m a n  t e r u s  b e r u b a h . 

M e l e s a t n y a  p e r k e m b a n g a n 
teknologi, arus informasi, serta 
pergeseran pola relasi sosial telah 
mengubah cara manusia belajar, 
berkomunikasi, dan membentuk 
identitas. Perempuan hari ini 
dihadapkan dengan medan yang 
lebih kompleks.

Tidak hanya soal kesetaraan 
dalam akses pendidikan dan 
pekerjaan, tetapi juga persoalan 
representasi, kecerdasan arti�sial, 
keresahan terhadap krisis iklim, 
hingga bagaimana kemampuan 
perempuan dalam memproduksi 
informasi .  Tentu hal  ini lah 
yang akan menjadi penentu 
bagaimana Kohati dipandang dan 
memandang.

Situasi ini menguji kemampuan 
Kohati untuk bertahan dan cepat 
beradaptasi ketika zaman bertukar 
panggungnya. Struktur yang kuat 
penting untuk sebuah organisasi 
bertahan menghadapi perubahan. 
Namun, tanpa diimbangi kekuatan 
daya transformasi, kerja-kerja 
organisasi bisa jadi hanya sebatas 
pada rutinitas administratif dan 
kemampuan Kohati sebagai aktor 
perubahan akan terkikis.

B erdasarkan studi  terkait 
organisasi,  terdapat kondisi 
institutional inertia, yakni ketika 
sebuah organisasi cenderung 
terjebak dalam mempertahankan 
p o l a  d a n  k e b i a s a a n  l a m a 
meskipun lingkungan sekitarnya 
telah berubah. Dalam bentuk 
yang lebih subtil, keputusan-
keputusan masa lalu membuat 
organisasi semakin sulit dalam 
m e m p r o y e k s i k a n  b e r a g a m 
kemungkinan di masa depan. 
Kohati tidak boleh terperangkap 
dalam kondisi demikian.

Organisasi yang hidup adalah 
organisasi yang mampu untuk 
m e m b a c a  a r a h  p e r u b a h a n 
dan merawat keaktualan tanpa 
keh i langan akar  ni la i  yang 
membentuknya. Untuk bertahan 
melintasi tantangan, organisasi 

yang hidup harus sanggup untuk 
melakukan reartikulasi nilai sesuai 
kebutuhan zaman.

Tradisi memang perlu dirawat, 
tapi tidak boleh menjadi jebakan 
ro ma nt i s m e  ya ng  b e r uju ng 
membekukan gerakan. Tantangan 
Kohati yang sebenarnya bukan 
s e k a d a r  m e m p e r t a h a n k a n 
keberlangsungan organisasi. 
Yang perlu dipastikan adalah 
kehadiran Kohati harus tetap 
re l e va n  u ntu k  m e ng ha d ap i 
berbagai tantangan.

Kaderisasi seringkali dipahami 
sebatas proses pembentukan 
kualitas pada individu. Padahal, 
berdasarkan perspektif yang lebih 
luas, kaderisasi adalah proses 
membangun kemampuan seorang 
individu untuk mampu membaca 
real i tas  zaman,  mengambil 
keputusan, menentukan arah, 
dan pada tingkatan tertentu, 
mampu memberi pengaruh pada 
lingkungan sosial di sekitarnya. 
K e m a m p u a n - k e m a m p u a n 
tersebut menjadi dasar bagi kader-
kader Kohati untuk membentuk 
jiwa pemimpin.

Dalam buku Dare to Lead karya 
Brene Brown, kepemimpinan 
b u k a n  s e m a t a - m a t a  p o s i s i 
struktural. Akan tetapi, keberanian 
untuk mengemban tanggung 

jawab atas potensi yang ada pada 
manusia dan proses yang akan 
dijalani. Ujian kepemimpinan 
seseorang justru terletak ketika 
seseorang dihadapkan pada fase 
ketidakpastian dan tetap berani 
mengambil keputusan ketika 
jawaban atas kepastian belum 
sepenuhnya tersedia.

Menarik gagasan tersebut dalam 
konteks Kohati, maka kader HMI-
Wati tidak cukup sebatas hanya 
memiliki kepribadian baik. Tapi 
kader-kader HMI-Wati harus 
menjadi perempuan yang siap 
dan memiliki day abaca terhadap 
perubahan zaman dan perempuan 
yag berdaya untuk menghadap 
dan mengubah keadaan.

Sehingga, kaderisasi  t idak 
terhenti pada sebatas pembentukan 
karakter personal saja. Namun, 
k a d e r i s a s i  h a r u s  m a m p u 
membentuk kader-kader yang 
mampu berani dalam: menentukan 
sikap, mengambil keputusan, 
dan memproduksi  gagasan. 
Bermodalkan ketiga keberanian 
tersebut, proses kaderisasi akan 
menghasilkan kader yang mampu 
mengintervensi realitas sosial dan 
memberikan pengaruh untuk 
mengubah keadaan.

Perspektif ini tentunya penting 
bagi Kohati sebagai bagian integral 
dari HMI. Jika kaderisasi hanya 
m e n g h a s i l k a n  p e re m p u a n -
perempuan yang patuh terhadap 
sistem tapi tidak memiliki daya 
kritis terhadap sistem yang tidak 
adil, maka dapat dibilang proses 
kaderisasi kehilangan dimensi 
tranformatifnya.

Gerakan perempuan tidak 
akan berdaulat jika perempuan 
hanya sebatas menjadi objek 
pembicaraan. Maka,  medan 
pergerakan Kohati perlu diperluas 
dari  ruang-ruang kaderisasi 
menjadi ruang yang bersifat 
epistemik, yakni ruang dimana 
pengetahuan dan gagasan di 
produksi.

Berdasarkan hal inilah maka 
pergerakan Kohati akan terus 
lekat dengan lima kualitas insan 
ci ta  yang ter maktub dalam 
tujuan HMI: Terbinanya insan 
akademis, pencipta, pengabdi yang 
bernafaskan islam dan bertanggung 
jawab atas terwujudnya masyarakat 
adil Makmur yang diridhai Allah 
Subhanahu wata”™ala.

Pada titik inilah perguruan 
tinggi, pusat riset dan kajian, 
serta komunitas masyarakat 
dapat menjadi arena strategis 
u n t u k  m e m b a n g u n  t r a d i s i 
i n t e l e k t u a l  y a n g  l e b i h 
serius. Kohati dapat membuat 
r iset-r iset  keperempuanan, 
reprentasi dalam kepemimpinan 
dan politik, keamanan digital 
bagi perempuan, perubahan 
i k l i m ,  h i n g g a  b a g a i m a n a 
proyeksi terhadap masa depan 
perempuan di era kecerdasan 
artifisial.  Menjadi produsen 
pengetahuan dan informasi akan 
membuat gerakan Kohati lebih 
maju dibandingkan hanya sebatas 
sebagai konsumen.

A kh i r nya,  re f l e ksi  te rka i t 
enam puluh tahun Kohati tidak 
hanya terhenti pada pertanyaan-
per tanyaan terkait  histor is 
semata. Re�eksi ini harus berani 
dengan pertanyaan lebih besar: 
perempuan seperti apa yang 
dibutuhkan Indonesia untuk 
menjadi bangsa yang Digdaya?.

Menata jalan Indonesia untuk 
menjadi bangsa yang Digdaya 
t idak hanya membutuhkan 
infrastruktur, teknologi terbarukan, 
atau pertumbuhan ekonomi. Jalan 
itu perlu dirancag oleh manusia-
manusia yang intelek, beretika, dan 
berani berpihak pada kebenaran. 
Dengan pandangan demikian, 
maka perempuan  menjadi aktor 
yang tidak dapat dipisahkan dari 
agenda kebangsaan. (*)

Penulis adalah Wabendum 
Kohati PB HMI 2024-2026

Oleh : 
Basri Amin

Oleh : 
Fauzia Noorchaliza

Duduk “Enak” di Pemerintahan

Re�eksi Menuju 60 Tahun Kohati: 
Menata Jalan Menuju Indonesia Digdaya

PE M I LU  dan Pi lkada yang 
berulang terkesan lebih banyak 
melahirkan pemimpin yang 

biasa-biasa saja kinerjanya di alam 
nyata.

Pemilu atau Pilkada selalu terlihat 
repot dan rumit. Banyak pihak yang 
tampak penting berperan dan terkesan 
serius mengurusnya. Anggaran negara 
begitu besar untuk itu. Padahal, dalam 
banyak keadaan, Pemilu (cenderung) 
lebih melicinkan jalan bagi membesarnya 
ke-tokoh-an yang itu-itu saja. Mereka tak 
menampilkan gagasan istimewa dan 
kerja-kerja hebat di alam nyata yang 
menyebar menyentuh golongan bawah 
dan kelompok produktif di masyarakat. 

Sejauh ini,Pemilu di negeri ini terlalu 
diurus dan dikerjakan “berlebihan” sisi-
sisi teknis-nya tetapi kehilangan daya 
jangkaunya kepada penguatan nilai-
nilai kebajikan utama dan perbaikan-
perbaikan keadilan mendasar.

Pemilu yang mahal sewajarnya 
mampu melahirkan pemimpin hebat 
yang dipandang dunia dan membawa 
perubahan bagi pencerdasan bangsa 
dan keadilan sosial bagi semua wilayah, 
kelompok, dan golongan masyarakat.

Adalah juga terkesan kuat bahwa 
Pemilu di negeri ini lebih banyak 
memelihara atau membesarkan “orang-
orang yang itu-itu saja!”. Tokoh-tokoh di 
masyarakat sepertinya dimanjakan untuk 
terbiasa “antri” mencocok-cocokkan 
jejak-diri dan jejak-perannya (melalui) 
mekanisme Pemilu. Padahal, tersurat 
atau tersirat, ada kepentingan status, 
citra sosial, jejaring kelompok, dan 
akumulasi materi (baca: harta/uang) 
melalui kesempatan (politik) di Pemilu: 
gaji besar, fasilitas berlanjut, mobilitas 
(gaya hidup) nyaman, memapankan 
kawanan sendiri, dst. 

Regenerasi (politik)tak sepenuhnya 
terjadi melalui jalan Pemilu. Kekuatan 
dan reputasi “generasi pembaru” terseok-
seok mencari dukungan materi dan 
dukungan di kalangan bawah. Gagasan 
jernih, refleksi faktual, dan kritisisme 
mereka tidak memantulkan apa-apa di 
“kotak suara” karena mereka terjegal 
oleh rombongan elite (lokal/nasional) 
yang mapan jaringan kerja, pencitraan 
publik, dan sebaran pengaruh materi-

nya. Mereka, sesungguhnya, adalah 
elite yang sudah lama keenakan dengan 
“aspirasi palsu” dari masyarakat, tetapi 
selalu lihai mendayagunakan “sekian 
persen” saja dari keuntungan material 
pribadinya (melalui) kerja-kerja politik, 
gaji/tunjangan, akses kebijakan, dan 
fasilitas (negara) yang mengatasnamakan 
“kerja untuk publik”.     

Negeri ini tidak mungkin berdaya-
saing jika pemimpinnya berkemampuan 
alakadarnya. Di berbagai tingkatan, 
kecenderungan untuk “memberi ruang” 
bagi para oportunis, penjilat jabatan, dan 
pecundang cita-cita sepertinya masih 
terus dibuka. Nyaris belum terbentuk 
massa kritis yang memiliki daya tahan 
menolak gejala seperti ini. 

Nalar kolektif yang mendeteksi tabiat-
tabiat kelompok dan perorangan yang 
inginnya hanya menikmati kesenangan 
sepihak di arena kekuasaan pun belum 
begitu tampak. Keadaan ini sangat jelas 
akan memberi dampak berupa hilangnya 
perdebatan dan daya tawar masyarakat 
dalam memastikan nasibnya, terutama 
nasib dalam arti yang sangat nyata: 
layanan dasar buat mereka dan ruang 
publik yang otonom.

Kelas menengah, yang sering dilabeli 
sebagai kelompok yang relatif terdidik 
dan mempunyai sumberdaya organisasi, 
serta dianggap memiliki daya tawar 
karena nalar masyarakat sipil-nya, 
tampaknya (masih) terjebak dengan 
ritual mereka sendiri. Tak jarang mereka 
membentuk kerumunan organisasional 
dan virtual yang tanpa arah. Atau, 
mereka lebih sering memilih budaya 
“mengapung” di antara kekuatan-
kekuatan (ekonomi/politik) yang 
ada, sambil memproduksi gaya dan 
wacana yang sok kritis dan sok moral, 
padahal mereka tak pernah merdeka 
dari pola “permainan” elite-elite di 
sekitarnya. Mereka, kelas menengah-
yang pecundang ini, beroleh manfaat 
berlapis karena cerdik “nempel” kepada 
sejumlah tokoh yang terlanjur besar 
(birahi) kuasa-nya di sektor-sektor 
pemerintahan dan politik.

Dengan pengetahuan teknis yang 
sedang-sedang saja, kelas-menengah 
yang hipokrit selalu berhasil “menggoda”, 
tampak otentik “menyodorkan” dan 

cerdas “melaporkan” kerja-kerja teknis-
nya yang artifisial kepada elite lokal/
regional yang memang sejak awal tak 
punya komitmen tinggi dan integritas 
besar menjadi pembaru kemajuan 
yang sebenarnya. Sebagai hasilnya, 
keadaan kita di alam nyata lebih banyak 
dimanipulasi oleh pemberitaan sepihak 
yang tidak teruji secara faktual dan tidak 
berdampak-besar bagi kemakmuran 
yang berkelanjutan. Pemberitaan media 
yang distortif kemudian dilapisi oleh citra 
baik melalui acara demi acara. Sambut-
menyambut dan saling memuji. Selebrasi 
foto dan parade pemberitaan!

Pemimpin masa depan haruslah 
m e m a h a m i  p o s t u r - p o s t u r 
p e r ga u l a n l i nta s  ke l o m p o k  d a n 
bagaimana komposisi setiap profesi 
produktif di masyarakat. 

Dari sanalah beragam kepentingan 
dan ketimpangan kelompok dihayati, 
selanjutnya kebajikan bersama (publik) 
disusun dan perjuangkan. Memang, tak 
mungkin semua bisa terterima semua 
pihak, tapi yang terpenting adalah 
negosiasi yang konsisten mendorong 
perbaikan. 

Di banyak arena perbaikan, yang 
dibutuhkan bukanlah kuasa tunggal 
melainkan “pembagian” kekuasaan 
dalam aksi nyata di sektor-sektor yang 
beragam. Jika ini visi kita, berikutnya 
yang jadi pegangan bersama adalah 
sikap sadar bahwa “semua orang 
adalah penting. Semua kelompok 
adalah penentu perbaikan”. Bagaimana 
bentuknya? Sangat ditentukan oleh alam 

nyata yang konsistenkita gerakkan.
Belakangan ini isu nasional terlalu 

banyak yang mengepung percakapan kita. 
Ini perlu dicermati agar tidak “menutupi” 
isu besar yang di tingkat lokal/regional. 
Saya percaya bahwa ketajaman kita 
melihat kondisi lokal belum sepenuhnya 
memadai.  Konflik lahan, tata-kelola 
sumberdaya alam, hubungan antar 
kelompok, ketimpangan pendapatan dan 
pembangunan infrastruktur, bencana, 
kebocoran anggaran, dst semuanya 
potensial berujung kepada kon�ik dan 
kemiskinan. Jika kita cermati beberapa 
tahun terakhir ini, tingkat konflik di 
masyarakat kita makin membesar dan 
meluas. Belum lagi dengan gempuran 
perilaku menyimpang dan kebebasan 
yang makin liar. Mudah menyaksikannya: 
di jalan raya, di perkampungan, di sudut-
sudut perkotaan dan di permukiman-
permukiman kita. 

Empati  yang sungguh-sungguh 
hendaknya menggerakkan nalar kita. 
Banyak kebijakan publik yang tidak 
jelas ujung-pangkalnya sesungguhnya 
bersumber dari peristiwa-peristiwa 
kecil  yang diabaikan sejak awal. 
Kepekaan kita kempes, sementara nafsu 
untuk tampil di ruang publik terlalu 
bersemangat. Paradoks besar terletak 
dalam kecenderungan ini. 

Krusialnya, regulasi yang memihak 
kepada “nalar publik” yang sehat mudah 
dipatahkan dengan “order” kalangan 
atas dan kelompok kepentingan. Mereka 
bahkan secara bebas menggunakan 
ruang publik dengan dasar-dasar etis 
yang semakin kabur. Lihatlah, di banyak 
tempat, orang bisa mematok ruang 
dengan bebas, sama persis dengan  nafsu 
memasang baliho dengan seenaknya 
saja.

Terkesan kuat, “hak publik” yang 
hendak menikmati kenormalan (hidup) 
kesehariannya, bahkan rasa hening yang 
lebih teduh dalam melakoni rutinitas 
yang sejuk, begitu mudah “diserang” 
oleh jargon-jargon dan baliho yang 
isinya hanya kekuasaan dan “potret puji 
diri”. Nurani dan nalar publik nyaris tak 
terlindungi! 

Ruang publik dengan remeh dimainkan 
dan dilucuti otonominya. Padahal, 
ruang publik mestinya memihak kepada 

nalar publik itu sendiri. Faktanya, ia 
demikian mudah dibuat gaduh oleh 
perorangan yang punya modal dan 
kuasa. Ruang publik bahkan terkesan 
“dijual” untuk dipakai siapa saja yang 
mampu membelinya. 

Apakah setiap perempatan jalan, 
tempat keramain dan titik dimana 
‘pemandangan’ yang terbuka bisa 
diborong oleh baliho? Siapa yang bisa 
memastikan bahwa “mata publik” 
memang membutuhkan atau meminta 
“kampanye” seperti itu. Bisa jadi, nafsu 
sepihak untuk “ditonton” adalah yang 
lebih mengemuka daripada kepentingan 
publik. 

Kalau kita cermati, terlalu banyak isu 
dan tema yang sebenarnya tidak perlu 
di-show kan di hadapan mata kita. Hal-
hal rutin dan biasa-biasa saja justru 
tidak bisa dikategorikan sebagai public 
campaign. Meski demikian, karena 
mungkin tak ada maksud untuk ngotot
menguasai ruang publik, maka sudah 
patutlah kiranya diatur dengan cara-
cara yang lebih elegan, mendidik dan 
estetik.Di negara-negara yang maju, 
publik tak lagi dipandang pasif. Publik 
tak bisa diremehkan hak-haknya untuk 
menikmati ruang publik yang lebih 
otonom, sejuk, hijau dan cerdas. Publik 
adalah warga yang menyadari haknya 
dan berdaya menikmati dan menuntut 
hak-haknya di hadapan negara (state). 
Jembatan di antara keduanya adalah 
regulasi dan organisasi. Di ruang itulah 
otonomi dan partisipasi dibela dan 
dirayakan, sebagai bentuk kematangan 
sebuah masyarakat, sekaligus menjadi 
tonggak pencapaian peradaban sebuah 
bangsa.

Daerah-daerah sangat berpotensi 
membangun keadabannya dengan 
menata ruang publiknya. Sudah tentu, 
niat baik ini hendaknya dibarengi 
dengan penguatan nalar dan nurani 
publik sebagai pilar utama keadaban itu. 
Dengan demikian, norma-norma dasar 
tidak sekadar menjadi retorika yang 
dimunculkan ketika kita menegaskan 
identitas (lokal) yang kita punyai. ***

Penulis adalah Parner di Voice-of-
HaleHepu Surel: basriamin@gmail.

com
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DI tengah arus deras digitalisasi, 
politik mengalami transformasi 
f u n d a m e n t a l  y a n g  t a k 

terhindarkan. Internet, media sosial, 
kecerdasan buatan, hingga algoritma 
platform digital telah mengubah pola-
pola lama partisipasi politik menjadi 
lebih terbuka, cepat, dan dinamis. Ruang 
diskusi politik kini tidak lagi terbatas 
pada parlemen atau media arus utama, 
melainkan meluas ke platform digital 
tempat warga dan aktivis menyuarakan 
pendapat serta membentuk opini publik 
secara langsung.

Transformasi ini membuka peluang 
besar bagi demokratisasi. Teknologi 
digital memperluas akses informasi 
politik, memungkinkan partisipasi yang 
lebih luas, serta memperkuat kontrol 
masyarakat terhadap institusi kekuasaan. 
Media sosial menjadi alat mobilisasi 
efektif, untuk menekan kebijakan tidak 
responsif. Namun, di balik itu, digitalisasi 
juga menghadirkan paradox penyebaran 
disinformasi, polarisasi politik, dan 
bentuk otoritarianisme baru pengawasan 
algoritmik.

Dalam konteks ini, digitalisasi politik 
tidak bisa dipandang sekadar sebagai 
inovasi teknis, melainkan sebagai bentuk 
kontestasi kekuasaan yang kompleks. 
Diperlukan respons kritis dan kolaboratif 
masyarakat, negara, dan sektor teknologi 
untuk membangun tata kelola digital 
yang inklusif, adil, dan demokratis. Tanpa 
itu, risiko terkikisnya demokrasi oleh 
kekuatan algoritma dan dominasi data 
akan semakin nyata.

RUANG PUBLIK DIGITAL
Transformasi digital  membawa 

harapan baru bagi demokratisasi. 
Teknologi telah memperluas akses 
masyarakat terhadap informasi politik 
dan mendorong partisipasi public lebih 
aktif dan terbuka. Bukan lagi sekadar objek 
kebijakan, masyarakat menjadi subjek 
membentuk wacana politik melalui 
media sosial, forum digital, dan kanal 
daring lainnya. Menurut Castells (2012), 
internet sebagai “ruang perlawanan” yang 
memberikan panggung bagi kelompok 
marginal untuk menyuarakan isu-isu 
yang sering diabaikan oleh media arus 
utama. Gerakan #ReformasiDikorupsi 
dan #SaveKPK menunjukkan bahwa 

mobilisasi digital dapat mengguncang 
struktur kekuasaan dengan cepat dan 
masif.

Digitalisasi juga mendisrupsi dominasi 
elit dalam membentuk opini publik. 
Penelitian Tufekci (2017) menyatakan 
media sosial memungkinkan dinamika 
mobilisasi sosial horizontal, memperkuat 
tekanan dari bawah terhadap lembaga 
formal. Di Indonesia, 68,9% pengguna 
internet mengakses informasi politik 
melalui media sosial (APJII, 2023), yang 
menunjukkan pergeseran signifikan 
dalam struktur komunikasi politik. Politik 
digital memungkinkan munculnya 
aktor-aktor non-elite mengintervensi 
wacana public secara efektif, meski tanpa 
infrastruktur politik konvensional.

Namun, transformasi juga membawa 
paradoks. Algoritma media social 
mendorong keterlibatan menyajikan 
konten selaras dengan preferensi 
pengguna, menciptakan ruang gema 
(echo chamber) dan memicu polarisasi. 
Sur vei  L SI  (2023)  mencatat  41% 
responden hanya mengakses informasi 
politik dari sumber yang mereka anggap 
sejalan. Akibatnya, ruang publik digital 
kehilangan fungsi deliberatifnya karena 
dialog lintas pandangan menjadi 
semakin langka.Dalam kondisi tersebut, 
disinformasi berkembang subur. Laporan 
Ma�ndo (2022) menunjukkan bahwa 35% 
hoaks di Indonesia berisi konten politik, 
seringkali dimanfaatkan elite untuk 
membentuk persepsi public melalui 
narasi menyesatkan. Disinformasi 
melemahkan rasionalitas warga dan 
m e n c i p t a ka n  ke t i da k  p e rcayaa n 
terhadap proses politik. Politik digital 
seharusnya memberdayakan, justru 
digunakan memanipulasi opini public 
dan merusak kualitas demokrasi.Lebih 
mengkhawatirkan lagi, Negara dan 
aparat keamanan mulai memanfaatkan 
teknologi digital untuk pengawasan dan 
represi. Ini menandakan munculnya 
otoritarianisme baru berwujud digital. 
Kekuasaan dibungkus teknologi, tetapi 
bekerja membungkam oposisi dan 
mengatur ulang ruang public sesuai 
kepentingan penguasa.

S e m e n t a r a ,  k e b o c o r a n  d a t a 
pribadi warga seperti kasus e-KTP, 
PeduliLindungi, dan kebocoran data 

p e m i l i h  m e n a m b a h  u r g e n s i 
pembentukan tata kelola data yang 
akuntabel. UU Perlindungan Data 
Pribadi yang disahkan tahun 2022 
masih lemah dalam implementasi dan 
pengawasan. Ketika data digunakan 
untuk microtargeting dalam kampanye, 
maka yang terancam bukan hanya 
privasi, tetapi juga integritas politik 
elektoral.

Menghadapi tantangan ini, Negara 
harus mengambil peran aktif dalam 
menciptakan ekosistem informasi 
yang sehat dan demokratis. Literasi 
digital masyarakat perlu diperkuat 
a g a r  w a r g a  t a k  h a n y a  m e n j a d i 
konsumen informasi, tetapi juga actor 
politik yang kritis. Regulasi terhadap 
algoritma, transparansi data, serta 
jaminan kebebasan berekspresi di ruang 
digital harus menjadi agenda politik 
utama. Demokrasi digital hanya akan 
berkembang jika kekuasaan teknologi 
dikontrol oleh prinsip keadilan, etika, 
dan kebebasan partisipasi publik yang 
terbuka.

OTORITARIANISME DIGITAL
Digitalisasi semula dipandang sebagai 

alat emansipasi politik kini berbalik 
menjadi instrument kontrol di tangan 
rezim otoriter. Negara-negara seperti 
Tiongkok dan Rusia telah menunjukkan 
bagaimana kecanggihan teknologi—
terutama algoritma dan kecerdasan 
buatan—dimanfaatkan untuk mengawasi 
perilaku warganya, menyensor opini 
publik, dan menghukum lawan politik 

secara sistematis. Morozov (2011) 
menyebut fenomena ini sebagai cyber 
authoritarianism, bentuk kekuasaan 
baru yang bekerja di balik layar perangkat 
digital dan algoritma, tetapi berdampak 
nyata dalam membatasi kebebasan sipil 
dan partisipasi politik.

Tren ini merembet ke Indonesia. 
Laporan SAFEnet (2023) mencatat lebih 
dari 300 kasus serangan digital terhadap 
jurnalis, aktivis, dan akademisi antara 
2021-2023. Tindakan seperti peretasan, 
penyebaran data pribadi, doxing, hingga 
pelaporan melalui Undang-Undang ITE 
menjadipola yang semakinsistematis. 
Bahkan, penggunaan spywarepegasus 
oleh aparat keamanan untuk memantau 
komunikasi  poli t ik  menandakan 
ruang digital mulaidi kontrol demi 
mempertahankan dominasi kekuasaan.

Alih-alih memperluas partisipasi, 
digitalisasi justru berisiko mempersempit 
ruang publik. Munculnya akun bot 
dan buzzerpenyebar propaganda pro-
pemerintah serta menyerang kelompok 
oposisi, merefleksikan bagaimana 
algoritma disulap menjadi senjata 
politik. Ruang publik digital berubah 
dari arena deliberasi menjadi lading 
pertempuran narasi,  dengan bias 
algoritmik memperkuat polarisasi. 
Dalamkondisiini, demokrasi kehilangan 
semangat deliberatifenya dan menjelma 
menjadi demokrasi semu berbasis 
manipulasi informasi.

Lebih buruk lagi, masyarakat mulai 
terbiasa dengan praktik pengawasan dan 
pembungkaman. Fenomena consented 
surveillance, atau penerimaan public 
terhadap kontrol digital atas nama 
stabilitas dan keamanan, mulai menjamur. 
Demokrasi yang idealnya menjamin 
kebebasan berekspresi justru dihadapkan 
pada normalisasi penyensoran. Jika 
dibiarkan, akan terjerumus pada 
bentuk demokrasi ilusi, dimana prosedur 
electoral berjalan, tetapi substansi 
kebebasan politik dikerdilkan. Selain itu, 
teknologi microtargeting memperdalam 
ancaman terhadap keadilan politik. Data 
pengguna media sosial dianalisis untuk 
memengaruhi perilaku memilih secara 
personal, tanpa disadari pengguna. 
Kasus Cambridge Analytica di AS menjadi 
contoh bagaimana pemilu dimanipulasi 

melalui personalisasi algoritmik. Praktik 
ini mulai diterapkan secara diam-diam di 
Indonesia, terutama dalam Pilpres dan 
Pilkada, menciptakan keunggulan tidak 
adil yang merusak asas kompetisi setara. 
Sayangnya, perlindungan terhadap 
data pribadi masih lemah dan belum 
memiliki efektivitas implementatif. 
Infrastruktur kelembagaan yang rapuh 
dan rendahnya literasi digital masyarakat 
membuat data publik mudah diakses 
dan disalahgunakan untuk kepentingan 
politik. Kebocoran data menunjukkan 
betapa rawannya keamanan sistem 
digital dan etika penggunaan.

Menghadapi ini, dibutuhkan gerakan 
kolektif lintas sector untuk memperkuat 
d e m o k r a s i  d i g i t a l .  P e m e r i n t a h , 
masyarakat sipil, media independen, 
dan komunitas teknologi harus bersama-
sama mendorong regulasi platform, audit 
algoritma, dan peningkatan literasi digital. 
Demokrasi digital hanya dapat hidup jika 
public mampu mengontrol teknologi, 
bukan sebaliknya. Ruang publik hanya 
dapat bertahan jika dibangun atas dasar 
keterbukaan, kesetaraan, dan keberanian 
melawan dominasi terselubung.

Digital isasi  pol i t ik  adalah hal 
baru, dimana nilai, kekuasaan, dan 
control saling berkelindan. Teknologi 
bukan sekadar alat netral, melainkan 
produk politik yang mencerminkan 
kepentingan dominan. Maka, demokrasi 
digital menuntut lebih dari sekadar 
konektivitas, tetapi keberanian struktural 
untuk menegakkan keadilan digital 
dan membongkar algoritma yang 
menindas. 

Tanpa keberpihakan pada masyarakat, 
ruang digital akan dikuasai oleh elit 
dan korporasi teknologi. Karena itu, 
demokrasi masa depan bergantung 
pada sejauh mana public mampu 
mengintervensi arah teknologi secara 
kolektif. Bukan menyerah pada ilusi 
partisipasi data semu dan diawasi 
algoritma.

Hanya dengan itulah, digitalisasi 
benar-benar dapat menjadi jalan menuju 
demokrasi yang lebih substantif dan 
bermartabat. (*)

Dosen Ilmu Politik, FISIP, 
Universitas Muhammadiyah Jakarta
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JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice 
Rio Capella berharap pembahasan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Pemilu selesai sebelum 
akhir tahun 2026. Dia menilai pembahasan 
yang dilakukan secara injury time, berpotensi 
menghambat persiapan tahapan Pemilu 2029. 
Rio menyadari, pembahasan RUU Pemilu hingga 
kini masih berproses. Dia mengusulkan, DPR 
mengundang seluruh pimpinan partai politik, 
untuk mengebut pembahasan RUU Pemilu.

“Harapan kami, Pak Dasco (Dasco Sufmi 
Ahmad) mewakili DPR bertemu lebih cepat 
dengan partai-partai di luar parlemen. Dengan 
begitu, partai di luar parlemen juga lebih awal 
atau lebih dini mempersiapkan diri,” ujar Rio 
seusai memimpin konsolidasi Tim Task Force 
dengan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi 
Jambi di Hotel BW Luxury, Jambi, Jumat 

(4/9/2026). Ketua Tim Task Force DPP Hanura 
itu menambahkan, masukan dari partai politik 
di luar parlemen penting, agar pembahasan 
RUU Pemilu berjalan lebih terbuka. Setelah RUU 
Pemilu disahkan, lanjutnya, masih ada tahapan 
pembentukan komisioner Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu).

“Kalau pembahasannya di masa injury time, 
akan berdampak pada tahapan Pemilu. Menurut 
saya, lebih bijak dan lebih arif, jika DPR bisa lebih 
awal atau lebih cepat menuntaskan RUU Pemilu,” 
imbuhnya. Meski begitu, Rio memastikan, 
Hanura tak mempermasalahkan kapan RUU 
Pemilu diputuskan menjadi undang-undang 
(UU). Dia menegaskan, partai yang dipimpin 
Oesman Sapta (OSO) itu siap mengikuti seluruh 
ketentuan yang nanti disepakati DPR dan 
Pemerintah. “Mau injury time, sepanjang masih 

dalam timeline RUU, Hanura tidak ada masalah. 
Tapi, lebih arif kalau dari awal dipersiapkan 
dengan matang dan diputuskan tidak pada 
injury time,” tegasnya.

Rio menambahkan, Hanura siap menerima 
berbagai keputusan akan disepakati Pemerintah 
dan DPR, termasuk soal parliamentary threshold 
(PT) atau ambang batas parlemen, maupun 
desain Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu 
Presiden (Pilpres) mendatang. “Soal PT, soal 
apa pun yang diputuskan, sepanjang itu untuk 
kebaikan negeri ini, serta untuk meningkatkan 
kualitas Pemilu dan kualitas produk hasil 
Pemilu, Hanura siap menghadapi apa pun,” 
ucapnya. Namun, mantan politisi Partai NasDem 
itu mengingatkan, proses penyusunan RUU 
Pemilu tak boleh disertai dengan kepentingan 
tersembunyi untuk menghambat partai tertentu 
atau mengganggu proses demokrasi.(jpnn)

TILONGKABILA - Ketua DPRD Bone Bolango Faisal 
Yunus mendorong hubungan eksekutif dan legislatif tidak 
berhenti pada hubungan kelembagaan, tetapi dibangun 
sebagai kemitraan yang 
solid untuk mempercepat 
pembangunan daerah. 

M e n u r u t  F a i s a l , 
k o m u n i k a s i  y a n g 
t e r b u k a  d a n  s i n e r g i 
yang kuat antara DPRD 
dan pemerintah daerah 
menjadi modal penting 
d a l a m  m e m a s t i k a n 
kebijakan pembangunan 
berjalan searah dengan 
kebutuhan masyarakat. 

“ S i n e r g i t a s 
pemerintahan harus solid. 
Mari kita jaga komunikasi 
d a n  k e k o m p a k a n 
a n t a r l e m b a g a  u n t u k 
membangun daerah yang 
lebih maju dan sejahtera,”  
ujar Faisal. Ia menilai, DPRD dan pemerintah daerah memiliki 
peran berbeda, tetapi berada dalam tujuan yang sama, yakni 
menghadirkan program pembangunan yang memberikan 
manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, menurutnya, 
perbedaan pandangan dalam proses pemerintahan harus 
ditempatkan sebagai bagian dari dinamika kelembagaan, 
bukan menjadi penghambat pembangunan. Faisal menegaskan, 
kekompakan antara eksekutif dan legislatif perlu terus dipelihara 
agar agenda pembangunan Bone Bolango dapat berjalan 
lebih efektif dan memberikan hasil yang dirasakan langsung 
masyarakat. 

“Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun daerah 
bersama. Eksekutif dan legislatif harus berjalan dalam semangat 
kemitraan demi mewujudkan Bone Bolango yang juara dan 
berkemaslahatan bagi masyarakat,”  katanya. (csr)

Faisal Yunus Dorong 
Eksekutif-Legislatif Kompak

Waketum Hanura Berharap Selesai Akhir 2026

Pembangunan
Daerah Harus 
Satu Irama

PEMBAHASAN RUU PEMILU

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Pera-
turan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengaju-
kan keberatan-keberatan kepada kami disertai alasan dan bukti yang kuat. 
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka 
sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak 
berlaku lagi.

PENGUMUMAN
(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)
NOMOR : 13/DI304-30.05/IX/2026

Nomor HakNo

1. 30.05.12.03.1.00
093

ISMAIL DAALIUWA - 30/12/2002

Nama
Pemegang

Hak

Alamat 
Pemegang

Hak
Tanggal

Pembukuan Keterangan

Nomor Berkas     : 5135/2026
Nama Pemohon  : IRSAN HADJALI
DI 301                 : 1112/2026 

Bone Bolango, 4 September 2026

TILONGKABIL A - GP  -  Upaya 
m e m p e r j u a n g k a n  k e b u t u h a n 
masyarakat melalui aspirasi terus 
dilakukan anggota legislatif (aleg) Rizki 
Huntoyungo. Salah satunya dengan 
mengawal usulan bantuan sembako 
yang diperuntukkan bagi masyarakat 
Bone Pesisir.

Sebanyak 1.162 paket sembako 
yang sebelumnya diusulkan melalui 
aspirasi aleg Provinsi dalam program 
Pemerintah Provinsi Gorontalo, kini 
telah disalurkan kepada masyarakat 
penerima manfaat.

Penyaluran bantuan tersebut turut 

dihadiri dan diserahkan secara langsung 
oleh Gubernur Gorontalo kepada 
masyarakat penerima manfaat.

Aleg Rizki Huntoyungo mengatakan, 
bantuan tersebut merupakan bagian 
dari upaya menindaklanjuti kebutuhan 
ya ng  d i sa mpa i ka n  ma sya ra kat. 
Menurutnya, aspirasi masyarakat 
harus terus diperjuangkan agar 
dapat diwujudkan melalui program 
pemerintah. Karena itu ia berharap 
bantuan tersebut dapat memberikan 
manfaat dan membantu meringankan 
kebutuhan masyarakat.

R i z k i  j u g a  m e n y a m p a i k a n 

permohonan maaf kepada masyarakat 
yang belum mendapatkan bantuan. 
Ia memastikan perjuangan terhadap 
aspirasi  masyarakat  akan terus 
dilakukan.

“Mohon maaf jika masih ada yang 
belum terlayani. Kami akan selalu 
memperjuangkan apa yang menjadi 
aspirasi masyarakat. Dan Alhamdulillah, 
1.162 paket sembako yang kami usulkan 
melalui aspirasi Bapak Hamzah Idrus, 
program Pemerintah Provinsi Gorontalo 
untuk masyarakat Bone Pesisir, kemarin 
dan hari ini sudah kami salurkan,”  kutip 
penyampaian Rizki.(csr)

Rizki Kawal Aspirasi Warga hingga Terwujud 

(FOTO TANGKAPAN LAYAR) 

ALEG Rizki Huntoyungo ikut dalam penyaluran bantuan usulan aspirasi aleg Hamzah Idrus yang diserahkan Gubernur Gusnar Ismail 
ke masyarakat.

TILONGKABILA - GP - Usaha kecil 
tak boleh dipandang sebelah mata. 
Di tengah dorongan menggerakkan 
ekonomi, sektor inilah yang justru 
paling dekat dengan kehidupan 
masyarakat  dan paling cepat 
menggerakkan perputaran uang 
di tingkat bawah. Anggota DPRD 
Bone Bolango Kadir  Tangahu 
menilai geliat usaha kecil yang 
tumbuh dari inisiatif masyarakat 

perlu terus didorong. Bukan hanya 
melalui dukungan moral, tetapi 
juga perhatian dan kebijakan yang 
mampu membuat usaha mereka 
bertahan dan berkembang. Menurut 
Kadir, usaha kecil merupakan bagian 
penting dari sektor riil. Ketika usaha 
warga bergerak, transaksi ikut 
tumbuh, pendapatan masyarakat 
meningkat dan roda ekonomi daerah 
turut berputar.

“ B a g a i m a n a  m e n d o r o n g 
pertumbuhan ekonomi agar terus 
bergeliat? Salah satunya dengan 
memperkuat usaha-usaha kecil yang 
ada di masyarakat,”  kata Kadir.

Ia menilai kekuatan usaha kecil 
terletak pada dampaknya yang 
langsung terasa. Perputaran ekonomi 
tidak hanya terkonsentrasi pada 
sektor usaha besar, tetapi dapat 
mengalir hingga ke tingkat rumah 

tangga dan pelaku usaha di lapisan 
paling bawah.

Karena itu, Kadir mendorong 
agar masyarakat yang telah berani 
membangun usaha secara mandiri 
tidak berjalan sendirian. Dukungan 
pemerintah dan seluruh pemangku 
kepentingan dibutuhkan untuk 
membuka ruang usaha, memperluas 
akses pasar serta memperkuat 
kemampuan pelaku usaha. “Usaha 

kecil harus mendapat perhatian 
bersama. Kalau terus tumbuh, ini 
bisa menjadi fondasi ekonomi yang 
kuat dan manfaatnya langsung 
dirasakan masyarakat,”  ujarnya. 
Bagi Kadir, ekonomi daerah yang 
sehat bukan hanya ditandai oleh 
angka pertumbuhan, tetapi juga oleh 
semakin banyaknya masyarakat yang 
mampu menciptakan penghasilan 
dari usahanya sendiri.(csr)

Jadi Mesin Ekonomi UMKM Butuh Support

Faisal Yunus
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Bersambung ke Hal.2

Gaya Purbaya
Oleh: Dahlan Iskan

SETINGGITINGGI  jabatan direktur 
utama sebuah bank pemerintah, tetaplah 
ia/dia seorang bawahan. Ia/dia masih 

punya atasan. 

BE R B E D A  d a r i  s i d a k 
sebelumnya yang umumnya 
dilakukan subuh hari untuk 

menyaksikan proses memasak, 
dan penyajian MBG. Sidak kali 
ini  dilaksanakan pada siang 
hari sekitar pukul 13.00 WITA. 
Tujuannya, memastikan apakah 
proses pencucian ompreng sudah 
memenuhi standar operasional 
prosedur (SOP).

“Dari hasil peninjauan, saya 
menilai  pencucian ompreng 

berjalan baik  karena sudah 
menggunakan alat pengering. Ini 
tentu kami apresiasi,-  kata Idah.

Meski demikian, saat sidak, 
Wagub Idah Syahidah dan tim 
menemukan adanya aktivitas 
memasak pada jam distribusi. 
Padahal, seharusnya pada jam - 
jam itu, MBG sudah siap disalurkan 
ke sekolah SMA/sederajat. Setelah 
dikon�rmasi, 

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus 
menunjukkan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG). Tidak hanya fokus pada gizi dan keamanan makanan, kali 
ini Idah menekankan aspek kebersihan Food Tray MBG atau ompreng. 

Sidak digelar di dapur Sentra Penyedia Pangan Gorontalo (SPPG) 
Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (3/10).

WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERUS PANTAU SPPG DI GORONTALO   

Selain Menu, Kebersihan Omprengan juga Diperhatikan

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - FADLY/
DISKOMINFOTIK) 

WAKIL
Gubernur 
Gorontalo 

Idah Syahidah 
Rusli Habibie 
saat melihat 

langsung 
proses 

pencucian 
food tray atau 

ompreng 
atau tempat 

MBG di SPPG 
Tuladenggi, 
Telaga Biru, 

Kab Gorontalo, 
Jumat (3/10). 

SK PPP 
MARDIONO 

DIGUGAT

(FOTO : TANGKAPAN LAYAR) 

API melahap dua rumah di Jln 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Ahad (5/10). 

KEBAKARAN

Dua Rumah dan 
Bengkel Ban Ludes

GORONTALO - GP - Kebakaran hebat menggagerkan warga Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, tepatnya di Jln 23 Januari, Kota Gorontalo, Ahad (5/10) 

pagi. Dua rumah berdekatan  dan sebuah bengkel ban ludes dilalap si jago 
merah. Kebakaran sempat menyedot perhatian warga, yang kebetulan saat itu 

sedang diberlakukan Car Free Day. 

Bersambung ke Hal.2

J A K A R TA  - G P -  P a r t a i  P e r s a t u a n 
P e m b a n g u n a n  a t a u  P P P  ku b u  A g u s 
Suparmanto menyatakan bakal menggugat 
SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono 
yang telah disahkan Kementerian Hukum ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 

2020-2025, M Romahurmuziy menyebut 
pihaknya sedang menyiapkan gugatan tersebut 
untuk segera didaftarkan ke PTUN.“Kita ketemu 
di Pengadilan. Ya, akan kita gugat, segera,” ujar 
Rommy kepada wartawan, Jumat (3/10).

DUALISME PPP

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

SIDOARJO - Tim SAR gabungan 
kembali menemukan 20 korban 
dalam operasi pencarian hari 
ketujuh ambruknya musala 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Al-Khoziny di Sidoarjo, Ahad 
(5/10). 

Kepala Kantor SAR Surabaya 
selaku On Scene Coordinator 
(OSC) Nanang Sigit menjelaskan 
proses pencarian difokuskan di 
sektor A1, A2, A3, dan A4 dengan 
prioritas pembersihan puing di 
sisi utara bangunan yang tidak 
terintegrasi dengan struktur 
utama. 

TRAGEDI PONPES AL KHOZINY

Korban Meninggal jadi 46 Orang

(FOTO : AP/ BASARNAS) 

TIM penyelamat membawa jenazah korban reruntuhan 
bangunan musala runtuh di pondok pesantren Al Khoziny di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada 46 jenazah yang ditemukan 

hingga Ahad (5/10). 

ANISHA APRILIA-DISWAY.ID 

MENKEU Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 
bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 
rencana pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun 
dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.
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RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI

Adhan akan Gelar Seminar Nasional
Bahas Sejarah 23 Januari, 
Hadirkan Saksi Hidup

GORONTALO - GP - Wali 
Kota Gorontalo Adhan Dambea 
berencana menggelar seminar 
nasional  untuk mengupas 
sejarah peristiwa 23 Januari yang 
menjadi bagian penting dalam 
perjalanan perjuangan rakyat 
Gorontalo.

Seminar tersebut tidak hanya 
akan membahas momentum 
yang dikenal sebagai Hari 
Patriotik Gorontalo, tetapi juga 
mengangkat sejarah eks Rumah 
Jawatan Kepala Kantor Pos 
dan Telegraf yang belakangan 

menjadi sorotan.
A d h a n  b e r e n c a n a 

menghadirkan Zain Bajeber, 
yang kini berusia 91 tahun, 
sebagai salah satu narasumber. 
Zain disebut sebagai saksi hidup 
yang memiliki pengetahuan 
mengenai peristiwa 23 Januari 
serta sejarah bangunan eks 
Rumah Jawatan.

Kehadiran Zain dinilai penting 
untuk menggali kesaksian secara 
langsung mengenai situasi dan 
berbagai peristiwa yang terjadi 
pada masa tersebut.

Melalui seminar itu, Adhan 
ingin sejarah Gorontalo tidak 
hanya dibicarakan berdasarkan 
dokumen, tetapi juga diperkuat 

d e n ga n  k e s a k s i a n  o ra n g -
orang yang mengalami atau 
mengetahui langsung perjalanan 
sejarah daerah tersebut.

Rencana tersebut menjadi 
bagian dari gagasan Adhan 
untuk menghidupkan kembali 
fungsi Gedung Nasional sebagai 
ruang sejarah sekaligus Museum 
Gorontalo.

Gedung yang berada di Jalan 
Taki Niode atau Jalan Merdeka, 
Kelurahan Ipilo, Kecamatan 
Kota Timur, Kota Gorontalo, 
itu merupakan bangunan tua 
peninggalan masa kolonial.

G e d u n g  t e r s e b u t  j u g a 
m e m i l i k i  k a i t a n  d e n g a n 
p e r j a l a n a n  p e r j u a n g a n 

masyarakat Gorontalo dan 
pernah dimanfaatkan sebagai 
markas Legiun Veteran Republik 
Indonesia (LVRI).

Adhan ingin Gedung Nasional 
nantinya menjadi tempat yang 
mampu merekam berbagai jejak 
sejarah Gorontalo, termasuk 
perjuangan rakyat, tokoh-tokoh 
daerah, serta peristiwa penting 
yang membentuk perjalanan 
daerah tersebut.

Dalam kerangka itu, seminar 
nasional tentang 23 Januari 
d a n  e k s  R u m a h  Ja w a t a n 
diproyeksikan menjadi salah 
satu agenda untuk membuka 
kembali ruang diskusi mengenai 
sejarah Gorontalo.(adv)

I Posisi Saldo Kas BUD per 02 September 2026 89.377.219.864,73
Penerimaan Kas Daerah 
per 03 September 2026

325.979.247,82

Pengeluaran Kas Daerah
per 03 September 2026

1.214.027.182,00

II Saldo Akhir per 03 September 2026 88.489.171.930,55

POSISI KAS DAERAH PER 03 SEPTEMBER 2026

Gorontalo, 04 September 2026
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO

Ttd

MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

G O R O N T A L O  -  G P  -
Pemerintah Kota Gorontalo 
mulai memperkuat strategi 
p e n i n g k a t a n  p e n d a p a t a n 
asli  daerah (PAD) dengan 
membenahi  s istem pajak, 
retribusi, dan perizinan berbasis 
digital.

Wakil Wali Kota Gorontalo, 
Indra Gobel, menilai digitalisasi 
menjadi  salah satu kunci 
untuk memastikan potensi 
penerimaan daerah dapat 
terdata dengan baik, sekaligus 
mengurangi celah kebocoran 
dalam pengelolaannya.

Pandangan itu disampaikan 
I n d r a  s a a t  m e n g i k u t i 
Forum Koordinasi Strategis 
I m p l e m e n t a s i  K e b i j a k a n 
Peningkatan PAD dari Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD) bagi Pimpinan Daerah 
Series I yang digelar Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), 2–4 
September 2026.

Dalam forum tersebut, Indra 
didampingi  Kepala Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Kota Gorontalo,  Zamronie 
Agus.

Forum mengangkat tema 
“Memperkuat Kepemimpinan 
Fiskal Daerah untuk Optimalisasi 
PA D  y a n g  B e rk e l a n j u t a n , 
Berkeadilan dan Berbasis Data”. 
Kegiatan ini diikuti kepala 
daerah, sekretaris daerah, serta 
pimpinan perangkat daerah yang 
memiliki kewenangan dalam 
pengelolaan pendapatan.

Indra mengatakan, upaya 
m e n i n g k a t k a n  PA D  t i d a k 
seharusnya hanya berorientasi 
p a d a  p e n c a p a i a n  t a r g e t 
penerimaan setiap tahun. 
Me n u r u t n y a ,  p e m e r i n t a h 
daerah perlu membangun 
sistem yang mampu membaca 
seluruh potensi pendapatan 
secara akurat, terintegrasi, dan 
transparan.

Salah satu aspek yang menjadi 
p e r h a t i a n  a d a l a h  s i s t e m 
perizinan usaha melalui Online 
Single Submission (OSS).

Indra menilai integrasi OSS 
dengan sistem kementerian 
maupun lembaga terkait masih 
perlu diperkuat. Persoalan 
integrasi data dan persyaratan, 
termasuk yang berkaitan dengan 
Klasifikasi Baku Lapangan 
Usaha Indonesia (KBLI), dinilai 
berpotensi menyulitkan pelaku 
usaha ketika melakukan proses 
perpanjangan izin.

U n t u k  i t u ,  i a  b e r h a r a p 
transformasi digital perizinan 
tidak berhenti pada perubahan 
m e k a n i s m e  a d m i n i s t ra s i , 
tetapi benar-benar memangkas 
h a m b a t a n  y a n g  d i h a d a p i 
masyarakat dan dunia usaha.

“Digitalisasi perizinan harus 
b e na r- b e na r  m e mb e r i ka n 
kemudahan bagi pelaku usaha. 
Dengan begitu investasi dapat 
tumbuh, lapangan kerja terbuka, 
ekonomi daerah bergerak dan 
pada akhirnya memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan 

PAD,” ujar Indra.
Selain sektor perizinan, Indra 

juga mendorong perluasan 
sistem pembayaran pajak dan 
retribusi daerah secara non-
tunai.

Pemkot Gorontalo dinilai 
p e r l u  m e n g o p t i m a l k a n 
pemanfaatan QRIS serta kanal 
pembayaran digital lainnya 
u n t u k  m e m p e r l u a s  a k s e s 
pembayaran bagi wajib pajak 
dan masyarakat.

Menurut Indra,  semakin 
banyak transaksi penerimaan 
daerah yang dilakukan secara 
d i g i t a l ,  s e m a k i n  m u d a h 
pula pemerintah melakukan 
pencatatan, pengawasan, dan 
rekonsiliasi penerimaan.

“Pembayaran secara non-tunai 
juga penting untuk membangun 
kepercayaan wajib pajak dan 
masyarakat. Mereka harus yakin 
bahwa pajak dan retribusi yang 
dibayarkan benar-benar tercatat 
dan digunakan pemerintah 
untuk pembangunan,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, 
Indra menegaskan, penguatan 
PAD harus berjalan seiring 
dengan penciptaan iklim usaha 
yang sehat. 

Pemerintah t idak hanya 
d i t u n t u t  m e n i n g k a t k a n 
p e n e r i m a a n ,  t e t a p i  j u g a 
memastikan proses pembayaran 
pajak dan perizinan semakin 
mudah, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan.(adv)

Perkuat PAD Kota Gorontalo

Indra Gobel Bidik Digitalisasi Pajak

Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel pada kegiatan Forum Koordinasi 
Strategis Implementasi Kebijakan Peningkatan PAD dari Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi Pimpinan Daerah Series I yang 
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 2–4 September 2026.

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo 
menyatakan dukungannya terhadap Musyawarah 
Daerah (Musda) ke-V Pimpinan Daerah Pemuda 
Muhammadiyah Kota Gorontalo. Forum tersebut 
dinilai menjadi momentum penting untuk 
memperkuat regenerasi kepemimpinan sekaligus 
pembinaan karakter generasi muda.

Dukungan itu disampaikan Plh Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kota Gorontalo, Iskandar Moerad, saat 
menghadiri pembukaan Musda yang berlangsung 
di Aula SMP Muhammadiyah Boarding School, 
Jumat (4/9/2026).

Iskandar yang juga menjabat sebagai Asisten 
I Pemerintahan dan Kesra Kota Gorontalo 
mengatakan, agenda yang digelar Pemuda 
Muhammadiyah memiliki semangat yang sejalan 
dengan arah pembangunan pemerintah daerah, 
terutama dalam penguatan nilai keagamaan dan 
pembentukan karakter generasi muda.

Ia menilai organisasi kepemudaan Islam 
memiliki posisi strategis dalam membangun 
ualitas sumber daya manusia. Muhammadiyah, 
kata dia, selama ini telah mengambil peran melalui 
berbagai kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, 
serta pembinaan kader.

D a l a m  s a m b u t a n n y a ,  I s k a n d a r  t u r u t 
menyampaikan pesan Wali Kota Gorontalo Adhan 
Dambea mengenai pentingnya menjadikan nilai-
nilai agama sebagai bagian dari kehidupan dan 
pembangunan daerah.

“Wali Kota saat ini memiliki satu visi yang 
selalu disiarkan, yang selalu disampaikannya dan 
diingatkan kepada kami, yaitu memperjuangkan 
agama Allah,” ujar Iskandar.

Menurutnya, semangat tersebut memiliki 
keterkaitan dengan tujuan Musda Pemuda 
Muhammadiyah sebagai wadah konsolidasi dan 
regenerasi kader muda Islam.

“Atas dasar itu, Pemerintah Kota Gorontalo 
memberikan dukungan terhadap forum ini. Sebab 
ini menjadi bagian dari proses regenerasi muda-
mudi Islam,” katanya.

Iskandar berharap Musda tidak berhenti pada 
proses pemilihan kepemimpinan baru, tetapi juga 
menghasilkan kader yang memiliki karakter serta 
komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

“Kami berharap pelaksanaan Musda ini 
melahirkan pemuda-pemuda yang berkarakter 
sesuai tuntunan ajaran agama Islam, khususnya 
sesuai dengan pedoman Al-Qur’an dan hadis,” 
ujarnya.

S elain pers oalan kader isasi ,  Iskandar 
mendorong Pemuda Muhammadiyah untuk terus 
memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Kota 
Gorontalo. Menurutnya, sinergi antara organisasi 
kepemudaan dan pemerintah daerah diperlukan 
untuk membuka ruang lebih besar bagi generasi 
muda dalam pembangunan.

I a  b e r h a r a p  k e p e m i m p i n a n  P e m u d a 
Muhammadiyah Kota Gorontalo yang terpilih 
nantinya mampu menjalankan fungsi organisasi 
sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.
(adv)

Pemkot Dukung 
Musda Pemuda 
Muhammadiyah
Dorong Regenerasi Kader Islami

(FOTO: PROKOPIM)

Plh Sekda Kota Gorontalo, Iskandar Moerad 
ketika memberikan sambutan pada kegiatan 
pembukaan Musda yang berlangsung di Aula SMP 
Muhammadiyah Boarding School, Jumat (4/9/2026). 

(FOTO: KOMINFO)

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea ketika menunjukkan foto peristiwa sejarah di Kantor POS Gorontalo saat konferensi pers pada Sabtu 
(5/9/2026). 




